
BUPATI PACITAN 
PROVINS IJAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 20 TAHUN 2 0 1 7 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN D A E R A H NOMOR 9 TAHUN 2 0 1 6 

TENTANG PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 
Menimbang : bahwa guna melaksanakan ke tentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 22 

ayat (2), Pasal 26, Pasal 35, Pasal 46, pasal 47 ayat (2), Pasal 49 
ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (5) Pasal 54, Pasal 55 ayat (5), Pasal 
56 ayat (2), dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 
t a h u n 2016 tentang Pemil ihan Kepala Desa per lu menetapkan 
Peraturan Bupa t i tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 9 t a h u n 2016 tentang Pemil ihan Kepala Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten d i L ingkungan Provinsi Jawa 
T i m u r (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana te lah d i u b a h dengan Undang-Undang 
Nomor 2 T a h u n 1965 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n -2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te lah 
beberapakali d iubah t e rakh i r dengan Undang-Undang Nomor 
9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana te lah d i u b a h dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 T a h u n 2015 (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5717); 

5. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 112 T a h u n 2014 
tentang Pemil ihan Kepala Desa (Berita Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 2092); 



6. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 82 T a h u n 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 4); 

7. Peraturan Menter i Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
d a n Transmigras i Nomor 2 T a h u n 2015 tentang Pedoman Tata 
Tert ib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah 
Desa (Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 
159); 

8. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 46 t a h u n 2016 
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2016 Nomor 1099); 

9 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 t a h u n 2016 
tentang Pemil ihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan T a h u n 2016 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BOTATI TENTANG P E T U N J U K PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG 
PEMILIHAN K E P A L A DESA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Pacitan. 
3. Bupa t i ada lah Bupa t i Pacitan. 
4. Desa adalah Desa d i l i n gkup Pemerintah Daerah. 
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 

mempunya i wewenang, tugas dan kewaj iban u n t u k 
menyelenggarakan r u m a h tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dar i Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

6. Pemil ihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaula tan 
rakyat d i desa da lam rangka memi l i h Kepala Desa yang 
bersifat langsung, u m u m , bebas, rahasia, j u j u r dan adi l . 

7. Baka l Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia 
(WNI) yang memenuh i syarat berdasarkan penjaringan d a n 
penyaringan oleh Panit ia Pemil ihan Kepala Desa sebagai 
Calon Kepala Desa. 

8. Calon Kepala Desa adalah Baka l Calon Kepala Desa yang 
d i te tapkan oleh Panit ia Pemil ihan sebagai calon yang akan 
d ip i l i h da lam Pemil ihan Kepala Desa. 

9. Calon Kepala Desa Terpi l ih ada lah Calon Kepala Desa yang 
memperoleh suara terbanyak da lam pemi l ihan Kepala Desa. 

10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang d iangkat 
oleh Pejabat yang berwenang u n t u k melaksanakan hak , 
wewenang dan kewajiban Kepala Desa da lam k u r u n w a k t u 
te r tentu . 

1 1 . Panit ia Pemil ihan Kepala Desa t ingka t kabupaten yang 
selanjutnya disebut Panit ia Pemil ihan Kabupaten adalah 
pan i t i a yang d iben tuk B u p a t i pada t ingka t Kabupaten 
da lam m e n d u k u n g pelaksanaan pemi l ihan Kepala Desa. 



12. Panit ia Pemil ihan Kepala Desa t ingka t desa yang 
selanjutnya d isebut Panit ia Pemi l ihan adalah Panit ia yang 
d iben tuk oleh BPD u n t u k menyelenggarakan proses 
Pemil ihan Kepala Desa. 

13. Pemil ih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan te lah 
memenuh i persyaratan u n t u k menggunakan h a k p i l i h 
da lam pemi l ihan Kepala Desa. 

14. Daftar Pemil ih Sementara yang se lanjutnya disebut DPS 
adalah daftar pemi l ih yang d i s u s u n berdasarkan data Daftar 
Pemil ih Tetap Pemil ihan U m u m te rakh i r yang te lah 
d iperbaharui dan dicek kembal i atas kebenarannya serta 
d i t ambah dengan pemi l ih ba ru . 

15. Daftar Pemil ih Tambahan yang se lanjutnya d isebut DPTB 
adalah daftar pemi l ih yang memenuh i syarat yang 
menggunakan h a k p i l ihnya d a n t idak tercatat da lam DPT. 

16. Daftar Pemil ih Tetap yang se lanjutnya d isebut DPT adalah 
daftar pemi l ih yang te lah d i te tapkan oleh Panit ia Pemil ihan 
sebagai dasar penentuan ident i tas pemi l ih dan j u m l a h 
pemi l ih da lam pemi l ihan Kepala Desa. 

17. Kampanye adalah sua tu kegiatan yang d i l akukan oleh Calon 
Kepala Desa u n t u k meyak inkan para pemi l ih da lam rangka 
mendapatkan d u k u n g a n . 

18. Tempat Pemungutan Suara, se lanjutnya d is ingkat TPS, 
adalah tempat d i laksanakannya pemungutan suara. 

19. Badan Permusyawaratan Desa yang se lanjutnya d is ingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemer intahan yang anggotanya merupakan w a k i l da r i 
p enduduk Desa berdasarkan keterwaki lan wi layah d a n 
d i te tapkan secara demokrat is . 

20. Camat adalah pemimp in dan koord inator penyelenggaraan 
pemer intahan d i w i layah kerja kecamatan yang da lam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pe l impahan 
kewenangan pemer intahan da r i Bupa t i u n t u k menangani 
sebagian u r u s a n otonomi daerah, dan menyelenggarakan 
tugas u m u m pemer intahan. 

2 1 . Saksi adalah seseorang yang d iber ikan manda t oleh calon 
kepala desa u n t u k menjadi saksi da lam proses pemungutan 
dan perh i tungan suara. 

22 . Panit ia Pemungutan Suara adalah pan i t i a yang d iben tuk 
oleh Panit ia Pemil ihan yang mempunya i tugas memban tu 
Panit ia Pemil ihan da lam melaksanakan pemungutan dan 
penghi tungan suara d i TPS. 

23 . Panit ia Pengawas Pemil ihan adalah pan i t i a yang d iben tuk 
oleh BPD u n t u k memban tu mengawasi proses pemi l ihan 
kepala desa. 

24 . Petugas Pemutakhi ran Data Pemil ih adalah petugas yang 
membantu Panit ia Pemi l ihan da lam m e m u t a k h i r k a n dan 
val idasi data pemi l ih . 

25. Daftar Penduduk Potensial Pemil ih Pilkades a tau 
selanjutnya disebut DP4 adalah data yang disediakan oleh 
Panit ia Pemil ihan kabupaten ber is ikan data penduduk yang 
memenuh i syarat sebagai pemi l ih pada saat pemi l ihan 
diselenggarakan. 

26 Pergantian Kepala Desa An ta r W a k t u adalah pergant ian 
kepala desa me la lu i musyawarah desa karena kepala desa 
berhenti/diberhentiak£in dengan sisa masa j aba tan leb ih 
dar i 1 t a h u n . 



BAB I I 
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN 

Pasal 2 

B u p a t i membentuk Panit ia Pemil ihan Kabupaten dengan 
sebuah keputusan . 
Panit ia Pemil ihan Kabupaten sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) mempunya i tugas me l ipu t i : 
a. merencanakan, mengkoord inas ikan d a n 

menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan 
pemi l ihan t ingkat kabupaten ; 

b. me lakukan b imbingan teknis pelaksanaan pemi l ihan 
Kepala Desa kepada Panit ia Pemil ihan; 

c. memfasi l i tasi penyelesaian permasalahan pemi l ihan 
Kepala Desa t ingkat Kabupaten; 

d . me l akukan evaluasi d a n pelaporan pelaksanaan 
pemi l ihan; dan 

e. melaksanakan tugas dan wewenang la in yang d i te tapkan 
dengan Keputusan Bupa t i . 

Susunan Panit ia Pemil ihan Kabupaten sebagaimana 
d imaksud ayat (1) t e rd i r i atas : 
a. Pembina; 
b. Ketua; 
c. Wak i l Ketua; 
d . Sekretaris; dan 
e. Anggota. 

BAB I I I 
PENANGGUNGJAWAB 

Pasal 3 

Penanggungjawab pelaksanaan pemi l ihan Kepala Desa 
adalah BPD; 
BPD sebagai penanggungjawab pemi l ihan Kepala Desa 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mempunya i tugas: 
a. Membentuk Panit ia Pemil ihan; 
b. Membentuk Panit ia Pengawas Pemi l ihan; 
c. Member ikan saran dan per t imbangan kepada Panit ia 

Pemil ihan sesuai dengan ke tentuan pera turan 
perundang-undangan yang ber laku; 

d. Melaksanakan dan/atau mener ima laporan pengawasan 
proses pemi l ihan Kepala Desa; d a n 

e. Mengambi l keputusan apabi la t i m b u l permasalahan 
da lam proses pemi l ihan Kepala Desa, . 

Pasal 4 

Panit ia Pengawas Pemil ihan sebagaimana d imaksud pada 
pasal 3 ayat (2) h u r u f b t e rd i r i da r i : 
a. u n s u r pemer intah desa; 
b. lembaga kemasyarakatan desa; d a n 
c. t okoh masyarakat. 
Panit ia Pengawas Pemil ihan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) ber jumlah 3 (tiga), dengan susunan keanggotaan 
sebagai b e r i k u t : 
a. Ketua merangkap anggota; 
b. Sekretaris merangkap anggota; d a n 
c. Anggota. 



Syarat menjadi Panit ia Pengawas Pemil ihan adalah sebagai 
ber ikut : 
a. Warga Negara Indonesia yang berdomisi l i d i desa 

setempat; 
b. Nyata-nyata m a m p u secara j a s m a n i dan rohan i ; 
c. Berusia m i n i m a l 25 (dua p u l u h lima) t a h u n ; 
d . Berpendid ikan pa l ing rendah sekolah l an ju tan t ingkat 

atas a tau sederat; d a n 
e. Berintegritas t inggi , j u j u r , d a n ad i l . 

Pembentukan Panit ia Pengawas Pemil ihan d i te tapkan 
dengan Keputusan BPD berdasarkan musyawarah anggota 
BPD. 
Pembentukan Panit ia Pengawas Pemi l ihan d i laksakan da lam 
j angka w a k t u 10 (sepuluh) h a r i setelah pember i tahuan akh i r 
masa j aba t an kepala desa oleh BPD. 

Pasal 5 

Panit ia Pengawas Pemil ihan mempunya i tugas: 
a. Me lakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemi l ihan; 
b. Menerima pengaduan atas dugaan pelanggaran proses 

penyelenggaraan pemi l ihan ; 
c. Meneruskan t emuan dan pengaduan kepada BPD; dan 
d. Melaksanakan tugas l a in yang d ipe r in tahkan BPD. 

Pasal 6 

(1) Panit ia Pengawas Pemil ihan waj ib : i 
a. Memper lakukan calon Kepala Desa secara adi l ; 
b. Memel ihara semua dokumen yang berka i tan dengan 

pengawasan; dan 
c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. 

(2) Panit ia Pengawas Pemil ihan di larang: 
a. Menjadi calon Kepala Desa; 
b. Memihak calon Kepala Desa; d a n 
c. Me lakukan t indakan- t indakan yang menguntungkan 

kepent ingan pr ibad i a tau kelompok te r t en tu . 

BAB XV 
TAHAPAN PELAKSANAAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 7 

Pemil ihan kepala Desa d i laksanakan me la lu i tahapan: 
a. persiapan; 
b. pencalonan; 
c. pemungutan dan penghi tungan suara; dan 
d. penetapan. 

(3) 

(4) 

(5) 



Bagian Kedua 
Persiapan 

Paragraf 1 
Pemberitahuan Akhi r Masa Jabatan 

P a s a l 8 

Pemberi tahuan akh i r masa j aba t an d i l a k u k a n dengan ke tentuan 
sebagai b e r i k u t : 
a. d i l akukan oleh BPD; dan 
b. d isampaikan 6 (enam) b u l a n sebelum berakh i r masa j aba tan . 

Paragraf 2 
Pembentukan Panit ia Pemil ihan 

Pasa l 9 

(1) Pembentukan Panit ia Pemil ihan d i l akukan oleh BPD mela lu i 
musyawarah desa d i t e tapkan da lam j a n g k a w a k t u 10 
(sepuluh) h a r i setelah pember i tahuan a k h i r masa j aba tan . 

(2) Musyawarah desa pembentukan Panit ia Pemil ihan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l aksanakan me la lu i 
tahapan : 
a. BPD berkoordinasi dengan pemer intah desa u n t u k 

menen tukan w a k t u d a n tempat pelaksanaan 
musyawarah desa; 

b. Pemerintah desa memfasi l i tasi pelaksanaan musyawarah 
desa; 

c. BPD menen tukan dan mengundaing peserta yang t e rd i r i 
atas BPD, Pemerintah Desa, d a n u n s u r masyarakat; 

d . BPD mengundang Camat sebagai pendamping 
penyelenggaraan musyawarah desa; 

e. Ketua BPD a tau yang mewak i l^ m e m i m p i n pelaksanaan 
musyawarah desa; dan 

f. Pengambilan keputusan musyawarah desa d i laksanakan 
dengan cara musyawarah mu faka t a tau dengan 
pengambi lan suara. 

(3) Unsur masyarakat sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
h u r u f c m i n i m a l t e rd i r i atas : 
a. t okoh adat; 
b. t okoh agama; 
c. t okoh masyarakat; d a n 
d. perwaki lan wi layah d u s u n . 

(4) Susunan acara pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) h u r u f e t e rd i r i atas: 
a. Pembukaan; 
b. Maksud dan t u j u a n musyawarah desa; 
c. Penjelasan mater i pembentukan Panit ia Pemil ihan oleh 

pemer intah desa d a n Camat/yang mewaki l i ; 
d . Pembahasan dan pengambi lan keputusan d i p i m p i n oleh 

BPD; 
e. Penetapan dan pembacaan keputusan ; dan 
f. Penutup. 



Pasal 10 

(1) Panit ia Pemil ihan sebagaimana d imaksud pada pasal 9 ayat 
(1) t e rd i r i dar i : • 
a. u n s u r pemer intah desa; 
b. lembaga kemasyarakatan desa; dan 
c. t okoh masyarakat. 

(2) Panit ia Pemil ihan sebagaimana d imaksud ayat (1) ber jumlah 
3 (tiga), dengan susunan sebagai b e r i k u t : 
a. Ketua merangkap anggota; 
b. Sekretaris merangkap anggota; d a n 
c. Anggota. 

(3) Panit ia Pemil ihan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i te tapkan dengan Keputusan BPD. 

(4) Keputusan BPD sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 
d isampaikan kepada B u p a t i me la lu i camat. 

Pasal 11 

(1) Panit ia Pemil ihan mempunya i tugas: 
a. merencanakan, mengkoord inas ikan, menyelenggarakan, 

mengawasi dan mengendal ikan semua tahapan 
pelaksanaan pemi l ihan; 

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemi l ihan kepada 
Bupa t i me la lu i Camat; 

c. me l akukan pendaftaran d a n penetapan pemi l ih ; 
d . menetapkan j u m l a h suara d a n ko tak suara; 
e. mengadakan penjar ingan d a n penyar ingan baka l calon; 
f. menetapkan calon yang te lah memenuh i persyaratan; 
g. menetapkan ta ta cara pelaksanaan pemi l ihan; 
h . menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; 
i . memfasi l i tasi penyediaan peralatan, perlengkapan d a n 

tempat pemungutan suara; 
j . memfasi l i tasi pengadaan sura t suara, ko tak suara, d a n 

perlengkapan pemi l ihan kepala desa la innya; 
k . melaksanakan pemungutan suara; 
1. menetapkan has i l rekap i tu las i penghi tungan suara d a n 

m e n g u m u m k a n has i l pemi l ihan ; 
m . menetapkan calon Kepala Desa te rp i l ih ; 
n . me lakukan evaluasi d a n pelaporan pelaksanaan 

pemilihEin; 
o. menetapkan Petugas Pemutakh i ran Data Pemil ih; 
p. membentuk Panit ia Pemungutan Suara; dan 
q. melaksanakan tugas l a i n sesuai dengan ke tentuan 

perundangan yang ber laku. 
(2) G u n a kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) h u r u f c dan h u r u f k , Panit ia Pemil ihan 
membentuk: 
a. Petugas Pemutakhi ran Data Pemil ih; d a n 
b. Panit ia Pemungutan Suara. 

Pasal 12 

(1) Petugas Pemutakhiran Data Pemil ih sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 11 ayat (2) h u r u f a d i te tapkan dengan 
Keputusan Panit ia Pemil ihan. 

(2) J u m l a h Petugas Pemutakh i ran Data Pemil ih sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) sebanyak j u m l a h TPS yang ada d i 
desa a tau sesuai dengan k e b u t u h a n . 



(3) Petugas Pemutakh i ran Data Pemil ih mempunya i tugas 
memban tu Panit ia Pemil ihan da lam pemutakh i r an d a n 
val idasi data pemi l ih . 

Pasal 13 

(1) Panit ia pemungutan suara sebagaimana d imaksud da lam 
pasal 11 ayat (2) h u r u f b d i te tapkan dengan Keputusan 
Panit ia Pemil ihan. 

(2) Panit ia pemungutan suara sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) adalah d iben tuk sebanyak TPS yang ada d i desa. 

(3) Susunan keanggotaan Panit ia Pemungutan Suara 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
b e r i k u t : 
a. U n t u k TPS lebih da r i 1 (satu) , t e rd i r i atas 1 (satu) orang 

ke tua d i b a n t u oleh 4 (lima) anggota a tau sesuai 
k ebu tuhan ; 

b. U n t u k TPS ber jumlah 1 (satu) , t e rd i r i atas 1 (satu) orang 
ke tua d i b a n t u oleh pa l ing banyak 8 orang anggota. 

(4) Panit ia pemungutan suara mempunya i tugas m e m b a n t u 
Panit ia Pemil ihan da lam melaksanakan pemungutan dan 
penghi tungan suara d i TPS. 

Pasal 14 

Syarat menjadi Panit ia Pemil ihan, Petugas Pemutakh i ran Data 
Pemil ih, dan Panit ia Pemungutan Suara adalah sebagai ber ikut : 
a. Warga Negara Indonesia yang berdomis i l i d i desa setempat; 
b. Nyata-nyata m a m p u secara j a s m a n i d a n rohan i ; 
c. Berusia m i n i m a l 25 (dua p u l u h lima) t a h u n ; 
d . Berpendid ikan pal ing rendah sekolah l an ju tan t ingkat atas 

a tau sederat; 
e. Berintegritas t inggi , j u j u r , d a n ad i l ; d a n 
f. D iu t amakan pemab menjadi penyelenggara pemi l ihan 

u m u m . 
Pasal 15 

(1) Panit ia pemi l ihan, petugas p emutakh i r an data pemi l ih , dan 
Panit ia pemungutan suara waj ib : 
a. Memper lakukan calon Kepala Desa secara ad i l ; 
b. Memel ihara semua dokumen yang berka i tan dengan 

proses pemi l ihan; 
c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya; d a n 
d. Melaksanakan semua tahapan pemi l ihan dengan tepat 

w a k t u . 
(2) Panit ia Pemil ihan, Petugas Pemutakh i ran Data Pemil ih, d a n 

Panit ia Pemungutan Suara di larang: 
a. Menjadi calon Kepala Desa; 
b. Memihak calon Kepala Desa; 
c. Me lakukan t indakan- t indakan yang mengun tungkan 

kepent ingan pr ibad i a tau ke lompok t e r t en tu . 

Paragraf 3 
Laporan Akh i r Masa Jabatan 

Pasa l 16 

Laporan penyelenggaraan pemer in tahan Desa a k h i r masa j aba tan 
d isampaikan oleh Kepala Desa kepada B u p a t i me la lu i camat 
secara ter tu l i s pa l ing lambat 5 (lima) b u l a n sebelum akh i r masa 
j aba tan . 



Pasal 17 

(1) Laporan penyelenggaraan pemer in tahan Desa a k h i r masa 
j aba t an sebagaimana d imaksud da lam Pasal 16 memua t 
mater i : 
a. Laporan penyelenggaraan pemer intahan Desa selama 

masa j aba tan ; dan 
b. Rencana kegiatan da lam masa k u r u n w a k t u 5 (lima) 

b u l a n sisa masa j aba tan . 
(2) Rencana kegiatan 5 (lima) b u l a n sisa masa j aba tan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b d i jad ikan 
dasar penyusunan memor i serah ter ima j aba tan . 

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) pa l ing sediki t memuat : 
a. r ingkasan laporan t a h u n - t a h u n sebelumnya; 
b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa da lam 

j angka w a k t u u n t u k 5 (lima) bu l an sisa masa j aba tan ; 
c. has i l yang dicapai d a n yang be lum dicapai; d a n 
d. h a l yang dianggap per lu perba ikan. 

(4) Ketentuan leb ih l an ju t mengenai Laporan penyelenggaraan 
pemer intahan Desa a k h i r masa j aba tan meng iku t i 
ke tentuan perundang-undangan yang ber laku. 

Paragraf 4 
B iaya Pemi l ihan 

Pasal 18 

(1) Biaya pemi l ihan Kepala Desa d ibebankan pada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d a n 
b. Anggaran Pendapatan d a n Belanja Desa. 

(2) Biaya pemi l ihan Kepeda desa dilareing d ibebankan kepada 
baka l calon dan/atau calon Kepala Desa. 

Pasal 19 

(1) Biaya yang bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana d i m a k s u d da lam pasal 18 ayat 
(1) h u r u f a d ipergunakan u n t u k : 
a. pengadaan ko tak suara; 
b. pengadan sura t suara; 
c. pembayaran hono ra r ium pan i t i a pengawas pemi l ihan, 

pan i t ia pemi l ihan, petugas p emutakh i r an data pemi l ih , 
d a n pan i t i a pemungutan suara; dan 

d . pengadaan kelengkapan peralatan la innya. 
(2) Biaya sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) d ianggarkan 

mela lu i mekanisme b a n t u a n keuangan pemer intah 
Kabupaten kepada pemer intah desa, 

(3) Besamya alokasi anggaran sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2) u n t u k masing-masing desa d i te tapkan da lam 
Keputusan Bupa t i dengan memper t imbangkan: 
a. Biaya m i n i m a l u n t u k masing-masing desa sebesar 

10 (sepuluh) j u t a r u p i a h ; d a n 
b. Biaya proporsional sesuai j u m l a h DPT pemi lu/ 

/pemi l ihan Kepala Daerah/pemi l ihan kepala desa 
t e rakh i r sebesar Rp 5.000,00 per pemi l ih . 



(4) Berdasarkan besaran biaya sebagaimana d imaksud pada 
ayat (3) pan i t ia pemi l ihan berkoordinasi dengan Pemerintah 
Desa u n t u k merencanakan biaya pemi l ihan. 

(5) Penganggaran biaya pemi l ihan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (4) sesuai dengan mekanisme penganggaran da lam 
Anggaran Pendapatan d a n Belanja Desa. 

(6) Mekanisme pencairan, pengadaan/belanja, 
pertanggungjawaban, d a n pelaporan biaya pemi l ihan Kepala 
Desa yang d ibebankan pada Anggaran Pendapatan d a n 
Belanja Daerah Kabupaten sesuai dengan ke ten tuan 
Peraturan Perundang-undangan yang ber laku. 

(7) Da lam h a l terdapat sisa anggaran yang bersumber da r i 
b a n t u a n keuangan k h u s u s sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2), sisa anggaran tersebut merupakan SiLPA bebas. 

Pasal 2 0 

(1) Biaya yang bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana d imaksud da lam pasal 18 ayat (1) 
h u r u f b waj ib d ianggarkan da lam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa t a h u n berkenaan. 

(2) Biaya yang bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan 
Belainja Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d ipergunakan u n t u k biaya kegiatan yang be lum dan/atau 
k u r a n g d idana i da r i Anggaran Pendapatan d a n Belanja 
Daerah. 

(3) Pemerintah desa dapat merencanakan pembiayaan 
pemi l ihan kepala desa me la lu i mekanisme pembentukan 
dana cadangan. 

(4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (3) sesuai dengan ke tentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang ber laku 

(5) Mekanisme pengadaan barang/jasa dan 
pertanggungjawabsoi biaya pemi l ihan Kepala Desa 
d ibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sesuai dengan ke tentuan Peraturan Perundang-undangan 
yang ber laku. 

Paragraf 5 
Pendaftaran dan Penetapan Pemi l ih 

Pasa l 21 

(1) Pemil ih yang menggunakan h a k p i l i h , ha rus terdaftar 
sebagai pemi l ih . 

(2) Pendaftaran pemi l ih d i l a k u k a n oleh Petugas Pemutakhi ran 
Data Pemil ih se lambat- lambatnya 6 (en6Lm) h a r i setelah 
tanggal pengumuman pencalonan Kepala Desa. 

(3) Pemil ih sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ha rus 
memenuh i syarat: 
a. p enduduk Desa yang pada h a r i p emungutan suara 

pemi l ihan Kepala Desa sudah b e r u m u r 17 ( tu juh belas) 
t a h u n a tau sudah/pemah men ikah d i te tapkan sebagai 
pemi l ih . 

b. nyata-nyata t idak sedang terganggu j iwa/ ingatannya; 
c. t i dak sedang d icabut h a k p i l ihnya berdasarkan p u t u s a n 

pengadilan yang te lah memperoleh kekuatan b u k u m 
tetap; dan 



d . berdomisi l i d i desa sekurang-kurangnya 6 (enam) b u l a n 
sebelum d isahkannya daftar pemi l ih sementara yang 
d i b u k t i k a n dengan K a r t u Tanda Penduduk a tau sura t 
keterangan pengganti KTP e l ek t ron ik/surat keterangan 
te lah terdata da lam database kependudukan dar i 
Organisasi Perangkat Daerah yang menangani u r u s a n 
Kependudukan dan Pencatatan Sipi l . 

Pasal 22 

Sumber data pemi l ih berasal da r i DP4 dan DPT 
pemi lu/pemi l ihan Kepala Daerah/pemi l ihan kepala desa. 
DP4 d a n DPT pemi lu/pemi l ihan Kepala Daerah/pemi l ihan 
kepala desa te rakh i r d isediakan oleh Panit ia Pemil ihan 
Kabupaten 6 (enam) b u l a n sebelum h a r i pemungutan suara. 
DP4 dan DPT pemi lu/pemi l ihan Kepala Daerah/pemi l ihan 
kepala desa te rakh i r d iserahkan oleh Panit ia Pemil ihan 
Kabupaten kepada Panit ia Pemil ihan u n t u k d i m u t a k h i r k a n 
dan dival idasi . 
Pemutakhi ran sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (3), 
d i l akukan karena: 
a. memenuh i syarat us ia pemi l ih , yang sampai dengan h a r i 

dan tanggal p emungutan suara pemi l ihan sudah 
be rumur 17 ( tu juh belas) t a h u n ; 

b. be lum b e r u m u r 17 ( tu juh belas) t a h u n , tetapi 
sudah/pemah men ikah ; 

c. te lah meninggal dun i a ; 
d . p indah domis i l i ke desa l a in a tau dar i desa l a in ; a tau 
e. be lum terdaftar. 
Pemutahk i ran dan val idasi data pemi l ih sebagaimana 
d imaksud pada ayat (3) d i l a k u k a n dengan cara pencocokan 
dan penel i t ian oleh Petugas Pemutakh i ran Data Pemil ih. 
Pencocokan dan penel i t ian sebagaimana d imaksud pada 
ayat (5) dapat d i l akukan dengan cara mendatangi pemi l ih 
secara langsung. 
Berdasarkan bas i l p emutakh i r an dan validasi data pemi l ih 
sebagaimana d imaksud pada ayat (3), Panit ia Pemil ihan 
menyusun dan menetapkan DPS. 
Penetapan DPS sebagaimana d imaksud pada ayat (6) 
d i laksanakan pal ing lambat 30 (tiga p u l u h hari) setelah 
pendaftaran pemi l ih d imu la i . 

Pasal 2 3 

DPS sebagaimana d imaksud da lam Pasal 22 ayat (6), 
d i u m u m k a n oleh Panit ia Pemil ihan pada tempat seperti 
Bala i Desa/Pertemuan, Papan-Papan Pengumuman, Pos 
Keamanan L ingkungan, Bala i d u s u n , bala i RT/RW a tau 
tempat l a innya yang m u d a h d i jangkau masyarakat . 
Jangka w a k t u pengumuman sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) selama 3 (tiga) ha r i . 

Pasal 2 4 

Dalam j angka w a k t u sebagaimana d imaksud da lam Pasal 23 
ayat (2), pemi l ih a tau anggota keluarga a tau pengurus RT / 
RW dapat mengajukan u s u l perba ikan mengenai penul isan 
nama dan/atau ident i tas la innya . 



(2) Selain u s u l perbaikan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
pemi l ih a tau anggota ke luarga a tau pengurus RT/ RW dapat 
member ikan informasi yang me l i pu t i : 
a. Pemil ih yang terdaftar sudah meninggal dun i a ; 
b. Pemil ih yang p i n d a h domis i l i ke desa la in a tau dar i desa 

Ia in ; 
c. Pemil ih yang sudah men ikah d i bawah u m u r 17 t a h u n ; 
d . Pemil ih yang sudah memenuh i syarat sebagai pemi l ih 

tetapi b e lum terdaftar; a t au 
e. Pemil ih yang sudah terdaftar tetapi sudah t idak 

memenuh i syarat sebagai pemi l ih . 
(3) U s u i perba ikan tersebut d i l a k u k a n dengan cara mendatang i 

langsung Panit ia Pemil ihan a tau Petugas Pemutakh i ran Data 
Pemil ih. 

(4) Apabi la u s u l perbaikan dan informasi sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d a n ayat (2) d i ter ima, Panit ia 
Pemil ihan segera mengadakan perba ikan DPS. 

(5) Perbaikan DPS d i l akukan pa l ing l ama 3 (tiga) h a r i setelah 
be rakh imya j angka w a k t u pengumuman DPS. 

Pasal 2 5 

Panit ia Pemil ihan menetapkan dan mengumumkain DPS 
yang sudah d iperba ik i sebagai DPT. 
Penetapan DPT d i laksanakan 1 (satu) h a r i setelah 
be rakh imya j angka w a k t u perba ikan DPS. 
DPT sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d i u m u m k a n d i 
tempat seperti Bala i Desa/Pertemuan, Papan-Papan 
Pengumuman, Pos Keamanan L ingkungan, Ba la i d u s u n , 
bala i RT/RW a tau tempat l a innya yang m u d a h d i jangkau 
masyarakat. 
Jangka w a k t u pengumuman DPT sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1), selama 3 (tiga) h a r i t e rh i tung sejak tanggal 
penetapan DPT. 

Pasal 2 6 

(1) U n t u k keper luan pemungutan suara d i TPS, Panit ia 
Pemil ihan men jmsun sa l inan DPT u n t u k TPS, 

(2) Ketentuan pembagian DPT u n t u k masing-masing TPS 
d i te tapkan Panit ia Pemil ihan dengan memperhat ikan 
efektivitas, efisiensi, k emudahan , d a n kelancaran akses 
pemi l ih . 

Pasal 2 7 

Rekapitulasi jumla ih pemi l ih tetap, d i gunakan sebagai bahan 
penyusunan kebu tuhan sura t suara, a la t perlengkapan pemi l ihan, 
d a n j u m l a h TPS. 

Pasal 28 

DPT yang sudah d isahkan oleh Panit ia Pemil ihan t idak dapat 
d iubah , kecual i ada pemilih^ yang meninggal dun i a , pan i t ia 
pemi l ihan m e m b u b u h k a n catatan da lam DPT pada ko l om 
keterangan "meninggal dun ia " . 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 



Pasa l 2 9 

(1) Penduduk yang memenuh i syarat sebagai pemi l ih 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 21 ayat (3) tetapi t i dak 
terdaftar da lam DPT dapat menggunakan h a k p i l ihnya d a n 
dicatat da lam DPTB. 

(2) Pemenuhan syarat pemi l ih sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) d i b u k t i k a n dengan KTP/KK/surat keterangan 
penduduk pengganti KTP-el/surat n i kah/a tau ident i tas l a in 
sesuai dengan ke ten tuan pe ra turan perundang - undangan 
yang ber laku. 

(3) Penduduk yang tercatat da lam DPTB sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) menggunakan h a k p i l ihnya setelah p u k u l 12.00 
WIB 

Bagian ketiga 
Pencalonan 

Paragraf 1 
Pengumuman dan Pendaftaran Calon 

Pasa l 3 0 

(1) Panit ia Pemil ihan m e n g u m u m k a n d imu la inya pendaftaran 
baka l calon kepala desa pa l ing lambat 7 (tujuh) h a r i setelah 
Panit ia Pemi l ihan terbentuk. 

(2) Pengumuman sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
set idaknya m e m u a t : 
a. kop Surat Panit ia Pemil ihan; 
b. nomor pengumuman; 
c. tanggal Pengumuman; 
d . syarat d a n fo rmul i r persyaratan calon kepala desa; 
e. tempat d a n w a k t u pendaftaran; dan 
f. stempel dan tanda tangan ke tua Panit ia Pemil ihan. 

(3) Pengumuman dan pendaftaran baka l calon da lam j angka 
w a k t u 9 (sembilan) ha r i . 

(4) Pendaftaran d i l akukan dengan cara baka l calon mendatangi 
sendir i Panit ia Pemil ihan dengan membawa persyaratan 
adminis t ras i pendaftaran. 

(5) Panit ia Pemil ihan me l akukan pemeriksaan awal terhadap 
persyaratan admin is t ras i baked calon kepala desa u n t u k 
mengetahui persyaratan apa saja yang te lah d i c u k u p i serta 
yang be lum. 

(6) Pendaftaran baka l calon d i t u t u p setelah weiktu pengumuman 
dan pendaftaran berakhir dengan d ibua tkan ber i ta acara 
penu tupan pendaftaran oleh Panit ia Pemil ihan. 

Pasal 31 

(1) Calon Kepala Desa ha rus memenuh i persyaratan: 
a. warga negara Republ ik Indonesia; 
b. ber takwa kepada T u h a n Yang Maha Esa; 
c. memegang teguh d a n mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undai ig -Undang Dasar Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1945, serta memper tahankan dan 
memel ihara k e u t u h a n Negaira Kesatuan Republ ik 
Indonesia d a n Bh inneka Tunggal Ika ; 



d. berpendid ikan pa l ing rendah tamat Sekolah Menengah 
Pertama a tau sederajat; 

e. berusia pa l ing r endah 25 (dua p u l u h lima) t a h u n d a n 
berusia pa l ing t inggi 65 (enam p u l u h lima) t a h u n pada 
saat mendaftar; 

f. bersedia menca lonkan d i r i menjadi Kepala Desa; 
g. t i dak sedang menja lani h u k u m a n p idana penjara; 
h . t i dak p emab d i j a t i i h i p idana penjara berdasarkan 

p u t u s a n pengadi lan j yang te lah mempunya i kekua tan 
b u k u m tetap karena me l akukan t i ndak p idana yang 
d iancam dengan p idana penjara pa l ing s ingkat 5 (lima) 
t a h u n a tau leb ih , kecual i 5 (lima) t a h u n setelah selesai 
menja lani p idana penjara d a n m e n g u m u m k a n secara 
j u j u r dan t e rbuka kepada p u b l i k bahwa yang 
bersangkutan p e m a b d ip idana serta b u k a n sebagai 
pe laku ke jahatan berulang-ulang; 

i . t i dak sedang d i cabut h a k p i l ihnya sesuai dengan 
p u t u s a n pengadilan yang te lah mempunya i kekua tan 
b u k u m tetap; j 

j . berbadan sehat dan bebas dar i penyalabgunaan 
Narkot ika d a n obat ter larang la innya; 

k . t i dak p e m a b sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) k a l i 
masa j aba tan ; 

1. t i dak p e m a b d iberhent ikan dengan t i dak ho rma t sebagai 
Kepala Desa, PNS, a tau anggota TNI/POLRI; d a n 

m. waj ib berdomisi l i a t a i i bertempat t inggal d i desa setempat 
setelah te rp i l ih d a n d i l an t i k menjadi Kepala Desa 

(2) Persyaratan sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) d i lengkapi 
kelengkapan admin is t ras i berupa : 
a. Fotokopi K a r t u Tanda Penduduk/ sura t keterangan yang 

sudah dilegalisir oleh pejabat pada perangkat daerah yang 
menangani u r u s a n kependudukan dan pencatatan s ip i l 
sebagai b u k t i sebagai warga negara Indonesia dar i pejabat 
pada perangkat daerah yang menangani u m s a n 
kependudukan d a n pencatatan s ip i l ; 

b. sura t pemyataan ber takwa kepada T u h a n Yang Maha Esa 
yang d ibua t oleh yang bersangkutan d i atas kertas segel 
a tau bermeterai c u k u p ; 

c. sura t pemyataan memegang teguh dan mengamadkan 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1945, memper tahankan dan 
memel ihara k e u t u h a n Negara Kesatuan Republ ik 
Indonesia dan Bh inneka Tunggal Ika , yang d ibua t oleh 
yang bersangkutan d i atas kertas segel a tau bermeterai 
c u k u p ; 

d . fotokopi i jazah pend id ikan formal yang d ike luarkan oleh 
Pemerintah a tau i jazah muada lah dar i t ingka t dasar 
sampai dengan ijazah t e rakh i r yang dilegalisasi oleh 
pejabat berwenang a tau sura t pemyataan dar i pejabat 
yang berwenang; 

e. Fotokopi ak t a ke lah i ran a tau sura t keterangan kena l l ah i r 
yang dilegalisasi oleh pejabat pada perangkat daerah yang 
menangani u r u s a n kependudukan a tau pencatatan s ip i l ; 

f. sura t pemyataan bersedia menca lonkan d i r i menjadi 
kepala Desa yang d ibua t oleh yang bersangkutan d i atas 
kertas segel a tau bermeterai c u k u p ; 



g. sura t keterangan dar i k e tua pengadi lan bahwa t i dak 
p emab d i j a tuh i p idana penjara berdasarkan p u t u s a n 
pengadilan yang te lah mempunya i kekua tan b u k u m tetap 
karena me lakukan t i ndak p idana yang d iancam dengan 
p idana penjara pa l ing s ingkat 5 (lima) t a h u n a tau lebih; 

h . sura t keterangan dar i k e tua pengadi lan negeri bahwa 
t i dak sedang d icabut h a k p i l ihnya sesuai dengan p u t u s a n 
pengadilan yang te lah mempunya i b u k u m tetap; 

i . sura t keterangan berbadan sehat dan bebas dar i 
penyalabgunaan Narkot ika d a n obat ter larang la innya 
dar i r u m a h saki t u m u m daerah; 

j . sura t keterangan da r i Camat dan sura t pemyataan da r i 
yang bersangkutan bahwa t i dak p e m a h menjad i kepala 
Desa selama 3 (tiga) k a l i masa j aba tan ; 

k . sura t pemyataan t i dak p e m a h d iberhent ikan dengan 
t idak ho rmat sebagai Kepala Desa, PNS, a tau anggota 
TNI/POLRI yang d ibua t oleh yang bersangkutan d i atas 
kertas segel a tau bermaterei c u k u p . 

1. sura t pemyataan bersedia berdomis i l i a tau bertempat 
t inggal d i desa setempat setelah te rp i l ih d a n d i l an t ik 
menjadi kepala desa, yang d ibua t oleh yang bersangkutan 
d i atas kertas segel a tau bermaterei c u k u p . 

m . Surat pemyataan kebenaran dokumen persyaratan. 
n . Pas foto be rwama u k u r a n 4x6 sebeinyak 4 (empat) lembar 

Paragraf 2 
Penel it ian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon 

Pasal 32 

(1) Panit ia Pemil ihan me l akukan penel i t ian terhadap 
persyaratan baka l calon me l i pu t i penel i t ian kelengkapan dan 
keabsahan adminis t ras i pencalonan da lam j angka w a k t u 5 
(lima) ha r i . 

(2) Panit ia Pemil ihan m e n g u m u m k a n has i l penel i t ian 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1), kepada masyarakat 
u n t u k memperoleh m a s u k a n da lam j angka w a k t u 4 (empat) 
ha r i . 

(3) Bagi baka l calon kepala desa yang persyaratannya mas ih 
kurang , d iber i kesempatan melengkapi persyaratan da lam 
j a n g k a w a k t u 5 (lima) h a r i sejak tanggal pengumuman. 

(4) Masukan masyarakat sebagaimana d imaksud pada ayat (3), 
waj ib diproses dan d i t i ndak l a n j u t i Panit ia Pemil ihan. 

(5) Panit ia pemi l ihan menyusun ber i ta acara has i l penel i t ian 
dengan j angka w a k t u 20 (dua pu luh ) h a r i sejak be rakh imya 
pengumuman dan pendaftaran. 

(6) Da lam ha l baka l calon Kepala Desa yang memenuh i 
persyaratan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 31 
ber jumlah pal ing sedikit 2 (dua) orang dan pal ing banyak 5 
(lima) orang, Panit ia Pemil ihan menetapkan baka l calon 
kepala desa menjadi ca lon kepala desa dan 
mengumumkannya 1 (satu) h a r i sejak tanggal penyusunan 
ber i ta acara penel i t ian. 



Paragraf 3 
Pendaftaran Tahap Kedua 

Pasal 3 3 

(1) Da lam h a l baka l calon yang memenuh i persyaratan 
sebagaimana d imaksud da lam pasal 3 1 k u r a n g dar i 2 (dua) 
orang, Panit ia pemi l ihan memperpanjang w a k t u pendaftaran 
selama 14 (empat belas) h a r i sejak penyusunan ber i ta acara 
penel i t ian. 

(2) Da lam perpanjangan w a k t u pendaftaran sebagaimana ayat 
(1) Panit ia Pemil ihan menyelenggarakan kegiatan sebagai 
b e r i k u t ; 
a. Pengumuman dan pendaftaran da lam j a n g k a w a k t u 4 

(empat) h a r i ; 
b. Penelit ian kelengkapan dan keabsahan admin is t ras i 

da lam j a n g k a w a k t u 3 (tiga) h a r i ; 
c. Pengumumein kepada masyarakat , penyampaian 

in formas i/masukan oleh masyarakat , dan penyampaian 
kelengkapan persyaratan baka l calon yang be lum sesuai 
da lam j a n g k a w a k t u 3 (tiga) h a r i ; d a n 

d. Penjrusunan ber i ta acara has i l penel i t ian da lam j angka 
w a k t u 13 (tiga belas) h a r i sejak tanggal pengumuman 
tahap kedua. i 

(3) Da lam h a l baka l calon Kepala Desa yang memenuh i 
persyaratan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 3 1 
ber jumlah pal ing sediki t 2 (dua) orang d a n pal ing banyak 5 
(lima) orang, Panit ia Pemi l ihan menetapkan j baka l ca l on ' 
kepala desa menjadi ca lon kepala desa. 

(4) Da lam h a l baka l calon yang memenuh i persyaratan tetap 
k u r a n g dar i 2 (dua) setelah perpanjangan w a k t u pendaftaran 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1), Panit ia Pemil ihan 
melaporkan kepada b u p a t i me la lu i camat dengan tembusan 
kepada BPD bahwa baka l calon yang memenuh i persyaratan 
k u r a n g dar i 2 (dua) orang, 

(5) Berdasarkan laporan sebagaimana d imaksud pada ayat (4) 
B u p a t i menunda pelaksanaan pemi l ihan Kepala Desa 
sampai dengan w a k t u yang d i te tapkan kemud ian . 

(6) Apabi la da lam tenggang w a k t u sebagaimana d imaksud pada 
ayat (5) masa j aba t an Kepala Desa berakhir , B u p a t i 
memberhent ikan kepala desa dan mengangkat Penjabat 
Kepala Desa. 

I 

Paragraf 4 
Se leks i Tambahan 

Pasal 3 4 

(1) Da lam h a l baka l calon yang memenuh i persyaratan 
sebagaimana d imaksud Ipada Pasal 32 dan pasal 33 leb ih 
dar i 5 (lima) orang, Panit ia Pemil ihan me l akukan seleksi 
tambahan. 

(2) Seleksi t ambahan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
berupa: 
a. pembobotan dengan n i l a i 25 % (dua p u l u h l ima per 

seratus) da r i to ta l n i l a i seleksi t ambahan ; dan 
b. seleksi t e r tu l i s dengan n i l a i 75 % ( tu juh p u l u h l ima per 

seratus) da r i t o ta l n i l a i seleksi t ambahan . 



(3) Pembobotan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) berupa 
peni la ian terhadap: 
a. kr i t e r ia pengalaman bekerja d i lembaga pemer intahan 

d a n pemer intahan desa; 
b. t ingka t pend id ikan; dan 
c. us ia . 

(4) Pembobotan d i l a k u k a n dengan me l akukan penel i t ian 
terhadap kelengkapan admin is t ras i berupa : 
a. Sura t kepu tusan pengangkatan PNS, anggota TNI, a tau 

POLRI; I 
b. Sura t keputusan pemberhent ian PNS, anggota TNI a tau 

POLRI, j i k a sudah berhent i/pens iun; 
c. Sura t kepu tusan pengangkatan bagi Kepala Desa a tau 

perangkat Desa; 
d. I jazah; dan 
e. A k t a ke lah i ran/akta kena l lah i r . 

(5) Ni lai da r i pembobotan masing-masing kr i t e r ia sebagaimana 
d imaskud pada ayat (3) j t e r can tum da lam Lampi ran I dan 
merupakan bagian yang t i dak terp isahkan dar i Peraturan 
Bupa t i i n i . 

(6) Mater i Seleksi ter tu l i s sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
t e rd i r i atas: j 
a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 

Indonesia t a h u n 1945, 
b. Pengetahuan u m u m , dan 
c. Pengetahuan Pemerintahan Desa. 

(7) Da lam h a l has i l seleksi t ambahan terhadap baka l calon 
menghas i lkan n i l a i yang sama yang mengak ibatkan t i dak 
d imungk inkannya d i amb i l n i l a i l ima teratas secara langsung 
m a k a d i l akukan pengulangan seleksi t e r tu l i s sampai 
diperoleb l ima bakal calon dengan n i l a i tert inggi . 

(8) Dar i has i l seleksi t amba l i an , pan i t ia pemi l ihan menetapkan 
l ima baka l calon kepala desa dengan n i l a i terbaik menjadi 
calon kepala desa. 

(9) Mekanisme pelaksanaan seleksi t ambahan d ia tu r d a n 
d i laksanakan oleh Panit ia Pemil ihan. 

(10) Has i l seleksi t ambahan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i tuangkan da lam ber i ta acara. 

(11) Jangka w a k t u pelaksanaan seleksi t ambahan sampai dengan 
penetapan calon adalah pa l ing lama selama 5 (lima) ha r i . 

Paragraf 5 
Nomor Urut Calon 

i 

Pasal 35 

(1) Und ian nomor u r u t calon d ihad i r i oleh para calon. 
(2) B i lamana Calon kepala Desa t i dak hadir , pengundian nomor 

u r u t calon dapat d iwak i l kan dengan membawa sura t kuasa 
ter tu l i s da r i calon Kepala Desa yang t i dak had i r 

(3) Apabi la pengundian nomor u r u t calon kepala desa t idak 
d ihad i r i oleh calon kepala desa a t au yang mewaki l i , maka 
pengundian nomor u n i t yang d i l akukan oleh Panit ia 
Pemil ihan tetap sah. 

(4) Tata cara pengundian nomor u r u t d i a tu r oleh Panit ia 
Pemil ihan. I 



(5) Nomor u r u t d a n n a m a calon berdasarkan has i l pengundian 
d i tuangkan da lam ber i ta acara penetapan dan pengundian 
nomor u r u t calon Kepala Desa yang d i tandatangani Panit ia 
Pemil ihan dan calon a tau yang mewaki l i . 

(6) Panit ia Pemil ihan menetapkan Keputusan tentang nomor 
u r u t dan n a m a calon kepala desa serta m e n g u m u m k a n 
mela lu i media masa dan/a tau papan pengumuman pal ing 
lambat 7 ( tujuh) h a r i sejak tanggal d i te tapkan. 

(7) Pengumuman sebagaimana d imaksud pada ayat (6) bersifat 
f ina l dan mengikat . 

Paragraf 6 
Kampanye dan Har i Tenang 

Pasal 3 6 

(1) Calon Kepala Desa dapat me l akukan kampanye sesuai 
dengan kond is i sosial budaya masyarakat Desa. 

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) da lam j a n g k a w a k t u ; pa l ing lama 3 (tiga) h a r i sebelum 
d imula inya masa tenang • 

(3) Kampanye sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) d i l a k u k a n 
dengan pr ins ip j u j u r , t e rbuka , dialogis, serta bertanggung 
jawab . 

(4) Jadwal , tempat, dan ben tuk kegiatan kampanye d i te tapkan 
oleh Panit ia Pemil ihan. 

Pasal 3 7 

(1) Kampanye sebagaimana d imaksud da lam pasal 36 ayat (1) 
memuat v is i dan m i s i b i la t e rp i l ih sebagai kepala desa. 

(2) Vis i sebagaimana dimeiksud pada ayat (1) merupakan 
ke ing inan yang ing in d i w u j u d k a n da lam j angka w a k t u masa 
j aba tan kepala desa. 

(3) M is i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ber is i program 
yang akan d i laksanakan da lam rangka mewu judkan visi . 

Pasal 38 

(1) Kampanye sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 36 ayat (1) 
dapat d i laksanakan mela lu i : 
a. per temuan terbatas; 
b. ta tap m u k a ; 
c. dialog; 
d . penyebaran bahan kampanye kepada u m u m ; 
e. pemasangan dan/a tau pember ian alat peraga d i tempat 

kampanye d a n d i tempat l a in yang d i t en tukan oleh Panit ia 
Pemil ihan; 

f. kampanye me la lu i media sosial be rupa tu l i s an , suara, 
gambar, dan/atau gabungannya; dan 

g. kegiatan la in yang , t i dak melanggar pe ra turan 
perundang-undangan. i 

(2) A lat peraga sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f e t e rd i r i 
dar i : j 
a. bal iho; 
b. u m b u l - u m b u l ; ! 
c. spanduk; | 
d. pakaian; 



e. top i ; ; 
L mug ; I 
g. kalender; \ 
h . k a r t u nama; ! 
i . p i n ; j 

j . bolpoint; I 
k . payung; dan/atau \ 
1. s t iker i 

Pasal 3 9 

(1) Pelaksanaan kampanye di larang: 
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1945, dan b e n t u k Negara Kesatuan Republ ik 
Indonesia; 

b. me lakukan kegiatan yang membahayakan k e u t u h a n 
Negara Kesatuan Republ ik Indonesia; 

c. menghina seseorang,!agama, s u k u , ras, golongan, calon 
dan/a tau calon yang l a i n ; 

d . menghasut dan mengadu-domba perseorangan a tau 
masyarakat; 

e. mengganggu keter t iban u m u m ; 
f. mengancam u n t u k me l akukan kekerasan a tau 

mengan jurkan penggunaan kekerasan kepada 
seseorang, sekelompok anggota masyarakat , dan/a tau 
calon yang Ia in; 

g. merusak dan/atau menghi langkan a lat peraga 
Kampanye calon; 

h . menggunakan kan to r pemer intah/pemer intah desa, 
tempat ibadah, tempat pend id ikan , ha laman a tau tempat 
pelayanan kesehatan, ha laman a t au tempat 
penyelenggaraan pencl idikan, j a l a n protokol a tau j a l a n 
u tama, dan/atau memaku alat peraga kampanye d i 
pepohonan. j 

i . membawa a tau menggunakan gambar dan/atau a t r i b u t 
calon l a in selain da r i gambar dan/a tau a t r i b u t Calon 
yang bersangkutan; i 

j . member ikan uang a tau mate r i l a innya kepada peserta 
Kampanye; dan 

k. menjanj ikan member ikan uang a tau mater i l a innya 
kepada peserta Kampanye 

(2) Pelaksana kampanye da lam kegiatan kampanye d i larang 
mengikutser takan: | 
a. Kepala Desa; 
b. Perangkat Desa; dan/a tau 
c. Anggota BPD. \ 

i 
Pasa l 4 0 

Pelaksana kampanye yang < melanggar larangan Kampanye 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 39 d ikena i sanksi dar i Panit ia 
Pengawas Pemil ihan berupa: | 
a. per ingatan te r tu l i s apabi la pelaksana kampanye melanggar 

larangan w a l a u p u n be lum terjadi gangguan; a tau 
b. penghent ian kegiatan kampanye d i tempat ter jadinya 

pelanggaran a tau d i sua tu wi layah yang dapat mengakibatkan 
geingguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke 
wi layah la in . 



Pasal 41 

(1) Masa tenang selama pa l ing lama 3 (tiga) h a r i sebelum h a r i d a n 
tanggal pemungutan suara: 

(2) Da lam masa tenang sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t i dak 
boleh melaksanakan kampanye da lam ben tuk apapun 

(3) Apabi la melanggar ke tentuan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2), m a k a Panit ia Pengawas Pemi l ihan dapat member ikan 
per ingatan a tau menghent ikan kegiatan tersebut 

Bagian keempat 
Pemungutan dan Penghitungan Suara 

Paragraf 1 
Kelengkapan Peralatan 

Pasal 42 

(1) Kelengkapan Peralatan da lam pemungutan dan 
penghi tungan suara, t e rd i r i d a r i : 
a. Papan pengumuman yang memua t foto calon, nomor 

u r u t calon, dan n a m a Calon yang berhak d ip i l i h sesuai 
penetapan Panit ia Pemil ihan; 

b. Sura t suara yang memuat nomor u r u t , foto calon , d a n 
nama calon yang berhak d ip i l i h yang te lah 
d i tandatangani oleh Ketua Panit ia Pemungutan Suara; 

c. Kotak sura t suara d a n kunc inya ; 
d . B i l i k suara a tau tempat k h u s u s u n t u k pelaksanaan 

pemberian suara; 
e. A lat coblos dan banta lannya; 
f. Papan d a n kertas catatan penghi tungan suara; 
g. T in ta sebagai penanda bagi pemi l ih yang te lah 

menggunakan h a k p i l ihnya ; 
h . Kelengkapan peralatan l a in yang d ipe r lukan . 

(2) Pengadaan Kelengkapan pera latan d i l akukan sesuai dengan 
pera turan perundang-undangan yang ber laku. 

(3) J u m l a h kelengkapan pera latan adalah sebagai ber ikut : 
a. Sura t suara se jumlah DPT d a n d i t ambah 5% ( l ima per 

seratus) da r i j u m l a h DPT; 
b. B i l i k pemungutan suara da lam 1 (satu) TPS disediakan 

dengan rasio 1 b i l i k maks ima l u n t u k 200 pemi l ih da lam 
DPT; 

c. Kotak suara dan t i n t a menyesuaikan j u m l a h TPS yang 
ada; d a n 

d. Kelengkapan la innya sesuai dengan kebu tuhan . 
(4) W a m a kelengkapan peralatan disesuaikan dengan 

kebu tuhan . 
(5) Mekanisme pendis t r ibus ian sura t suara, ko tak sura t suara, 

dan perlengkapan peralatan la innya d i a tu r oleh Panit ia 
Pemil ihan. 

I i 



Paragraf 2 
Penetapan J u m l a h dan Lokas i Tempat Pemungutan Suara 

Pasa l 4 3 

(1) TPS d i Desa m i n i m a l ber jumlah 1 (satu). 
(2) U n t u k efektifitas dan ke lancaran pemi l ihan, Panit ia 

Pemil ihan dapat menetapkan j u m l a h TPS lebih dar i 1 (satu) 
dengan ke tentuan bahwa pembentukan TPS d i l a k u k a n 
m i n i m a l t iap ke l ipatan 500 ( l ima ratus) DPT. 

(3) TPS sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
d i t en tukan lokasinya d i tempat yang m u d a h d i jangkau, 
t e rmasuk oleh penyandang cacat, serta men jamin setiap 
pemi l ih dapat member ikan suaranya secara langsung, 
u m u m , bebas, rahasia, j u j u r , d a n ad i l . 

(4) J u m l a h , lokasi , pembagian DPT per TPS, d a n ta ta letak TPS 
d i te tapkan oleh Panit ia Pemil ihan. 

(5) Lokasi TPS sebagaimana d imaksud pada ayat (4) antara l a in 
Bala i Desa, Bala i D u s u n , Bala i RT/RW, r u m a h penduduk , 
dan/atau fasil itas u m u m la innya . 

i 
Paragraf 3 

Pemungutan Suara 
i 

Pasal 4 4 
(1) Pemungutan suara d i laksanakan oleh Panit ia Pemungutan 

Suara d i m u l a i dar i p u k u l 07.00 WIB sampai dengan p u k u l 
13.00 WIB. 

(2) Susunan acara pemungutan suara adalah sebagai ber ikut : 
a. Pembukaan; 
b. Pengucapan sumpah/ jan j i Panit ia Pemungutan Suara 

yang d i p imp in oleh Ketua Panit ia Pemungutan Suara. 
c. Pengidentif ikasian dan penghi tungan semua j en is 

dokumen dan peralatan. 
d . Penjelasan Panitia Pemungutan Suara 
e. Pelaksanaan pemungutan suara; 
f. Penandatanganan ber i ta acara pemungutan suara; 
g. Penutup. 

(3) Sumpah/ jan j i Panit ia Pemungutan Suara sebagaimana 
dimsdcsud pada ayat (1) h u r u f b berbuny i : 
DEMI ALLAH (TUHAN) iSAYA BERSUMPAH / BERJANJI 
BAHWA SAYA AKAN SELALU MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA 
SELAKU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN 
KEPALA DESA i DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, 
SEUJUJUR-JUJURNYA, i DAN SEADII^ADILNYA SERTA 
AKAN SELALU : MENEGAKKAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. 

(4) Pengidentif ikasian dan penghi tungan semua j en i s dokumen 
dan peralatan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f c 
me l i pu t i kegiatan: ; 
a. Membuka , menge luarkan se lurub i s i ko tak suara, dan 

memper l ihatkan ko tak suara da lam keadaan kosong, 
kemud ian m e n u t u p dan mengunc i kembal i ko tak suara; 

b. Mengh i tung j u m l a h i suarat suara, dan sura t suara 
cadangan; 

i 



c. Menel i t i kelengkapan peralatan pemungutan suara 
berupa b i l i k suara, banta lan dan aJat pencoblos, serta 
kelengkapan peralatan l a in yang d i b u t u h k a n . 

(5) Penjelasan Panit ia Pemungutan Suara sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) h u r u f d d i l a k u k a n dengan cara 
m e n g u m u m k a n tentang: i 
a. Nomor U r u t dan n a m a calon; 
b. J u m l a h DPT; 
c. Batas w a k t u pemungutan suara; 
d . Tata cara d a n sahnya pemungutan suara; d a n 
e. Ha l -ha l l a in yang berka i tan dengan pemungutan suara. 

(6) Kegiatan Panit ia Pemungutan Suara sebagaimana dimeiksud 
pada ayat (2) dapat d ihad i r i oleh saksi , BPD, Panit ia 
Pengawas Pemil ihan, dan warga masyarakat . 

Pasal 4 5 
I 

(1) Panit ia Pemungutan Suara menyampaikan undangan a t au 
k a r t u panggi lan kepada pemi l ih yang t e r can tum da lam DPT 
pal ing lambat 7 (tujuh) h a r i sebelum h a r i pemungutan suara. 

(2) Setiap pemi l ih waj ib membawa k a r t u panggi lan a tau 
undangan yang akan d igant i dengan sura t suara oleh Panit ia 
Pemungutan Suara. 

(3) Surat suara sebelum d iber ikan kepada pemi l ih d i tanda 
tangani oleh Ketua Panit ia Pemungutan Suara. 

(4) Da lam pemberian suara pemi l ih d iber i kesempatan oleh 
Panit ia Pemungutan Suara berdasarkan pr ins ip u r u t a n 
kehadiran pemi l ih . 

(5) Apabi la mener ima sura t suara yang t emya ta rusak , pemi l ih 
dapat memin ta sura t suara pengganti kepada Panit ia 
Pemungutan Suara, k emud ian Panit ia Pemungutan Suara 
member ikan sura t suara pengganti hanya satu ka l i . 

(6) Apabi la terdapat keke l i ruan da lam cara member ikan suara, 
pemi l ih dapat memin ta sura t suara pengganti kepada Panit ia 
Pemungutan Suara, Panit ia Pemungutan Suara member ikan 
sura t suara pengganti hanya sa tu ka l i . 

(7) Surat suara yang d ikemba l ikan pemi l ih karena rusak a tau 
ke l i ru dicoblos sebagaimana d imaksud pada ayat (6) dan (7) 
d iber i t anda si lang oleh ke tua Panit ia Pemungutan Suara. 

Pasal 4 6 

(1) Pemungutan suara sebagaimana d imaksud da lam Pasal 44 
ayat (1) d i l a k u k a n dengan cara mencoblos sura t suara. 

(2) Setiap pemi l ih hanya mempunya i 1 (satu) h a k suara. 
(3) Da lam pemungutan suara, pemi l ih waj ib had i r sendir i d a n 

t i dak boleh d iwak i lkan . ; 
(4) Setelah mencoblos, sura t suara d i m a s u k k a n ke da lam ko tak 

suara da lam keadaan ter l ipat . 
(5) Setelah mencoblos, pemi l ih d iber i tanda oleh Panit ia 

Pemungutan Suara dengan mence lupkan j a r i tangan pada 
t i n t a yang disediakan. 

! 



Pasal 4 7 

(1) Pemil ih tunanetxa, tunadaksa , a tau yang mempunya i 
ha langan f is ik l a in pada saat member ikan suaranya d i TPS 
dapat d i b a n t u oleh Panit ia Pemungutan Suara a tau orang 
la in atas permintaan pemi l ih . 

(2) Anggota Panit ia Pemungutan Suara a t au orang la in yang 
membantu pemi l ih sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
waj ib merahas iakan p i l i han pemi l ih yang bersangkutan 

Pasal 48 
i 

(1) Apabi la ada pemi l ih yang menja lani rawat inap d i r u m a h 
saki t a tau sejenisnya d i desa setempat, a tau sedang 
menja lani h u k u m a n penjara d i r u m a h tahanan d i desa 
setempat, a tau pemi l ih yang t inggal d i pe rahu a tau pekerja 
lepas panta i d i desa setempat, pelaksanaan pemungutan 
suaranya d i l akukan me la lu i TPS k h u s u s . 

(2) TPS k h u s u s sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i laksanakan dengan ke ten tuan sebagai be r ikut : 
a. Panit ia Pemil ihan mendatangi pemi l ih yang berada 

d i tempat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dengan 
membawa sura t suara d a n alat coblos dengan d i i k u t i 
saksi kepala desa; I 

b. Surat suara yang d ipaka i adalah sura t suara dar i TPS 
tempat pemi l ih terdaftar; 

c. Setelah pemi l ih mencoblos sura t suara, Pemil ih 
member ikan sura t suaranya kepada Panit ia Pemil ihan 
da lam keadaan ter l ipat d a n d imasukkan amplop 
k h u s u s kemud ian disegel; d a n 

d. Panit ia Pemil ihan m e m b u k a amplop dan member ikan 
sura t suara dar i pemi l ih d i TPS k h u s u s kepada Panit ia 
Pemungutan Suara d i TPS tempat pemi l ih terdaftar. 

Pasal 4 9 

(1) Suara u n t u k pemi l ihan Kepala Desa d inya takan sah apabila: 
a. sura t suara d i tandatangani oleh Ketua Panit ia 

Pemungutan SUara; ' 
b. pencoblosan d i l akukan dengan alat yang disediakan 

Panit ia Pemungutan Suara; 
c. terdapat robekan pada lubang coblosan ak ibat a lat 

coblos dan b u k a n karena disengaja dirobek; 
d . tanda coblos hanya .terdapat pada 1 (satu) ko tak segi 

empat yang memua t sa tu calon; 
e. t anda coblos terdapat da lam salah sa tu ko tak segi 

empat yang memuat nomor, foto d a n n a m a calon yang 
te lah d i t en tukan ; 

f. t anda coblos lebih dar i sa tu , tetapi mas ih d i da lam salah 
satu ko tak segi empat yang memua t nomor, foto, dan 
nama calon; dan/a tau 

g. tanda coblos terdapat pada salah sa tu garis ko tak segi 
empat yang memuat nomor, foto, d a n nama calon. 

(2) Surat suara dianggap t i dak sah, apabi la : 
a. sura t suara t idak terdapat tanda tangan Ketua Panit ia 

Pemungutan Suara da lam sura t suara; 
b. terdapat coretan/tul isan l a in da lam sura t suara yang 

disengaja oleh pemi l ih ; 



c. t i dak ada coblosan da lam sura t suara; 
d . sura t suara dicoblos menggunakan alat selain a lat yang 

disediakan Panit ia Pemungutan Suara; 
e. surat suara dirobek dengan sengaja; 
f. mencoblos sura t suara l eb ih dar i sa tu gamb£u* Calon; 

dan/atau 
g. mencoblos d i l ua r ko tak tanda gambar yang disediakan. 

Pasal 50 

Pemungutan suara dapat d iu lang apabi la ter jadi pelanggaran 
atas pelaksanaan pemi l ihan. 
Pelanggaran sebagai d imaksud pada ayat (1) an ta ra l a in : 
a. Pembukaan ko tak suara t idak d i l a k u k a n m e n u r u t t a ta 

cara yang d i t e tapkan da lam pera turan 
perundang-undangan; 

b. Panit ia Pemungutan Suara memin ta pemi l ih member i 
tanda k h u s u s , menandatangani , a tau menul i s n a m a 
a tau a lamatnya pada sura t suara yang d igunakan ; 

c. Panit ia Pemungutan Suara merusak lebih dar i 1 (satu) 
surat suara yang sudah d i gunakan oleh pemi l ih 
sehingga sura t suara tersebut menjadi t i dak sah; 

d . Penggunaan h a k p i l i h oleh leb ih dar i 1 (satu) orang 
warga yang t idak m e m e n u h i syarat sebagai pemi l ih ; 

e. Lebih dar i 1 (satu) ;orang Pemil ih yang menggunakan 
h a k p i l i h leb ih dar i 1 (satu) k a l i d i TPS yang sama a tau 
berbeda; 

f. Memindahkan TPS: da r i lokasi yang d i te tapkan yang 
mengak ibatkan leb ih dar i 1 (satu) orang pemi l ih t i dak 
dapat menggunakan h a k p i l ihnya ; 

Pemungutan suara u l ang d i l a k u k a n d i TPS tempat ter jadinya 
pelanggaran. 
Keputusan pelaksanaan pemungutan suara u l ang 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan oleh BPD. 

i 
Pasal 51 

Dalam pemungutan dan perh i tungan suara, calon dapat 
had i r a tau menugaskan saksi. 
Da lam h a l calon dan/atau saksi t i dak had i r da lam 
pemungutan d a n pe rh i tungan suara, pemi l ihan kepala desa 
tetap sah. I 
Saksi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ha rus membawa 
sura t kuasa dar i calon yang bersangkutan dan 
menyerahkannya kepada ke tua Panit ia Pemungutan Suara. 
Saksi mempunya i h a k - h a k sebagai be r ikut : 
a. Hadir dan menysiksikan persiapan pembukaan 

pemungutan suara; 
b. Menyaks ikan dan ' mengamat i j a l annya pemungutan 

suara; 
c. Mengajukan keberatan, pertanyaan, d a n memin ta 

penjelasan kepada Panit ia Pemungutan Suara 
terhadap sesuatu masalah; 

d . Menghadir i dan mengamat i j a l annya penghi tungan 
suara; 

e. Menandatangani ber i ta acara; d a n 



(5) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

f. Melaporkan adariya kejanggalan kepada Panit ia 
Pengawas Pemil ihan, 

Saksi d i larang: 
a. Mempengaruhi a tau meng int imidas i pemi l ih pada w a k t u 

pemungutan suara dengan jedan apapun; 
b. Memer intah Panit ia Pemungutan Suara; 
c. Mengganggu Panitia. Pemungutan Suara pada w a k t u 

melaksanakan tugasnya; 
d . Menyaks ikan pemi l ih pada w a k t u member ikan suaranya 

da lam b i l i k suara; 
e. Men imbu lkan gangguan pada saat pemungutan suara 

dan/atau penghi tungan suara; 
f. Membawa senjata ta jam dan/a tau senjata ap i ; d a n 
g. Memakai a t r i b u t parpo l t e r t en tu a tau a lat peraga 

kampanye. 

Pasal 52 

Setelah pemungutan suara berakhir , Panit ia Pemungutan 
Suara membuat Ber i ta Acara Pelaksanaan Pemungutan 
Suara. 
Ber i ta acara sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i tandatangani oleh Ket i ia Panit ia Pemungutan Suara, dan 
sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panit ia Pemungutan 
Suara serta dapat d i tandatangani oleh calon a tau saksi . 
Da lam Da lam h a l i calon dan/atau saksi t i dak 
menandatangani ber i ta acara sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2), pemi l ihan kepala desa tetap sah. 

Paragraf 4 
Perhitungan Suara 

Pasa l 53 

Penghitungan suara d i TPS d i l a k u k a n oleh Panit ia 
Pemungutan Suara. 
Pelaksanaan penghi tungan suara sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) d imu la i p u k u l 14:00 WIB. 
Sebelum penghi tungan suara d imu la i sebagaimana 

ayat 1), Panit ia Pemungutan Suara 

b. 
c. 
d . 
e. 

d imaksud pada 
menghi tung: 
a. j u m l a h pemi l ih yang member ikan suara berdasarkan 

sal inan DPT u n t u k TPS; 
j u m l a h pemi l ih yang m a s u k da lam DPTB; 
j u m l a h pemi l ih dar i TPS k h u s u s ; 
j u m l a h sura t suara yang t i dak terpakai ; dan 
j u m l a h sura t suara yang d ikembal ikan oleh pemi l ih 
karena rusak a tau ke l i ru dicoblos. 

Penghitungan suara sebagaimana d imaksud pada ayat (2), 
d i l akukan d i TPS oleh I^anitia Pemungutan Suara secara 
t e rbuka u n t u k u m u m dapat d ihad i r i dan d isaks ikan oleh 
calon kepala desa, saksi , BPD, Panit ia Pengawas Pemil ihan, 
dan warga masyarakat. 
Susunan acara penghi tungan suara adalah sebagai be r ikut : 
a. Pembukaan. 
b. Pembukaan Kotak suara oleh Ketua Panit ia Pemungutan 

Suara; 



c. Penghitungan suara;-
d. Penandatanganan ber i ta acara penghi tungan suara; 
e. Pembacaan dan pengumuman ber i ta acara penghi tungan 

suara; d a n 
f. Penutup. 

(6) Da lam penghi tungan suara, sura t suara d ip i sahkan menjadi : 
a. Surat suara sah; j 
b. Sura t suara t idak sah. 

(7) Penghitungan suara d i l a k u k a n dengan cara yang 
memungk inkan saksi i dan warga masyarakat dapat 
menyaks ikan dengan je las proses penghi tungan suara. 

(8) Saksi a tau warga masyarakat menga jukan keberatan kepada 
Panit ia Pemungutan Suara terhadap j a l annya penghi tungan 
suara apabi la t emya ta terdapat ha l -ha l yang t idak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(9) Da lam ha l keberatan sebagaimana d imaksud pada ayat (8) 
d i ter ima, Panit ia Pemungutan Suara seketika i t u j u g a 
mengadakan pembetulan. 

(10) Segera setelah selesai penghi tungan suara, Panit ia 
Pemungutan Suara membuat ber i ta acara penghi tungan 
suara yang d i tandatangani oleh ke tua Panit ia Pemungutan 
Suara dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota 
Panit ia Pemungutan Suara, dan oleh calon a tau saksi. 

(11) Panit ia Pemungutan Suara member ikan sa l inan Ber i ta Acara 
has i l penghi tungan suara sebagaimana d imaksud pada ayat 
(10) kepada masing-masing saks i yang had i r sebanyak 1 
(satu) eksemplar d a n menempelkan 1 (satu) eksemplar 
sa l inan Ber i ta Acara has i l penghi tungan suara d i tempat 
u m u m yang bisa m u d a h d i jangkau masyau-akat Desa. 

(12) Ber i ta acara beserta^ kelengkapannya sebagaimana 
d imaksud pada ayat (10), d i m a s u k k a n da lam sampul 
k h u s u s yang disediakan d a n d i m a s u k k a n ke da lam ko tak 
suara yang pada bagian lua r d i tempel label a tau segel. 

(13) Panit ia Pemungutan Suara menyerahkan ber i ta acara has i l 
penghi tungan suara, sura t suara, dan alat kelengkapan 
adminis t ras i pemungutan dan penghitungem suara kepada 
Panit ia Pemil ihan segera setelah selesai penghi tungan suara. 

(14) Berdasarkan ber i ta acara has i l penghi tungan suara, Panit ia 
Pemil ihan me lakukan rekapi tu las i has i l penghi tungan suara 
dengan d ihad i r i Panit ia Pemungutan Suara dan calon kepala 
desa/saksi. 

(15) Da lam pelaksanaan rekap i tu las i sebagaimana d imaksud 
pada ayat (14) calon kepala desa/saksi t i dak dapat had i r 
m a k a pelaksanaan rekapi tu las i tetap sah. 

(16) Rekapitulasi has i l penghi tungan suara sebagaimana 
d imaksud pada ayat (14) d i tuangkan da lam beri ta acara. 

(17) Panit ia Pemil ihan member ikan sa l inan Ber i ta Acara has i l 
rekapi tu las i penghi tungan suara sebagaimana d imaksud 
pada ayat (10) kepada masing-masing saksi yang had i r 
sebanyak 1 (satu) eksemplar d a n menempelkan 1 (satu) 
eksemplar sa l inan ber i ta acara has i l rekapi tu las i 
penghi tungan suara d i tempat u m u m yang m u d a h d i jangkau 
masyarakat desa. 

(18) Panit ia Pemil ihan menyerahkan ber i ta acara rekap i tu las i 
has i l penghi tungan suara, sura t suara, dan alat kelengkapan 
admin is t ras i pemungutan dan penghi tungan suara kepada 
BPD segera setelah selesai rekap i tu las i penghi tungan suara. 



Pasal 54 

(1) Penghitungan suara d iu lang apabi la da r i has i l pemeriksaan 
dan penel i t ian t e r b u k t i terdapat sa tu a tau leb ih 
penyimpangan sebagai be r ikut : 
a. Penghitungan suara d i l a k u k a n secara t e r tu tup ; 
b. Penghitungan suara d i l a k u k a n d i tempat yang k u r a n g 

terang a tau k u r a n g mendapat penerangan cahaya; 
c. Calon kepala desa, saksi , a t au masyarakat t idak dapat 

a tau d ihalangi u n t u k menyaks ikan proses penghi tungan 
suara; 

d . Penghitungan suara d i l a k u k a n d i tempat d a n w a k t u la in 
d i lua r tempat dan w a k t u yang te lah d i t en tukan ; 

e. Terjadi ket idakkons is tenan da lam menen tukan sura t 
suara yang sah dan t idak ; a t au 

f. Penghitungan suara dicatat dengan tu l i san yang k u r a n g 
jelas. 

(2) Da lam ha l ter jadi peny impangan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1), saksi a t au Panit ia Pengawas Pemil ihan dapat 
mengusu lkan penghi tungan suara u l ang kepada BPD. 

(3) Pengulangan penghi tungan suara sebagaimana d imaksud 
pada ayat (2) d i l akukan atas persetujuan BPD. • 

Paragraf 5 
Kepala Desa Terpi l ih 

Pasa l 55 

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak da r i j u m l a h 
suara sah d i te tapkan sebagai calon Kepala Desa te rp i l ih . 

Pasal 56 

(1) Da lam h a l j u m l a h calon Kepala Desa yang memperoleh suara 
terbanyak leb ih dar i 1 (satu) ca lon pada desa dengan TPS 
lebih dar i 1 (satu), calon t e rp i l i h d i te tapkan berdasarkan 
suara terbanyak pada TPS dengan j u m l a h pemi l ih terbanyak 
berdasarkan daftar kehad i ran pemi l ih yang dicatat oleh 
Panit ia Pemungutan Suara. 

(2) Da lam h a l perolehan suara calon Kepala Desa yang 
memperoleh suara terbanyak pada TPS dengan j u m l a h 
pemi l ih terbanyak sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
sama besar, m a k a calon t e rp i l ih d i te tapkan berdasarkan 
suara terbanyeik pada TPS dengan j u m l a h pemi l ih terbanyak 
ber ikutnya . 

(3) Da lam h a l perolehan suara pada semua TPS adalah sama, 
maka u n t u k menetapkan calon kepala desa te rp i l ih 
d i l akukan tes te r tu l i s . 

Pasal 5 7 

(1) Da lam h a l j u m l a h calon kepala desa yang memperoleh suara 
terbanyak leb ih dar i 1 (satu) calon pada desa dengan TPS 
hanya 1 (satu), calon te rp i l ih d i te tapkan berdasarkan wi layah 
tempat t inggal calon kepala desa dengan j u m l a h pemi l ih 
terbesar berdasarkan daftar kehad i ran pemi l ih yang dicatat 
oleh Panit ia Pemungutan Suara. 



(2) Wi layah tempat t inggal sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
adalah wi layah D u s u n . 

(3) Da lam ha l calon yang memi l i k i suara terbanyak leb ih dar i 
sa tu calon bertempat t inggal d i d u s u n yang sama m a k a 
u n t u k menetapkan calon kepala desa te rp i l ih d i l akukan tes 
ter tu l i s . 

I 
Pasal 58 

i 
I 

(1) Tes t e r tu l i s sebagaimana d i m a k s u d da lam pasal 56 ayat (3) 
dan pasal 57 ayat (3) d i l a k u k a n oleh Panit ia Pemil ihan 
Kabupaten. ; 

(2) Pelaksanaan tes t e r tu l i s d i l a k u k a n serentak se lurub 
Kabupaten. 

(3) Has i l atas pelaksanaian tes t e r tu l i s waj ib d i u m u m k a n oleh 
Panit ia Pemil ihan Kabupaten pada h a r i pelalcsanaan tes 
tersebut secara te rbuka. 

(4) Mater i tes t e r tu l i s sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
t e rd i r i atas: 
a. Pancasila d a n UUD 1945, 
b. Pengetahuan u m u m , dan 
c. Pengetahuan Pemerintahan Desa. 

(5) Jadwal dan ta ta cara tes t e r tu l i s d i te tapkan oleh Panit ia 
Pemil ihan Kabupaten. | 

Paisal 59 

Calon kepala desa te rp i l ih d i t e tapkan dengan Keputusan Panit ia 
Pemil ihan. 

Pasal 60 

Perlengkapan pemungutan suara d a n penghi tungan suara d i TPS, 
d i s impan d i kan to r desa a tau d i tempat l a in yang ter jamin 
keamanannya. 

Bagian ke l lma 
Penetapan 

Pasa l 61 

(1) Panit ia Pemil ihan kepala . desa menyampaikan laporan has i l 
pemi l ihan kepala desa kepada BPD pal ing lama 7 (tujuh) h a r i 
setelah penetapan calon Kepala Desa te rp i l ih . 

(2) BPD berdasarkan laporan has i l pemi l ihan kepala desa 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) menyampaikan data 
calon kepala desa t e rp i l ih kepada Bupa t i me la lu i camat 
dengan tembusan kepada kepala desa/penjabat kepala desa 
pal ing lambat 7 ( tujuh) h a r i setelah mener ima laporan dar i 
Panit ia Pemil ihan. 

(3) Bupa t i menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala 
Desa dengan Keputusan B u p a t i 



BAB V 
PENYELESAIAN P E R S E L I S I H A N 

Bagian Kesa tu 
Penyelesaian Persel is ihan Has i l Pemi l ihan 

Pasa l 62 
j 

(1) Da lam h a l ter jadi persel isihan has i l pemi l ihan kepala Desa, 
b u p a t i waj ib menyelesaikan persel isihan da lam j angka 
w a k t u 30 (tiga pu luh ) ha r i . 

(2) Perselisihan sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) berupa 
dugaan penggelembungan a tau man ipu las i suara, 
perusakan sura t suara, kesalahan perh i tungan suara, a tau 
dugaan la innya yang dapat mempengaruhi has i l 
pemungutan suara. 

(3) Apabi la ada dugaan ter jadinya pelanggaran yang dapat 
mempengaruhi has i l p emungutan suara, Calon kepala desa 
menyampaikan laporan j kepada b u p a t i me la lu i Panit ia 
Pemil ihan Kabupaten dengan ke ten tuan sebagai ber ikut : 
a. Laporan d ibua t d a n d i tandatangani calon kepala desa; 
b. Is i laporan terkai t sengketa has i l pemi l ihan; 
c. Laporan ha rus sudah d i t e r ima oleh Panit ia Pemil ihan 

Kabupaten da lam j a n g k a w a k t u pa l ing l ama 2 (dua) h a r i 
setelah penetapan has i l pe rh i tungan suara; d a n 

d. Laporan ha rus d i lengkapi dengan alat b u k t i berupa 
tu l i san , foto, video, r ekaman suara, saksi , a tau alat b u k t i 
l a innya yang relevan. | 

(4) Atas aduan tersebut bupa t i menugaskan Panit ia Pemil ihan 
Kabupaten u n t u k me lakukan penel i t ian dan pengkajian atas 
aduan tersebut. 

(5) Panit ia Pemil ihan Kabupaten da lam rangka penel i t ian dan 
pengkaj ian me lakukan kegiatan sebagai be r ikut : 
a. Menel i t i d a n mengkaj i laporan; 
b. Menel i t i d a n mengkaj i a lat b u k t i ; 
c. Memanggil p ihak-p ihak yang terka i t pelaksanaan 

pemi l ihan; 
d . Menetapkan apakah aduan tersebut dapat diproses apa 

t idak . 
e. Member ikan pert imbangan d a n m a s u k a n kepada bupa t i 

u n t u k pengambi lan keputusan . 
(6) Berdasarkan pert imbangan dan m a s u k a n Panit ia Pemil ihan 

Kabupaten, b u p a t i m e m u t u s persel isihan has i l pemi l ihan 
tersebut. 

(7) Keputusan penyelesaism persel is ihan has i l pemi l ihan 
d i te tapkan dengan keputusan bupa t i . 

Bagian Kedua 
Penyelesaian Persel is ihan Proses Pemi l ihan 

Pasa l 63 

(1) Apabi la terjadi pelanggaran a t au penyimpangan da lam 
proses pemi l ihan Kepala Desa, m a k a Calon Kepala Desa, 
Saksi, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan 
kepada BPD mela lu i Panit ia Pengawas Pemil ihan; 

i 



(2) Pengaduan sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1), d i l akukan 
secara te r tu l i s dan sudah d i t e r ima Panit ia Pengawas 
Pemil ihan pa l ing lama 2! (dua) h a r i sejak tanggal kejadian 
perkara. 

Pasal 64 
1 

(1) Peuiitia Pengawas Pemil ihan menyampa ikan aduan tersebut 
kepada BPD. 

(2) BPD d a n Panit ia Pengawas Pemil ihan mengkaj i setiap 
pengaduan yang d i ter ima. 

(3) BPD m e m u t u s k a n u n t u k men indak lan ju t i a tau t i dak 
men indak lan ju t i pengaduan selambat- lambatnya 7 (tujuh) 
h a r i setelah pengaduan d i ter ima. 

Pasal 65 

(1) BPD menyelesaikan sengketa sebagaimana d imaksud pada 
Pasal 64 ayat (3) d i l a k u k a n me la lu i t ahapan sebagai be r ikut : 
a. memper temukan p ihak -p ihak yang bersengketa u n t u k 

me l akukan musyawarah da lam rangka mencapai 
mufakad ; 

b. penyelesaian sengketa sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), d i laksanakan pa l ing lambat 3 (tiga) h a r i sejak 
pengaduan, dan h a r u s selesai se lambat- lambatnya 10 
(sepuluh) h a r i setelah penghi tungan suara; 

c. da lam h a l tercapai kesepakatan, m a k a p ihak-p ihak yang 
bersengketa membuat pemyataan kesepakatan yang 
d ike tahu i oleh BPD; \ 

d. da lam h a l t i dak tercapai kesepakatan, BPD membuat 
keputusan yang bersifat fma l dan mengikat u n t u k 
m e m u t u s k a n permasalahan; 

e. Pemyataan Kesepakatan sebagaimana d imaksud pada 
h u m f c dan Keputusan BPD sebagaimana d imaksud 
pada h u m f d d isampaikan kepada Panit ia Pemil ihan. 

(2) Da lam h a l pengaduan yang d ia jukan t e rbuk t i kebenarannya, 
m a k a BPD dapat membata lkan pencalonan, a t au 
membata lkan proses pemi l ihan Kepala Desa a tau me lakukan 
proses u l ang Pemil ihan: Kepala Desa kese lumhan a tau 
sebagian dengan Keputusan BPD. 

(3) Keputusan BPD sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
bersifat final dan mengikat . 

I 

Bagian Ketiga 
Penyelesaian Persel is ihan Terka i t dengan Perkara Pidana 

Pasa l 66 

(1) Da lam h a l persel isihan pemi l ihan kepala desa ada ind ikas i 
u n s u r p idana, maka BPD:atau Panit ia Pemil ihan Kabupaten 
melaporkannya kepada aparat penegak b u k u m . 

(2) Perselisihan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ba ik 
b e m p a persel isihan has i l m a u p u n persel is ihan proses. 

(3) Penyelesaian perselisihan! sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) diproses sesuai pe ra turan pemndang-undangan yang 
ber laku. 



(4) Proses penyelesaian p idana sebagaimana d imaksud pada 
ayat (3) t i dak menunda! tahapan pelaksanaan pemi l ihan 
kepala desa. 

(5) Apabi la berdasarkan p u t u s a n pengadi lan yang sudah 
berkekuatan b u k u m tetap menyatakan bahwa calon kepala 
desa/calon kepala desa| t e rp i l ih / kepala desa bersalah 
sehingga berakibat calon kepala desa / calon kepala desa 
te rp i l ih / kepala desa t i dak lagi memenuh i persyaratan, 
maka: | 
a. BPD memin ta Panit ia Pemil ihan u n t u k membata lkan 

Penetapan Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panit ia 
Pemil ihan apabi la calon kepala desa be lum d i te tapkan 
sebagai calon kepala desa t e rp i l ih ; 

b. BPD memin ta Panit ia Pemil ihan u n t u k membata lkan 
Penetapan Calon Kepala Desa te rp i l ih dengan Keputusan 
Panit ia Pemil ihan apabi la calon kepala desa t e rp i l ih 
be lum d i l an t ik , u n t u k selanjutnya calon dengain 
perolehan suara terbanyak selanjutnya d i te tapkan 
sebagai calon kepala desa te rp i l ih dan d ia jukan kepada 
bupa t i u n t u k d iangkat sebagai kepala desa. 

c. BPD mengajukan pemberhent ian kepala desa kepada 
B u p a t i apabi la calon kepala desa t e rp i l ih sudah d i l an t ik , 
u n t u k selanjutnya d i l a k u k a n pemberhent ian kepala desa 
sesuai dengan pe ra turan perundang-undangan yang 
ber laku. | 

BAB: V I 
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN 

i i 
Bagian Kesa tu 
Pengangkatan 

Pasal 6 7 

(1) Calon Kepala Desa te rp i l ih d i sahkan pengangkatannya 
dengan Keputusan Bupa t i . 

(2) Keputusan Bupa t i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i t e rb i tkan pa l ing lambat 30 (tiga pu luh ) h a r i t e rh i tung sejak 
d i te r ima laporan has i l pemi l ihan Kepala Desa dar i BPD. 

i 
Bagian Kedua 

Pelant ikan 

Pasa l 68 

(1) Pelantikan Calon Kepala Desa te rp i l ih d i l a k u k a n pa l ing 
lambat 30 (tiga pu luh ) h a r i t e rh i tung sejak d i t e rb i tkan 
keputusan Bupa t i mengenai pengesahan pengangkatan 
Calon Kepala Desa te rp i l ih . 

(2) Pelantikan Calon Kepala Desa te rp i l ih sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d i l a k u k a n oleh Bupa t i a tau pejabat 
yang d i t u n j u k . 

(3) Pelaksanaan pe lant ikan dan pengucapan sumpah/ jan j i 
Kepala Desa dapat diselenggarakan d i pusat pemer in tah 
Desa / Kecamatan / Kabupaten. 

(4) Susunan acara pe lant ikan Kepala Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) acialah sebagai b e r i k u t : 
a. Pembukaan. 
b. Menyany ikan lagu Indonesia Raya. 



c. Pembacaan Keputusan B u p a t i tentang Pengesahan 
Pengangkatan Kepala Desa. 

d . Pengambilan Sumpah/Jan j i Jabatan oleh Bupa t i a tau 
pejabat yang d i t u n j u k . 

e. Penandatanganan I ber i ta acara pengambi lan 
sumpah/ jan j i . 

f. Kata pe lant ikan oleh B u p a t i a tau pejabat yang d i t u n j u k . 
g. Penyematan tanda j aba t an oleh B u p a t i a t au pejabat 

yang d i t u n j u k . 
h . Penandatanganan ber i ta acara Serah ter ima j aba tan . 
i . Pembacaan Amanat B u p a t i 

j . Pembacaan doa. 
Sumpah/ jan j i sebagaimana d imaksud pada ayat (3) h u r u f b 
sebagai be r ikut : 
"DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI 
BAHWA SAYA AKAN 1 MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA 
SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, 
SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA; BAHWA 
SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN 
MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR 
NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN 
KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA 
MELAKSANAKAN i SEGALA PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA 
YANG BERLAKU BAGI ! DESA, DAERAH, DAN NEGARA 
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA". 
Da lam h a l pe lant ikan Kepala Desa Terp i l ih t i dak dapat 
d i laksanakan tepat w a k t u sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) Kepala Desa yang l ama d iberhent ikan dan se lanjutnya 
d iangkat Penjabat Kepala' Desa. 
Pakaian pada saat acara pe lant ikan d i t en tukan sebagai 
b e r i k u t : 
a. Kepala Desa yang akan d i l an t i k memaka i Pakaian Dinas 

Upacara Besar ( PDUB); 
b- Ister i Kepala Desa yang d i l an t i k memaka i Seragam Resmi 

PKK; I 
c. Suami Kepala Desa yang d i l an t i k memaka i Pakaian Sip i l 

Lengkap (PSL); | 
d. Undangan l a in menyesuaikan. 

Pasal 69 

Selain pe lant ikan resmi sebagaimana d imaksud pada Pasal 
68 Pemerintah Desa dan masyarakat dapat 
menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya 
setempat. 
Kegiatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l aksanakan 
sesuai dengan pera turan desa masing-masing. 

Bagian Ketiga 
Serah Ter ima Jabatan 

Pasal 70 
I 
I 

Serah ter ima j aba tan d i l a k u k a n setelah pe lant ikan Calon 
Kepala Desa te rp i l ih . 
Serah ter ima j aba tan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i laksanakan dengan penandatanganan ber i ta acara serah 
ter ima j aba tan . 



(3) Penandatanganan ber i ta acara serah ter ima j aba tan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i laksanakan pada 
Acara pengambi lan sumpah/ jan j i d a n pe lant ikan Calon 
Kepala Desa t e rp i l ih setelah penyematan tanda j aba tan 
bersamaan dengan menyerahkan memor i serah t e r ima 
j aba tan . 

(4) Memor i serah ter ima j a b a t a n sebagaimana d imaksud pada 
ayat (3) t e rd i r i atas: 
a. Pendahuluan; 
b. Monografi Desa; 
c. Pelaksanaan program kerja t a h u n l a lu ; 
d . Rencana program yang a k a n datang; 
e. Kegiatan yang te lah diselesaikan, sedang d i laksanakan, 

dan rencana kegiatan se tahun terakhir ; 
f. Hambatan yang d ihadapi ; d a n 
g. Daftar inventar isasi d a n kekayaan desa. 

i 
Pasal 71 

Dalam h a l kepala desa te lah habis masa jabatannya , d a n d iangkat 
penjabat kepala desa, memor i serah ter ima j a b a t a n d i laksanakan 
pada saat pe lant ikan Penjabat Kepala Desa. 

BAB V I I 
PEMBERHENTIAN K E P A L A D E S A 

Bagian Kesatu 
Umi im 

! 

Pasal 72 

(1) Kepala Desa berhent i karena: 
a. Meninggal dun ia ; | 
b. Permintaan sendir i ; a tau 
c. D iberhent ikan. | 

(2) Kepala Desa diberhenti lcan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) h u r u f c karena: | 
a. Berakhi r masa jabatannya ; 

T idak dapat melaksanakan tugas secara berke lan jutan 
a tau berhalangan tetap secara b e r t u r u t - t u r u t selama 6 
(enam) b u l a n ; 
T idak lagi memenuh i syarat sebagai kepala Desa; 
Melanggar larangan sebagai kepala Desa; 
Adanya perubahan status Desa menjadi ke lurahan , 
penggabungan 2 (dua) Desa a tau leb ih menjadi 1 (satu) 
Desa ba ru , a tau penghapusan Desa; 
T idak melaksanakan kewaj iban sebagai kepala Desa; 
a tau 

g, D inya takan sebagai terp idana berdasarkan p u t u s a n 
pengadi lan yang te lah mempunya i k ekua tan b u k u m 
tetap. I 

(3) Apabi la kepala Desa ber l i ent i sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), BPD melaporkan'kepada B u p a t i me la lu i camat. 

(4) Laporan pemberhent ian kepala desa sebagaimana d imaksud 
pada ayat (3) ber laku u n t u k alasan berhent i a tau 
d iberhent ikan sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) h u r u f a, 
h u r u f b dan ayat (2) h u n i f a, h u r u f b, h u r u f c, h u r u f d, dan 
h u r u f f berdasarkan keputusan musyawarah BPD. 

b. 

c. 
d . 
e. 

f. 



(5) Laporan BPD kepada B u p a t i sebagaimana d imaksud pada 
ayat (3) memuat mater i s i tuas i yang ter jadi terbadap Kepala 
Desa yang bersangkutanJ 

(6) Atas laporan P impinan BPD sebagaimana d imaksud pada 
ayat (5) B u p a t i me l akukan ka j ian u n t u k proses selanjutnya. 

(7) Da lam me lakukan kaj ian sebagaimana d imaksud pada ayat 
(6) b u p a t i memer in tabkan camat u n t u k me lakukan ka j ian 
dan melaporkan ka j ian . 

(8) Dar i bas i l laporan camat sebagaimana d imaksud pada ayat 
(7) bupa t i menetapkan keputusan pa l ing l ama 30 (tiga 
pu lub ) b a n sejak laporan d i ter ima. 

(9) Pemberbentian Kepala desa berdasarkan ayat (2) b u r u f d , 
b u r u f e, b u r u f f, dan b u r u f g dapat d i l a k u k a n B u p a t i t anpa 
laporan dar i BPD. 

Pasal 73 

(1) Pemberbentian Kepala Desa sebagaimana d imaksud pada 
Pasal 72 d ik las i f ikas ikan menjadi : 
a. D iberhent ikan dengan bormat ; a tau 
b. D iberhent ikan dengan t i dak bormat . 

(2) Kepala desa d iberhent ikan dengan bo rmat sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) h u r u f a karena: 
a. Meninggal dun ia ; | 
b. Atas permintaan sendir i ; 
c. Berakhi r masa jaba tannya ; a tau 
d. Adanya perubahan s ta tus Desa menjadi ke lu rahan , 

penggabungan 2 (dua) Desa a tau lebib menjadi 1 (satu) 
Desa ba ru , a tau penghapusan Desa. 

(3) Kepala Desa dapat d iberhent ikan dengan bo rma t a tau t i dak 
dengan bo rmat karena: 
a. T idak dapat melaksanakan tugas secara berke lan jutan 

a tau berhalangan tetap secara b e r t u r u t - t u r u t selama 6 
(enam) b u l a n ; a tau 

b. T idak lagi memenuh i syarat sebagai kepala Desa. 
(4) Kepala Desa d iberhent ikan dengan t idak bo rmat 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u r u f b karena: 
a. Melanggar larangan sebagai kepala Desa; 
b. T idak melaksanakan 

a tau 
c. D inya takan sebagai 

pengadilan yang 
tetap. 

kewaj iban sebagai kepala Desa; 

terp idana berdasarkan p u t u s a n 
te lab mempunya i k ekua tan b u k u m 

Bagian Kedua 
Pemberhentian Sementara 

Pasa l 74 

Kepala Desa dapat d iberhent ikan sementara oleb Bupa t i karena: 
a. T idak melaksanakan kewaj iban sebagai kepala desa; 
b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa; 
c. D inya takan sebagai terdakwa yang d iancam dengan p idana 

penjara pa l ing s ingkat 5 1 (lima) t a h u n berdasarkan register 
perkara d i pengadilan; d a n 

d . D i te tapkan sebagai tersai igka da lam t i ndak p idana korups i , 
teroris, makar , dan/atau t i n d a k p idana terbadap keamanan 
negara. 



Pasal 75 
I 

(1) Kepala Desa yang t i dak melaksanakan kewajiban a tau 
melanggar larangan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 74 
b u r u f a dan b atas usu l/ t anpa usu lan BPD d ikena i sanks i 
admin is t ra t i f berupa teguran t e r tu l i s oleb bupa t i . 

(2) Da lam j angka w a k t u pa l ing l ama 5 (lima) b a r i sejak 
pemberian teguran te r tu l i s kewaj iban t idak d i laksanakan 
a tau mas ib melanggar larangan, atas usu l/ t anpa u s u l a n 
BPD d i l a k u k a n t indakan! pemberbent ian sementara kepala 
desa oleb bupa t i . | 

(3) Pemberbentian sementara sebagaimana d imaksud pada ayat 
(3) da lam j angka w a k t u selama 30 (tiga p u l u b bari) 

(4) Da lam j a n g k a w a k t u pemberbent ian sementara, camat 
me lakukan pembinaan kepada yang bersangkutan 

(5) Setelab j a n g k a w a k t u pemberbent ian sementara 
sebagaimana d imaksud ayat (5) berakbir , b u p a t i 
mengangkat kembal i da lam j a b a t a n kepala desa. 

(6) Da lam j angka w a k t u pa l ing lama 30 (tiga pu lub ) ba r i setelab 
pengangkatan kembal i , kewaj iban t idak d i laksanakan a tau 
masib melanggar larangan, kepala desa d ikena i sanks i 
berupa pemberbent ian oleb bupa t i . 

I 
Pasal 76 

Kepala Desa yang d iberbent ikan sementara sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 74 b u r u f c dan d d iberbent ikan oleb Bupa t i 
setelab d inyatakan sebagai t e rp idana berdasarkan p u t u s a n 
pengadi lan yang te lab mempunya i k ekua tan b u k u m tetap. 

Pasal 7 7 

(1) Kepala Desa yang d iberbent ikan sementara sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 74 b u r u f c d a n d setelab me la lu i 
proses peradi lan t emya ta t e r b u k t i t i dak bersalab 
berdasarkan p u t u s a n pengadi lan yang telab mempunya i 
kekua tan b u k u m tetap, j pa l ing l ama 30 (tiga pu lub ) b a r i 
sejak penetapan p u t u s a n pengadi lan d i te r ima oleb Kepala 
Desa, Bupa t i merebabi l i tas i d a n mengakt i fkan kembal i 
Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai 
dengan akb i r masa jabatannya . 

(2) Apabi la Kepala Desa yang d iberhent ikan sementara 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) telab berakbir masa 
jabatannya , Bupa t i b a r u s merebabi l i tas i n a m a ba ik Kepala 
Desa yang bersangkutan. 

Pasal 78 

(1) Da lam b a l Kepala Desa d iberbent ikan sementara 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 74 b u r u f a dan b, 
sekretaris Desa melaksanakan tugas d a n kewaj iban Kepala 
Desa sampai dengan pengangkatan kembal i kepala desa. 

(2) Da lam ba l Kepala Desa d iberbent ikan sementara 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 74 b u r u f c dan d , 
sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewaj iban Kepala 
Desa sampai dengan adanya p u t u s a n pengadi lan yang telab 
mempunya i kekua tan b u k u m tetap. 

(3) Kepala desa yang d iberbent ikan sementara memperoleb bak 
berupa pengbasi lan tetap! 



Pasal 79 
i 

Da lam h a l sisa masa j aba t an kepala Desa yang berhent i t i dak leb ih 
dar i 1 (satu) t a h u n karena d iberhent ikan sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 72 ayat (1) b u r u f a|dan b u r u f b serta ayat (2) b u r u f b , 
b u r u f c, b u r u f d, b u r u f f, dan b u r u f g, bupa t i mengangkat penjabat 
kepala Desa sampai terpi l ibnya;kepala Desa yang ba ru . 

Pasal 80 

Dalam ba l sisa masa j aba tan kepala Desa yang berhent i lebib dar i 1 
(satu) t a b u n karena d iberbent ikan sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 72 ayat (1) h u r u f a dan b u r u f b serta ayat (2) b u r u f b, b u r u f c, 
b u r u f d, b u r u f f, dan b u r u f g, tiupati mengangkat penjabat kepala 
Desa sampai te rp i l ibnya kepala' Desa yang b a r u me la lu i pemi l f i ian 
Kepala Desa antar w a k t u . I 

Pasal 81 
i 

(1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri s ip i l apabi la 
berhent i sebagai kepala Desa d ikemba l ikan kepada ins tans i 
i nduknya . | 

(2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri s ip i l apabi la te lab 
mencapai batas us ia pens iun sebagai pegawai negeri s ip i l 
d iberbent ikan dengan bo rma t sebagai pegawai negeri s ip i l 
dengan memperoleh b a k sesuai dengan ke tentuan pera turan 
perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Pengesahan Pemberhentian 

i 
Pasal 82 

(1) Pengesahan pemberbent ian Kepala Desa sebagaimana 
d imaksud da lam pasal 1 7 3 ayat (1) d i te tapkan dengan 
Keputusan Bupa t i 

(2) Keputusan Bupa t i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d isampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan 
Para pejabat terka i t pada t ingka t Provinsi dan Kabupaten. 

BAB V I I I 
PENJABAT K E P A L A D E S A 

Pasal 83 

(1) Bupa t i m e n u n j u k penjabat Kepala Desa da lam ba l terjadi 
kekosongan j aba t an Kepala Desa karena: 
a. Kepala desa berhent i a t au d iberbent ikan sebelum dapat 

d i laksanakan penyelenggaraan pemi l iban Kepala Desa 
serentak; a tau | 

b. Kepala desa berhent i a tau d iberbent ikan sebelum masa 
j aba tannya berakbir . | 

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
pa l ing sedikit ba rus men iabami b idang kepemimpinan dan 
teknis pemer intahan. 

(3) Penjabat kepala desa sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
memenuh i persyaratan sebagai b e r i k u t : 
a. berasal da r i Pegawai Negeri S ip i l d i l i ngkungan 

Pemerintah Kabupaten Pacitan. 



b. T idak berstatus sebagai sekretaris desa. 
(4) Penjabat kepala desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

d iu su lkan oleb Camat kepada bupa t i . 
(5) B u p a t i dapat memin ta per t imbangan a tau masukan dar i 

badan pert imbangan j aba tan dan kepangkatan Kabupaten 
Pacitan. 

(6) Penunjukan sebagaimana d imaksud ayat (1) d i te tapkan 
da lam sebuab keputusan' . 

(7) Masa j aba t an Penjabat Kepala Desa sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) sampai dengan d i l an t iknya Kepala Desa yang 
ba ru . 

(8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
melaksanakan tugas, wewenang, d a n kewaj iban serta 
memperoleb b a k yang sama dengan Kepala Desa. 

(9) Hak sebagaimana d imaksud pada ayat (9) berupa tun jangan 
dan pendapatan la in selain pengbasi lan tetap. 

(10) Penjabat kepala desa d i l an t i k oleb camat atas nama bupat i . 
(11) Pelaksanaan pe lant ikan penjabat kepala desa d i laksanakan 

secara muta t i s mutand i s 
69, dan Pasal 70 . 

l e r l aku ke tentuan Pasal 68, Pasal 

BAB I X 
CALON K E P A L A D E S A DARI K E P A L A DESA , PERANGKAT DESA, 
PEGAWAI N E G E R I S IP IL , ANGGOTA BPD, ANGGOTA TNI/POLRI 

SEBAGAI CALON K E P A L A D E S A 

Bagian Kesa tu 
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, atau 

Perangkat Desa 

Pasal 84 

(1) Kepala Desa a tau penjabat kepala desa yang akan 
menca lonkan d i r i kemt ia l i d iber i c u t i sejak d i te tapkan 
sebagai calon sampai | dengan selesainya pelaksanaan 
penetapan calon terp i l ib . | 

(2) Sura t keterangan c u t i Kepala Desa a tau penjabat kepala 
desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ike luarkan oleb 
Camat atas nama BupatiJ 

(3) Camat atas nama B u p a t i waj ib menge luarkan sura t 
keterangan c u t i sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2) pa l ing 
lama 15 ( l ima belas) b a r i kerja sejak sura t permobonan c u t i 
d i ter ima. 

(4) Surat permobonan c u t i d i a jukan pada camat pa l ing lambat 
15 ( l ima Belas) b a r i kerja sebelum tanggal penetapan calon 
kepala desa 

(5) Da lam ba l batas w a k t u sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 
ter lampaui , m a k a Camat! atas n a m a B u p a t i dianggap te lab 
member ikan sura t keterangan c u t i . 

(6) Selama masa c u t i sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
Kepala Desa a tau penjabat kepala desa d i larang 
menggunakan fasil itas pemer intab desa u n t u k kepent ingan 
sebagai calon Kepala Desa. 

(7) Da lam ba l Kepala Desa| a tau penjabat kepala desa c u t i 
sebagaimana d imaksud | pada ayat (1), Sekretaris Desa 
melaksanakan tugas d a n kewaj iban Kepala Desa. 



(8) Da lam h a l sekretaris desa sebagaimana ke ten tuan ayat (6) 
kosong, tugas dan kewaj iban d i laksanakan oleb perangkat 
desa la innya yang d i t u n j u k sebagai pelaksana tugas 
sekretaris desa berdasarkan keputusan kepala desa. 

(9) Da lam ba l kepala desa a tau penjabat kepala desa te lab 
memperoleb c u t i tetapi t i dak d i te tapkan sebagai ca lon kepala 
desa m a k a c u t i dianggap bata l . 

Pasal 85 

(1) Perangkat Desa yang menca lonkan d i r i da lam pemi l iban 
Kepala Desa diber i c u t i t e rh i tung sejak yang bersangkutan 
terdaftar sebagai baka l c ^ o n Kepala Desa sampai dengan 
selesainya pelaksanaan penetapan calon terp i l ih . 

(2) Sura t keterangan cut i j Perangkat Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d i ke lua rkan oleb Kepala Desa. 

(3) Kepala Desa waj ib menge luarkan sura t keterangan c u t i 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) pa l ing l ama 15 ( l ima 
belas) ba r i ker ja sejak sura t permobonan c u t i d i te r ima 

(4) Surat permobonan c u t i d ia jukan pada Kepala Desa pa l ing 
lambat 15 ( l ima belas) b a r i kerja sebelum tanggal 
pendaftaran baka l calon kepala desa 

(5) Da lam b a l batas w a k t u sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 
t e r lampaui , m a k a Kepala desa dianggap telab member ikan 
sura t keterangan c u t i 

(6) Selama masa c u t i sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
Perangkat Desa d i larang menggunakan fasil itas pemer intab 
desa u n t u k kepent ingan sebagai calon Kepala Desa. 

(7) Tugas perangkat Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i rangkap oleb perangkat Desa la innya yang d i te tapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa. 

(8) Da lam ba l perangkat desa telab memperoleb c u t i tetapi t i dak 
d i te tapkan sebagai baka l calon kepala desa a tau calon kepala 
desa maka c u t i dianggap bata l . 

Bagian Kedua 
Calon Kepala Desa dari PNS 

Pasal 86 

(1) Pegawai negeri s ip i l yang menca lonkan d i r i da lam pemi l iban 
Kepala Desa ba rus mendapatkan iz in t e r tu l i s da r i pejabat 
pembina kepegawaian. 

(2) Iz in te r tu l i s sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) 
d i l amp i rkan pada saat pendaftaran. 

(3) Da lam b a l pegawai negeri s ip i l sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) terp i l ib dan d iangkat menjadi Kepala Desa, yang 
bersangkutan dibebaskan sementara da r i j aba tannya selama 
menjadi Kepala Desa tanpa kehi langan b a k sebagai pegawad 
negeri s ip i l . | 

(4) Pegawai negeri s ip i l yang t e rp i l ib d a n d iangkat menjadi 
Kepala Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (2) berhak 
mendapatkan tunjangan^ Kepala Desa dan pengbasi lan 
la innya yang sab. 



Bagian Ketiga 
Calon Kepala Desa dari Anggota BPD 

Pasal 8 7 
i 

Anggota BPD yang menca lonkan d i r i da lam pemi l ihan Kepala 
Desa h a m s m e n g u n d u r k a n d i r i da r i j aba tannya sebagai 
Ketua BPD dan/atau anggota BPD. 
Pengunduran d i r i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
t e rh i tung sejak tanggal pendaftaran. 
Pengunduran d i r i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d ia jukan oleb anggota BPD yang bersangkutan kepada 
B u p a t i me la lu i camat. j 
Dalam ba l pada saat pendaftaran keputusan pemberbent ian 
anggota BPD be lum d i t e rb i tkan , m a k a sura t permobonan 
Pengunduran d i r i dapatj d i j ad ikan kelengkapan dokumen 
persyaratan. 
U n t u k mengis i kekosongan keanggotaan BPD d i l a k u k a n 
proses pengisian sesuai pe ra turan pemndang-undangan 
yang ber laku. 

Bagian Keempat 
Calon Kepala Desa dari Anggota TNI/POLRI 

Pasal 88 

Anggota TNI a tau POLRI yang akan mencalonkan d i r i da lam 
pemi l iban Kepala Desa b a m s mendapatkan iz in da r i atasan 
yang berwenang. 
I z in ter tu l i s sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i l amp i rkan pada saat pendaftaran. 

B A B X 
PEMILIHAN K E P A L A D E S A ANTAR WAKTU MELALXH 

MUSYAWARAH D E S A 

Bagian Kesa tu 
Umum 

Pasal 89 

Pemil iban Kepala Desa antar w a k t u sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 80 d i l akukan me la lu i musyawarab desa 
Pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) d i laksanakan pa l ing lama da lam j angka w a k t u 6 
(enam) b u l a n t e rh i tung sejak kepala desa d i berbent ikan. 

Bagian Kedua 
Persiapan Pemil ihan 

Pasa l 90 

Sebelum penyelenggaraan musyawarab Desa, d i l a k u k a n 
kegiatan yang me l iput i : \ 
a. pembentukan Panit ia Pemil iban kepala Desa an ta rwak tu 

oleb BPD pal ing lama 'da lam j angka w a k t u 15 ( l ima belas) 
Ha r i t e rh i tung sejak kepala Desa d iberbent ikan; 



b. pengajuan biaya pemi l iban dengan beban APBDesa oleb 
Panit ia Pemil iban kepada penjabat Kepala Desa pa l ing 
lambat da lam j angka w a k t u 30 (tiga pu lub ) b a r i t e rh i tung 
sejak pan i t i a te rbentuk; 

c. pember ian persetujuan biaya pemi l iban oleb penjabat 
Kepala Desa pal ing lama da lam j a n g k a w a k t u 30 (tiga 
pu lub ) b a r i t e rh i tung sejak d ia jukan oleb Panit ia 
Pemil ihan; 

d . p engumuman dan pendaftaran baka l calon Kepala Desa 
oleb Panit ia Pemil iban da lam j a n g k a w a k t u 15 ( l ima 
belas) ba r i ; 

e. penel i t ian kelengkapan persyaratan admin is t ras i baka l 
calon oleb Panit ia Pemil iban da lam j a n g k a w a k t u 7 
(tujub) ba r i ; dan 

f. penetapan calon kepala Desa an ta rwak tu oleb Panit ia 
Pemil ihan pa l ing sediki t 2 (dua) orang calon dan pa l ing 
banyak 3 (tiga) orang calon yang d i m i n t a k a n pengesahan 
musyawarab Desa u r i t u k d i te tapkan sebagai calon yging 
berhak d ip i l i h da lam musyawarab Desa; 

Ketentuan mengenai Panit ia Pemil iban, pengumuman dan 
syarat pendaftaran, penel i t ian kelengkapan persyaratan d a n 
keabsahan adminis t ras i , serta penetapan calon sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) b u r u f a, b u r u f d , b u r u f f, secara 
mutatis mutandis ber laku ke ten tuan Pasal 9, Pasal 10, pasal, 
11 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 30, Pasal 3 1 , Pasal 32 , 
Pasal 33, Pasal 34 , dan Pasal 35. 
Pembiayaan pelaksanaan musyawarab desa pemi l iban 
kepala desa antar w a k t u d ianggarkan da lam APBDesa. 
Da lam ba l APBDesa be lum menganggarkan pembiayaan 
musyawarab desa pemi l iban kepala desa antar w a k t u , 
penganggaran d i l akukan dengan menetapkan Peraturai i 
Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Musyawarah Desa 

Paragraf 1 
Persiapan 

Pasal 91 

Musyawarab Desa diselenggarakan secara part is ipat i f , 
demokrat is , t ransparan , d a n akuntabe l dengan berdasarkan 
kepada bak d a n kewaj iban masyarakat . 
Hak masyarakat da lam penyelenggaraan Musyawarab Desa 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. mendapatkan in formasi secara lengkap d a n benar 

mengenai pemi l iban kepala desa antar w a k t u yang akan 
dibabas da lam Musyawarab Desa; 

b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarab Desa 
m a u p u n tindaklanjut bas i l keputusan Musyawarab Desa; 

c. mendapatkan per lakuan sama d a n ad i l bagi u n s u r 
masyarakat yang bad i r sebagai peserta Musyawarab Desa; 

d. mendapatkan kesempatan secara sama dan ad i l da lam 
menyampaikan aspirasi , saran, d a n pendapat l i san a tau 
te r tu l i s secara bertanggung j awab per ibal ba l -ba l yang 
bersifat strategis selama ber langsungnya Musyawarab 
Desa; dan 



e. mener ima pengayoman d a n per l indungan dar i gangguan, 
ancaman dan t ekanan selama berlangsungnya 
Musyawarah Desa. 

(3) Kewajiban masyarakat da lam peyelenggaraan musyawarab 
desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l ipu t i : 
a. mendorong terc iptanya kegiatan penyelenggaraan 

Musyawarab Desa secara part is ipat i f , demokrat is , 
t ransparan dan akuntabe l ; 

b. mendorong terciptanya! s i tuas i yang aman, nyaman , dan 
tenteram selama proses ber langsungnya Musyawarab 
Desa; j 

c. melaksanakan n i l a i -n i l a i permusyawaratan, 
permufakatan proses kekeluargaan, d a n 
kegotong-royongan da lam pengambi lan keputusan . 

Pasal 92 

(1) Musyawarab Desa diselenggarakan oleb BPD yang di fasi l i tasi 
oleb Panit ia Pemil iban. 

(2) Musyawarab Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i i k u t i oleb Pemerintab Desa, BPD, d a n u n s u r masyarakat . 

(3) Unsur pemer intab desa sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
t e rd i r i da r i : 
a. Penjabat Kepala Desa; 
b. Sekretaris Desa; 
c. Kepala Urusan ; 
d. Kepala Seksi/Pelaksana teknis ; d a n 
e. Kepala D u s u n 

(4) Unsur BPD sebagaimana d imaksud pada ayat (2) t e rd i r i da r i 
se lurub anggota BPD 

(5) Unsur masyarakat sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
t e rd i r i atas : 
a. Ketua RT; , 
b. Ketua RW; d a n 
c. Ketua Karang Taruna ; 
d. Ketua LPMD; \ 
e. Ketua T i m Penggerak PKK Desa; 
f. Ketua T i m Penggerak a tau Kelompok PKK RT; d a n 
g. Ketua Lembaga ' Kemasyarakatan Desa l a innya yang 

susunan kepengurusannya d i te tapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa. 

(6) BPD mengundang u n s i i r sebagaimana d imaksud pada 
ayat (3), ayat (4) dan ayat!(5). 

(7) Penyampaian undangan d i l akukan oleb Panit ia Pemil iban. 

Pasal 9 3 

(1) Jadwa l kegiatan Musyawarab Desa sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 91 ayat (1) d i s u s u n berdasarkan ke tentuan 
sebagai b e r i k u t : 
a. dapat diselenggarakan pada b a r i kerja m a u p u n d i lua r 

ba r i kerja; | 
b. dapat diselenggarakan pada siang b a r i m a u p u n ma lam 

ba r i ; dan 
c. t i dak diselenggarakan pada b a r i raya keagamaan d a n 

b a r i kemerdekaan. 
(2) Penentuan rencana j adwa l kegiatan sesuai dengan kond is i 

obyekt i f Desa dan sosial t iudaya masyarakat . 

i I 



Pasal 9 4 

(1) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa dapat berupa 
gedung bala i Desa, gedung per temuan m i l i k Desa, lapangan 
Desa, r u m a b warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada 
d i Desa, a tau tempat la innya yang layak. 

(2) Tempat penyelenggaraan Musyawarab Desa ba rus berada d i 
wi layab Desa. 

(3) Tempat penyelenggaraan Musyawarab Desa disesuaikan 
dengan kond is i obyekti f | Desa d a n kond is i sosial budaya 
masyarakat. | 

j 
Pasal 95 

BPD me lakukan penyebarluasan in formasi kepada masyarakat 
Desa per ibal pemi l iban kepala desa antar w a k t u yang akan dibabas 
da lam Musyawarab Desa. 

Paragraf 2 
Undangan 

Pasal 96 

Undangan adaleib mereka yang bad i r da lam Musyawarab Desa 
atas undangan Ketua BPD d a n t i dak memi l i k i bak suara. 

Paragraf 3 
Pelaksanaan 

Pasal 9 7 

Musyawarab Desa t e rbuka u n t u k u m u m dan t idak bersifat 
rahasia, setiap warga Desa berhak u n t u k bad i r u n t u k 
menyaks ikan Musyawarab Desa. 

Pasal 98 

(1) Penjabat Kepala Desa, anggota BPD, d a n perangkat Desa 
berhalangan bad i r | ba rus member i t ahukan 
ke t idakhad i rannya dengan alasan yang benar. 

(2) Da lam ba l Penjabat Kepala Desa berhalangan d iwak i l kan 
kepada Sekretaris Desa a tau Perangkat Desa yang d i t u n j u k 
secara ter tu l i s . | 

(3) Ket idakbadiran Penjabat! Kepala Desa, anggota BPD, dan 
perangkat Desa d i in formas ikan secara t e rbuka kepada 
peserta Musyawarab Desa. 

Paragraf 4 
Pimpinan, dan Pemandu Acara Musyawarah Desa 

Pasal 99 

(1) Ketua BPD ber t indak selaku p i m p i n a n Musyawarab Desa. 
(2) Pemandu acara musyawarab desa berasal da r i Panit ia 

Pemil iban. 
(3) Da lam ba l Ketua BPD selaku p i m p i n a n Musyawarab Desa 

berhalangan badir , posisi p i m p i n a n Musyawarab Desa dapat 
d igant ikan oleb wak i l k e tua a tau anggota BPD la innya. 



(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Da lam h a l Ketua BPD berhalangan badir , ba rus 
member i tahukan ke t idakhad i rannya dengan alasan yang 
benar u n t u k se lanjutnya d i in formas ikan kepada peserta 
Musyawarab Desa. 

Paragraf 5 
Pendaftaraan Peserta 

Pasal 100 

Peserta yang bad i r da lam kegiatan Musyawarab Desa ba rus 
menandatangani daftar had i r yang te lab d is iapkan Panit ia 
Pemil iban. I 
Peserta waj ib membawa undangan beserta k a r t u ident i tas 
d i r i . 
Musyawarah Desa d i m u l a i dan d i b u k a oleb p i m p i n a n 
musyawarab apabi la daftar bad i r telab d i tandatangani oleb 
m i n i m a l 2/3 da r i j u m l a h peserta musyawarab desa yang 
te lab d i te tapkan. 

Paragraf 6 
Penjelasan Susunan Acara 

Pasa l 101 

Panit ia Pemil iban membacakan susunan acara sebelum 
Musyawarab Desa d i m u l a i 
Susunan acara sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) t e rd i r i 
atas : 
a. Pembukaan oleb ke tua BPD; 
b. Sambutan Camat dan Penjabat Kepala Desa; 
c. Penjelasan mengenai t a ta t e r t ib musyawarab desa; 
d. Penjelasan j u m l a b peserta yang bad i r dan memi l i k i b a k 

suara; 
e. Penyampaian nama-nama calon kepala desa; 
f. Penyampaian vis i dan ' m i s i calon kepala desa; 
g. Mekanisme pengambi lan keputusan ; 
b . Pengambilan keputusan ; 
i . Pelaporan bas i l pemi l iban calon kepala Desa oleb Panit ia 

Pemil iban kepada musyawarab Desa; 
j . Pengesahan calon te rp i l ib oleb musyawarab Desa da lam 

ben tuk ber i ta acara; dan 
k. Penutup 

Paragraf 7 
Penundaan Kegiatan 

Pasa l 102 

Pimpinan Musyawarab Desa ba rus me l akukan penundaan 
acara apabi la j u m l a b peserta Musyawarab Desa yang 
d i t en tukan be lum tercapai a t au t e rpenub i sampai dengan 
batas w a k t u u n t u k d i l a k u k a n pembukaan Musyawarab 
Desa. I 
Pimpinan Musyawarab Desa m e n g u m u m k a n pengunduran 
w a k t u pa l ing lama 3 (tiga) j a m . 



(3) J i k a w a k t u pengunduran; sebagaimEina d imaksud pada ayat 
(2) te lah berakhir dan peserta Musyawarab Desa yang bad i r 
be lum memenuh i ke t en tuan , p imp inan Musyawarab Desa 
memin ta per t imbangan 'dar i penjabat kepala desa a t au 
pejabat yang mewaki l i , tokob masyarakat dan u n s u r 
pendamping desa yang badir . 

(4) Berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (3), p imp inan musyawarab menen tukan w a k t u u n t u k 
mengadakan musyawara l i be r iku tnya se lambat- lambatnya 3 
(tiga) b a r i setelab w a k t u musyawarab pertama. 

(5) Da lam ba l setelab d i l a k u k a n penundaaan sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) penyelenggaraan Musyawarab Desa 
yang kedua tetap d ihad i r i peserta yang t idak mencapai 
ke tentuan, p imp inan Musyawarab Desa tetap me lan ju tkan 
kegiatan Musyawarab Desa dengan d ihad i r i oleb peserta 
yang ada. i 

i 
Paragraf 8 

Ta ta Cara Permusyawaratan 
i 

Pasal 103 
I 

(1) P impinan Musyawarab Desa menjaga agar permusyawaratan 
Desa berjalan sesuai dengan ke ten tuan da lam pera turan 
tentang Tata Tert ib Musyawarab Desa. 

(2) P impinan Musyawarab Desa banya berbicara selaku 
p imp inan musyawarab u n t u k menjelaskan masalah yang 
menjadi pembicaraan, m e n u n j u k k a n d u d u k persoalan yang 
sebenamya, mengembal ikan pembicaraan kepada pokok 
persoalan, dan meny i inpu lkan pembicaraan peserta 
musyawarab. j 

(3) Da lam b a l p i m p i n a n Musyawarah Desa bendak berbicara 
selaku peserta musyawarab, u n t u k sementara p imp inan 
musyawarab d iserahkan kepada w a k i l ke tua a t au anggota 
Badan Permusyawaratan Desa. 

(4) P impinan yang bendak berbicara selaku peserta 
Musyawarab Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 
berpindab dar i tempat 
musyawarab. 

p imp inan ke tempat peserta 

Pasal 104 

(1) Peserta Musyawarah Desa t i dak boleb diganggu selama 
berbicara menyampaikan aspirasi . 

(2) P impinan Musyawarab Desa dapat memperpanjang dan 
menen tukan lamanya perpanjangan w a k t u peserta yang 
berbicara sebagaimana d imaksud pada ayat ( l ) . 

(3) P impinan Musyawarab Desa memper ingatkan d a n memin ta 
peserta yang berbicara j u n t u k mengakb i r i pembicaraan 
apabi la me lampaui batas w a k t u yang te lab d i t en tukan . 

I 

Pasal 105 

(1) Pembicara da lam menga jukan aspirasinya t idak boleb 
menyimpang dar i pokok I pembicaraan tentang pemi l iban 
kepala desa pergant ian antar w a k t u . 



(2) Apabi la peserta sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
m e n u r u t pendapat p imp inan Musyawarab Desa 
menyimpang dar i pokok pembicaraan, kepada yang 
bersangkutan oleb p i m p i n a n Musyawarab Desa d iber i 
per ingatan d a n d im in t a supaya pembicara kembal i kepada 
pokok pembicaraan. 

Pasal 106 

(1) P impinan Musyawarab Desa memper ingatkan pembicara 
yang menggunakan ka ta yang t idak layak, me l akukan 
perbuatan yang mengganggu keter t iban acara musyawarab, 
a tau mengan jurkan peserta l a in u n t u k me l akukan 
perbuatan yang bertentarigan dengan b u k u m . 

(2) P impinan Musyawarab' Desa memin ta agar yang 
bersangkutan menghent ikan perbuatan sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) dan/a tau member ikan kesempatan 
kepadanya u n t u k menar ik kembal i ka t a yang t idak layak 
dan menghent ikan perbuatannya. 

(3) Da lam ba l pembicara memenuh i permintaan p imp inan 
Musyawarab Desa, ka ta yang t idak layak sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) dianggap t idak p emab d iucapkan 
dan t idak d i m u a t da lam 
Desa. 

r isa lab a tau catatan Musyawarab 

Pasal 107 

(1) Da lam ba l pembicara' t i dak memenuh i per ingatan 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 106, p i m p i n a n 
Musyawarab Desa melarang pembicara meneruskan 
pembicaraan dan perbuatannya. 

(2) Da lam ba l larangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
mas ib j u g a t i dak d i i ndabkan oleb pembicara, p imp inan 
Musyawarab Desa memin ta kepada yang bersangkutan 
meninggalkan Musyawarab Desa. 

(3) Da lam ba l pembicara : tersebut t idak meng indabkan 
permintaan sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2), pembicara 
tersebut d ike luarkan dengan paksa da r i ruang Musyawarab 
Desa atas per intab p i m p i n a n Musyawarab Desa. 

(4) Ruang Musyawarab Desa sebagaimana d imaksud pada ayat 
(3) adalah ruangan yang d ipergunakan u n t u k 
bermusyawarab, t e rmasuk ruangan u n t u k undangan dan 
pendamping. 

Pasal 108 

(1) P impinan Musyawarab Desa dapat m e n u t u p a t au menunda 
Musyawarab Desa apabi la berpendapat babwa acara 
Musyawarab Desa t i dak m u n g k i n d i l an ju tkan karena terjadi 
per ist iwa yang yang mengganggu keter t iban Musyawarab 
Desa a tau perbuatan yang mengan jurkan peserta 
Musyawarab Desa u n t u k me l akukan t i ndakan yang 
bertentangan dengan b u k u m . 

(2) Da lam ba l kejadian l u a r biasa, P impinan Musyawarab Desa 
dapat m e n u t u p a tau menunda acara Musyawarab Desa yang 
sedang berlangsung dengan memin ta persetujuan dar i 
peserta Musyawarab Desa. 



(3) Lama penundaan Musyawarah Desa, sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d a n ayat (2) t i dak boleb lebib da r i 24 
(dua p u l u b empat) j a m . . 

Paragraf 9 
Pengambilan Keputusan 

Pasa l 109 

(1) Pengambilan keputusan da lam Musyawarab Desa pada 
dasamya d iu tamakan d i l a k u k a n dengan cara musyawarab 
u n t u k mufakat . 

(2) Da lam ba l cara pengambi lan keputusan sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) t i dak t e rpenub i , kepu tusan d iambi l 
berdasarkan suara terbanyak. 

Pasal 110 

Pengambilan keputusan berdasarkan mu faka t d i l akukan setelab 
kepada peserta yang bad i r d iber ikan kesempatan u n t u k 
mengemukakan pendapat serta saran, yang kemud ian d ipandang 
c u k u p u n t u k d i ter ima oleb Musyawarab Desa sebagai 
sumbangan pendapat d a n pemik i ran bagi pe rumusan 
kesepakatan te rka i t ba l bersifat strategis yang sedang 
d imusyawarabkan. 

Pasal 111 

(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak d iambi l apabi la 
keputusan berdasarkan: mu faka t sudab t idak m u n g k i n 
d i l akukan . 

(2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak 
d i l akukan dengan pemungutan suara secara rahasia a tau 
t e r tu tup . I 

(3) Pemungutan suara sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d i l akukan dengan cara menu l i skan nama calon pada kertas 
suara yang disediakan oleb Panit ia Pemil iban 

(4) Mekanisme dan ta ta cara pemungutan suara d i a tu r oleb 
Panit ia Pemil iban. 

Pasal 112 

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleb suara terbanyak da r i 
j u m l a b suara sab d i te tapkan sebagai calon Kepala Desa 
terp i l ib . 

(2) Da lam ba l calon kepeda desa yang memperoleb suara 
terbanyak lebib da r i 1 (satu) m a k a d i l akukan pemungun tan 
suara u lang yang d i i k u t i calon dengan suara terbanyak. 

(3) Da lam ba l bas i l pemungutan suara u l ang terdapat lebib da r i 
sa tu calon memperoleb suara terbanyak, se lanjutnya 
d i l akukan tes ter tu l is . 

(4) Tes t e r tu l i s d i l akukan secara mutatis mutandis be r laku 
ke tentuan sebagaimana d imaksud pada Pasal 58 . 

Pasal 113 

Peserta Musyawarab Desa yang meninggalkan acara dianggap 
te lab bad i r dan t idak mempengaruhi sabnya keputusan . 



Pasal 114 

(1) Setiap keputusan has i l Musyawarah Desa ba ik berdasarkan 
musyawarab u n t u k mufakat , suara terbanyak, a tau tes 
te r tu l i s d i tuangkan da lam ber i ta acara. 

(2) Panit ia Pemil iban bertugas u n t u k menyusun ber i ta acara 
bas i l musyawarab desa. ; 

(3) Ber i ta acara sebagaimana d imaksud pada ayat (1) beris i : 
a. ba r i dan tanggal Musyawarab Desa; 
b. tempat Musyawarab Desa; 
c. j u m l a b peserta; 
d . nama calon kepala desa; 
e. pengambi lan keputusan ; dan 
f. calon terp i l ib . 

(4) Ber i ta acara d i tanda tangan i oleb p imp inan musyawarab 
desa d a n saksi yang t e rd i r i da r i : 
a. Penjabat kepala Desa; 
b. Perwakilan dar i pendamping; dan 
c. Perwaki lan undangan . 

Paragraf 10 
Penutupan 

Pasal 115 

Pimpinan Musyawarab Desa m e n u t u p rangka ian acara 
Musyawarab Desa. 

Paragraf 11 
T indak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa 

Pasa l 116 

(1) Berdasarkan Ber i ta acara sebagaimana d imaksud pada pasal 
114 Panit ia Pemil iban ; me laporkan bas i l pe laksanaan 
musyawarab desa kepada BPD pal ing lambat 3 ba r i sejak 
penandatanganan berita acara 

(2) Berdasarkan ber i ta acara Panit ia Pemil iban, BPD menetapkan 
calon Kepala desa te rp i l ib . ; 

(3) BPD menyampaikan data calon kepala desa terp i l ib 
berdasarkan keputusan BPD kepada B u p a t i me la lu i camat 
pa l ing lambat 7 (tujub) b a r i setelab mener ima laporan dar i 
Panit ia Pemil iban. 

(4) Bupa t i menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala 
Desa dengan Keputusan B u p a t i 

(5) Penerbitan Keputussm ; Bupa t i t entang pengesahan 
pengangkatan calon Kepala Desa terp i l ib pa l ing lambat 30 
(tiga pu lub ) b a r i sejak d i ter imanya laporan dar i Badan 
Permusyawaratan Desa. 

(6) Pelant ikan kepala Desa oleb Bupa t i pa l ing lama 30 (tiga 
pu lub ) ba r i sejak d i t e rb i tkan Keputusan pengesahan 
pengangkatan calon kepala Desa terp i l ib dengan u r u t a n acara 
pe lant ikan sesuai dengan ke ten tuan Peraturan 
Perundang-undangan. 



Pasal 117 

Ketentuan mengenai: 
a. Format Keputusan BPD; 
b. Format pember i tabuan akb i r masa j aba tan ; 
c. Format Keputusan Panit ia; 
d . Format Ber i ta Acara; 
e. Format dan u k u r a n kelengkapan peralatan Pemil iban Kepala 

Desa; dan 
f. Format sura t kelengkapan da lam Pelaksanaan Pemil iban 

Kepala Desa 
Sebagaimana tersebut da lam Lamp i ran I I yang merupakan Bagian 
t i dak terp isabkan dengan Peraturan B u p a t i i n i 

BAB X I 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 118 
i 

(1) Baka l calon kepala desa yang d i te tapkan menjadi calon 
kepala desa d inyatakan gugur apabi la d i te tapkan sebagai 
calon kepala desa d i lebib dar i sa tu desa pada gelombang 
pemi l iban kepala desa d i t a b u n yang sama yang 
d i laksanakan d i Kabupaten Pacitan. 

(2) Da lam b a l terdapat salab sa tu calon Kepala Desa yang 
mengundurkan d i r i setelab d i t e tapkan menjadi calon Kepala 
Desa yang mengaikibatkan calon kepala desa k u r a n g dar i 2 
(dua), m a k a tabapan pelaksanaan Pemil iban Kepala desa 
tetap d i l an ju tkan . 

BAB X I I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 119 

(1) Kepala Desa yang ada pada saat i n i tetap melaksanakan 
tugasnya sampai babis masa j aba tannya , sesuai dengan 
Keputusan pengangkatannya. 

(2) Kepala Desa bas i l pemi l iban sebelum ber lakunya Peraturan 
Bupa t i i n i apabi la d iberbent ikan sebelum berakb i r masa 
jabatannya , d iangkat penjabat Kepala Desa sampai dengan 
pelaksanaan Pemil iban Kepala Desa serentak 

BAB X I I I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 120 

Dengan ber lakunya Peraturan i n i , m a k a Peraturan B u p a t i Pacitan 
Nomor 6 Tabun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerab Nomor 11 t a b u n 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, 
Pemil iban, Pelant ikan, dan Pemberbentian Kepala Desa d icabut dan 
d inya takan t i dak ber laku. 



Pasal 121 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i be r l aku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tabkan pengundangan 
Peraturan Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerab 
Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pac i tan 
pada tanggal 3 - 4 - 2 0 1 7 

BUPATI PACITAN 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 3 - 4 - 2 0 1 7 

S E K R E T A R I S DAERAH 

Drs. SUKO WIYONO. MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 195910171985031015 

INDARTA*rO 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 1 7 NOMOR 20 



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PACITAN ; 
NOMOR 2 0 TAHUN 2 0 1 7 
TENTANG PETTUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN D A E R A H NOMOR 9 
TAHUN 2 0 1 6 TENTANG PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

NILAI PEMBOBOTAN 

NO KRITERIA ASPEK NILAI KETERANGGAN' 
1. KRITERIA 

PENGALAMAN 
KERJA 

PNS/ 
TNI/ 

POLRI 

0-5 1 Da lam t a h u n 1. KRITERIA 
PENGALAMAN 

KERJA 

PNS/ 
TNI/ 

POLRI 
> 5 - 10 2 

1. KRITERIA 
PENGALAMAN 

KERJA 

PNS/ 
TNI/ 

POLRI >10-15 3 

1. KRITERIA 
PENGALAMAN 

KERJA 

PNS/ 
TNI/ 

POLRI 
>15-20 4 

1. KRITERIA 
PENGALAMAN 

KERJA 

PNS/ 
TNI/ 

POLRI 

>20-25 5 

1. KRITERIA 
PENGALAMAN 

KERJA 

PNS/ 
TNI/ 

POLRI 

>25 6 

1. KRITERIA 
PENGALAMAN 

KERJA 

Kepala 
desa 

1 periode 
(t idak selesai) 

1 

1. KRITERIA 
PENGALAMAN 

KERJA 

Kepala 
desa 

1 periode 
(selesai) 

2 

1. KRITERIA 
PENGALAMAN 

KERJA 

Kepala 
desa 

2 periode 
(t idak selesai) 

3 

1. KRITERIA 
PENGALAMAN 

KERJA 

Kepala 
desa 

2 periode 
(selesai) 

4 

1. KRITERIA 
PENGALAMAN 

KERJA 

Perangkat 
desa 

0-10 1 Da lam t a h u n 

1. KRITERIA 
PENGALAMAN 

KERJA 

Perangkat 
desa 10-20 2 

1. KRITERIA 
PENGALAMAN 

KERJA 

Perangkat 
desa 

20-30 3 

1. KRITERIA 
PENGALAMAN 

KERJA 

Perangkat 
desa 

>30 4 

2. TINGKAT 
PENDIDIKAN 

SLTP SEDERAJAT 3 2. TINGKAT 
PENDIDIKAN SLTA SEDERAJAT 5 

2. TINGKAT 
PENDIDIKAN 

DI/DI I/DIU i 7 

2. TINGKAT 
PENDIDIKAN 

D IV/S l 9 

2. TINGKAT 
PENDIDIKAN 

S2 11 

2. TINGKAT 
PENDIDIKAN 

S3 13 

3. USIA 25 Sampai dengan 58 3 Da lam t a h u n 3. USIA 
> 5 8 2 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 



LAMPIRAN 11 PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 2 0 TAHUN 2 0 1 7 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN D A E R A H NOMOR 9 
TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

A. Kop Surat Panit ia Pemil ihan 
1. Kop Surat Panit ia Pemil ihan Kepala Desa d i tu l i s pada bagian atas tengah 

dar i kertas sura t dengan h u r u f / t u l i s a n be rwama h i t a m . 
2. Is i tu l i san dan u k u r a n : ; 

a Tu l i san pada bar is per tama dengan h u r u f kap i t a l tebal be rwama h i t a m : 
" PANITIA PEMILIHAN K E P A L A DESA" dengan j en i s h u m f "TVmes New 
Romarf, u k u r a n h u m f 12. 

b Tu l i san pada bar is kedua dengan h u m f kap i t a l t e b a l : 
"DESA KECAMATAN " 
dengan j en is h u m f "Times New Roman"^ u k u r a n h u m f 14. 

c Tul isan pada bar is ketiga dengan h u m f kap i t a l t e b a l : 
"KABUPATEN PACITAN " dengan j en is h u m f "Times New Roman", 
u k u r a n h u m f 14. 

d Tu l i san pada bar is keempat dengan h u m f k e c i l : 
"Sekretariat : {d i tul is a lamat sekretariat panit ia} Telp Kode 
Pos " dengan jen is humf "Times New Roman", u k u r a n 12. 

e Pada bagian bawah kop sura t setelah t u l i s a n : "Sekretariat" d i beri garis 
tebal t ip is . 

f Is i sura t d i tu l i s dengan j en is humf "Times New Roman", u k u r a n 12. 
3. Semua sura t dengan menggunakan Kop Sura t Panit ia Pemil ihan Kepala 

Desa d i tandatangani oleh Ketua Penitia dan disetempel. 
4. Contoh Ben tuk kop sura t Panit ia Pengisian Perangkat Desa Lainnya d a n 

penandatanganannya selengkapnya sebagai b e r i k u t : 



PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Sekre tar ia t : J l No Te lp ' Kode Pos 

.20. 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

720.. 
K e p a d a 

Y t h 
di 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
DESA . KECAMATAN 

I KABUPATEN PACITAN 
Ke tua 

S E T E M P E L 
PANITIA 

( ) 



B. Stempel Panit ia Pemil ihan Kepala Desa 
1. Stempel Panit ia Pemil ihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang dengan 

u k u r a n panjang 6 Cm dan lebar 3 Cm. 
2. Is i Tu l i san : 

a Bar is pertama : "PANITIA" 
b Bar is kedua : "PEMILIHAN KEPALA DESA" 
c Bar is ket iga : "DESA ' KECAMATAN " 
d Bar is keempat : "KABUPATEN PACITAN" 

3. U k u r a n H u r u f menyesuaikan, sedangkan j en is h u r u f "Ar ia l " a tau "Times 
New Roman". 

4. Stempel d iber i garis tepi garis tebal t ip is . 
5. T in ta stempel yang d i gunakan be rwama u n g u . 
6. Contoh Ben tuk stempel pan i t i a sebagai ber ikut : 

PANrriA 
PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA KECAMATAN 
KABUPATEN PACITAN 

."dengan h u r u f u k u r a n 

C. Sampul Surat 
1. Sampul sura t Panit ia Pemil ihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang 

dan menggunakan kertas be rwama p u t i h 
2. Kop Sampul d i tu l i s pada bagian atas! tengah dar i sampu l dengan h u r u f 

"Times New Roman", b e rwama h i t a m . 
3. Is i tu l i s an d a n u k u r a n : 

a Tu l i san pada bar is pertama dengan h u r u f kap i ta l t e b a l : 
" PANITIA PEMILIHAN K E P A L A DESA" dengan h u r u f u k u r a n h u r u f 
12. j 

b Tul isan pada baris kedua dengan h u m f kap i t a l t e b a l : 
"DESA KECAMATAN.. . 
h u m f 14. 

c Tu l i san pada baris ketiga dengan h i i m f kap i t a l t e b a l : 
"KABUPATEN PACITAN " dengan h u m f , u k u r a n h u m f 14. 

d Tu l i san pada bar is keempat dengan h u m f k e c i l : 
"Sekretariat : (d i tul is a lamat sekretariat panitia) Telp Kode 
Pos " dengan u k u r a n 12, 

e Pada bagian bawah kop sampul setelah tu l i s an : "Sekretariat" d i beri 
garis tebal t ip is . 

4. Semua sura t dengan menggunakan Kop Sura t Panit ia Pemil ihan Kepala 
Desa d i tandatangani oleh Ketua Penitia dan disetempel. 

5. Setiap sampu l sura t yang akan d i gunakan u n t u k meng i r im surat , pada 
bagian depan sampul h a m s d iber i stempel pan i t ia d a n d iparaf Ketua a tau 
Sekretaris Panitia. 

6. Contoh s a m p u l : 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A K E C A M A T A N 

K A B U P A T E N P A C I T A N 
Sekre tar ia t : J l No... Telp' Kode Pos 

N o m o r : / / 

S E T E M P E L 
PANITIA 

/200. . 

Y th . 

Kepada 

d i 



D. FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN 
K E P A L A D E S A 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp i....Kode Pos.. 

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 

NOMOR : TAHUN:. 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA , D E S A 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa u n t u k melaksanakan ke tentuan Pasal 10 ayat (3) 
Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 20 T a h u n 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2016 
Tentang Pemil ihan Kepala Desa, per lu menetapkan Keputusan 
Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panit ia 
Pemil ihan Kepala Desa; 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa ; 
Undang-Undang Nomor 23|Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana te lah beberapa k a l i d iubah t e rakh i r 
dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015; 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 
tentang Desa sebagaimana te lah d i u b a h dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 T a h u n 2015; 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 112 T a h u n 2014 
tentang Pemil ihan Kepala Desa; 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 82 T a h u n 2015 
tentang Pengangkatan d a n Pemberhentian Kepala Desa ; 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 110 T a h u n 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa; 
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 t a h u n 2016 
tentang Pemil ihan Kepala Desa; 
Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 20 T a h u n 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 
2016 Tentang Pemil ihan Kepala Desa ; 

Memperhat ikan : Has i l musyawarah desa pembentukan pan i t i a pemi l ihan 
kepala desa yang d i laksanakan pada tanggal.... 

Menetapkan 
K E S A T U 

MEMUTUSKAN 

Membentuk pan i t ia pemi l ihan Kepala Desa .... Kec... T a h u n 
....dengan susunan sebagaimana tersebut da lam Lampiran 
Keputusan i n i . 



K E D U A : Panit ia pemi l ihan sebagaimana d imaksud pada d i k t u m 
"KESATU" Keputusan i n i mempunya i tugas ; 
a. merencanakan, mengkoord inas ikan, menyelenggarakan, 

mengawasi, dan mengendal ikan semua tahapan 
pelaksanaan pemi l ihan; 

b. merencanakan dan menga jukan biaya pemi l ihan kepada 
Bupa t i me la lu i camat; ; 

c. me lakukan pendaftaran dan penetapan pemi l ih ; 
d . menetapkan j u m l a h suara d a n kotak suara; 
e. mengadakan penjar ingan d a n penyar ingan baka l calon; 
f. menetapkan calon yang te lah memenuh i persyaratan; 
g. menetapkan ta ta cara pelaksanaan pemi l ihan ; 
h . menetapkan ta ta cara pelaksanaan kampanye; 
i . memfasi l i tasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan 

tempat pemungutan suara; 
j . memfasi l i tasi pengadaan sura t suara, ko tak suara, dan 

perlengkapan pemi l ihan kepala desa la innya; 
k . melaksanakan pemungutan suara; 
1. menetapkan has i l rekap i tu las i penghi tungan suara dan 

m e n g u m u m k a n has i l pemi l ihan ; 
m . menetapkan calon Kepala Desa te rp i l ih ; 
n . me lakukan evaluasi | dan pelaporan pelaksanaan 

pemi l ihan; dan \ 
o. melaksanakan tugas Ia in sesuai dengan ke tentuan 

perundangan yang ber laku. 

: Panit ia pemi l ihan sebagaimana d imaksud pada d i k t u m 
"KESATU" Keputusan i n i mempunya i kewaj iban : 

a. Memper lakukan calon Kepala Desa secara adi l ; 
b. Memel ihara semua dokumen yang berka i tan dengan proses 

pemi l ihan; 
c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

BPD; 
d . Melaksanakan semua tahapan pemi l ihan dengan tepat 

w a k t u . 
e. Menempati sekretariat . pan i t i a pemi l ihan yang te lah 

disediakan. 
: Panit ia Pemil ihan sebagaimana d imaksud pada d i k t u m 

"KESATU" Keputusan i n i d i larang : 
a. Menjadi calon Kepala Desa; 
b. Memihak calon Kepala Desa; 
c. Me lakukan t indakan- t indakan yang menguntungkan 

kepentingan pr ibad i a t au ke lompok t e r t en tu . 

: Keputusan i n i m u l a i ber laku pada tanggal d i te tapkan 
Di te tapkan d i 
pada tanggal 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Ke tua 

Tembusan kepu tusan i n i d isampaikan kepada: , 
Y th . 1.Bupati Pacitan d i Pacitan; | 

2.Sdr. Camat ; | 
3.Yang bersangkutan u n t u k d ike tahu i . 

K E T I G A 

K E E M P A T 

K E L I M A 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA. 
NOMOR : 
TANGGAL: 

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMATAN.. .TAHUN .... 

No. Kedudukan Nama A lamat Perwaki lan u n s u r 
(Pemerintah desa/ 

kelembagaan desa/ tokoh 
masyarakat) 

1. Ketua 
2. Anggota 
3. Anggota 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 
D E S A .. .KECAMATAN... 
KABUPATEN PACITAN 

Ketua 



E . FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS 
PEMILIHAN 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp i....Kode Pos. 

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 

NOMOR : TAHUN:, 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA , D E S A 

Menimbang 

Mengingat 

Bahwa u n t u k melaksanakan ke ten tuan Pasal 4 ayat (5) 
pera turan Bupa t i Pacitan Nomor 2 0 T a h u n 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2016 
Tentang Pemil ihan Kepala Desa, per lu menetapkan Keputusan 
Badan PermusyawEU'atan Desa tentang Pembentukan Panit ia 
Pengawas Pemil ihan; 

1. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa ; 
2. Undang-Undang Nomor ' 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana te lah beberapa k a l i 
d i u b a h t e rakh i r dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 
2015; I 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 
tentang Desa sebagaimana te lah d i u b a h dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 T a h i i n 2015; 

4. Peraturan Menter i Da lam | Negeri Nomor 112 T a h u n 2014 
tentang Pemil ihan Kepala Desa; 

5. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 82 T a h u n 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ; 

6. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 110 T a h u n 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 t a h u n 2016 
tentang Pemil ihan Kepala Desa; 

8. Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 20 T a h u n 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 
2016 Tentang Pemil ihan Kepala Desa ; 

Memperhatikan : Hasi l musyawarah anggota BPD pembentukan pan i t ia 
pengawas pemi l ihan yang d i laksanakan pada tanggal.... 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan 
K E S A T U Membentuk pan i t ia pengawas pemi l ihan .... Kec... t a h u n 

....dengan susunan sebagaimana te r tu l i s da lam lamp i ran 
keputusan i n i . 



K E D U A Panit ia pengawas pemi l ihan sebagaimana d imaksud pada 
d i k t u m "KESATU" Keputusan i n i mempunya i tugas : 
a. Me lakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemilihEin; 
b. mener ima pengaduan atas dugaan pelanggaran proses 

penyelenggaraan pemi l ihan ; 
c. meneruskan t emuan dan pengaduan kepada BPD; dan 
d. melaksanakan tugas l a in yang d iper in tahkan BPD, 

K E T I G A Panit ia pengawas pemi l ihan sebagaimana d imaksud pada 
d i k t u m Kesatu memi l i k i kewaj iban : 
a. Memper lakukan calon Kepala Desa secara ad i l ; 
b . Memel ihara semua dokumen yang berka i tan dengan 

pengawasan; dan 
c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. 

K E E M P A T : Panit ia Pemil ihan sebagaimana d imaksud pada d i k t u m 
"KESATU" Keputusan i n i d i larang : 
a. Menjadi calon Kepala Desa; 
b. Memihak calon Kepala Desa; d a n 
c. Me lakukan t indakan- t indakan yang menguntungkan 

kepent ingan pr ibad i a t au kelompok te r t en tu . 

K E L I M A Keputusan i n i m u l a i ber laku pada tanggal d i te tapkan 
Di te tapkan d i 
pada tanggal 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Ketua 

Tembusan keputusan i n i d isampaikan kepada: 
Y t h . . 1.Bupati Pacitan d i Pacitan; 

2.Sdr. Camat ; 
3.Yang bersangkutan u n t u k d ike tahu i . 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA. 
NOMOR : 
TANGGAL: 

SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN 
D E S A KECAMATAN.. .TAHUN .... 

No. Kedudukan 
Da lam Panit ia 

Nama A lamat Perwaki lan u n s u r 
(Pemerintah desa/ 

kelembagaan desa/ tokoh 
masyarakat) 

1. Ketua 
2. Anggota 
3. Anggota 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 
D E S A . . .KECAMATAN... 
KABUPATEN PACITAN 

Ketua 



F , FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN A K H I R MASA JABATAN 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 
DESA. KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp....i Kode Pos , 

Pacitan, 
141 / /xxxx/xxxx Kepada : 
Penting Y th . Kepala Desa 

d i 
Pember i tahuan A k h i r Masa 
Jaba tan PACITAN 

Sebagaimana ke tentuan Pasal 8 Peraturan B u p a t i Pacitan 
Nomor 20 T a h u n 2017 tentang , Pe tunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 9 T a h u n 2016 tentang Pemil ihan Kepala Desa, bahwa 
BPD member i tahukan akh i r masa j aba tan kepala desa 6 (enam) b u l a n 
sebelum berakhir masa j aba t an kepala desa. 

Sebubungan dengan h a l tersebut, k a m i be r i t ahukan bahwa 
masa j aba tan Saudara akan habis pada tanggal , u n t u k i t u agar 
saudara segera mempers iapkan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa a k h i r masa j a b a t a n u n t u k d isampaikan kepada 
B u p a t i mela lu i camat secara te r tu l i s pa l ing lambat 5 (lima) b u l a n 
sebelum masa j aba t an berakhir . ' 

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut pa l ing 
sedikit memuat : 
a. ringkasan laporan t a h u n - t a h u n sebelumnya; 
b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa da lam jsmgka w a k t u 

u n t u k 5 (lima) b u l a n sisa masa j aba tan ; 
c. has i l yang dicapai dan yang be lum dicapai ; dan 
d . h a l yang dianggap per lu perba ikan. 

Disamping i t u agar saudara j u g a mempers iapkan memor i serah 
ter ima j aba t an yang te rd i r i atas: 
a. Pendahuluan; 
b. Monografi Desa; 
c. Pelaksanaan program kerja t a h u n l a l u ; 
d . Rencana program yang akan datang; 
e. Kegiatan yang te lah diselesaikan, sedang d i laksanakan, dan 

rencana kegiatan setahun terakhir ; 
f. Hambatan yang d ihadapi ; dan | 
g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa. 

Demik ian beberapa h a l yang per lu k a m i sampaikan, atas 
perhat ian dan t indak lan ju t Saudara, Kami ucapkan ter ima kas ih . 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 
D E S A .. .KECAMATAN... 
KABUPATEN PACITAN 

Ketua 

No 
Sifat 
Lamp. 
Perihal 

Tembusan : 
1. B u p a t i Pacitan 
2. Camat . . . . 



G. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PEMBENTUKAN 
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA 
PEMIL IH 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A . . . . .KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp....J Kode Pos.. 

Menimbang 

Mengingat 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 

NOMOR : TAHUN:, 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 
DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMIL IH 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A DESA , DESA. 

Bahwa guna melaksanakan ke tentuan Pasal 11 ayat (2) 
pe ra turan B u p a t i Pacitan Nomor 20 t a h u n 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2016 
Tentang Pemil ihan Kepala Desa, per lu menetapkan Keputusan 
Panit ia Pemil ihan tentang Pembentukan Panit ia Pemungutan 
Suara d a n Petugas Pemutakhi ran Data Pemil ih; 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa ; 
Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana te la l i beberapa k a l i d iubah te rakh i r 
dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015; 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 
tentang Desa sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 T a h u n 2015; 
Peraturan Menter i Da lan i Negeri Nomor 112 T a h u n 2014 
tentang Pemil ihan Kepala Desa; 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 82 Teihun 2015 
tentang Pengangkatan dan | Pemberhentian Kepala Desa ; 
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 t a h u n 2016 
tentang Pemil ihan Kepala Desa; 
Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 20 T a h u n 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 
2016 Tentang Pemil ihan Kepala Desa ; 

Memperhatikan : Hasi l musyawarah anggota Panit ia Pemil ihan pembentukan 
pan i t ia pemungutan suara dan petugas pemutakh i ran data 
pemi l ih yang d i laksanakan pada tanggal.... 

Menetapkan 
K E S A T U 

MEMUTUSKAN 

Membentuk Panit ia Pemungutan Suara d a n Petugas 
Pemutakhi ran Data Pemil ih pemi l ihan Kepala Desa.... Kec... 
T a h u n ....dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut 
pada Lampiran I dan I I Keputusan i n i . 



i 
i 

KEDUA : Panit ia Pemungutan Suara d a n Petugas Pemutakhi ran Data 
Pemil ih sebagaimana d i m a k s u d pada d i k t u m "KESATU" 
Keputusan i n i mempunya i tugas, kewaj iban ,dan larangan 
sebagaimana ke tentuan da lam Peraturan Perundang-undangan 
yang ber laku. 

K E T I G A : Keputusan i n i m u l a i ber laku pada tanggal d i te tapkan 

D i t e tapkan d i 
pada tanggal 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Ke tua 

Tembusan keputusan i n i d isampaikan kepada: 
Y th . 1 .Ketua BPD; dan 

2.Yang bersangkutan u n t u k d ike tahu i . 



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN 
NOMOR : 
TANGGAL : 

Panit ia Pemungutan Suara 
Desa Kecamatan. . . . 

No. Kedudukan 
Da lam Panit ia 

Nama A lamat 
i 

Ket. 

1. Ketua 
2. Anggota 
3. Anggota 

• 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A . . .KECAMATAN... 
KABUPATEN PACITAN 

Ke tua 



LAMPIRAN 11: KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN 
NOMOR : 
TANGGAL : 

Petugas Pemutakhiran Data Pemi l ih 
Desa..... Kecamatan. . . . 

i 
No. Nama Alamat ! Ket. 
1. 
2. 
3. 

i 

1 

I 
PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

D E S A .. .KECAMATAN... 
KABUPATEN PACITAN 

Ketua 



H. FORMAT SURAT KUASA 
i 

SURAT KUASA 

Yang bertanda tangan d i bawah i n i , calon Kepala Desa Kec. . . : 

Nama : i 
Alamat : | 
No u r u t : 

Member ikan kuasa kepada : 
i 

Nama : 
A lamat : i 

U n t u k menjadi saksi da lam proses pemungu tan dan penghi tungan suara 
Pemil ihan Kepala Desa.... Kecamatan.. . t ahun : . , . . 
Da lam menja lankan tugas, agar saksi meng iku t i ke t en tuan da lam pera turan 
perundangan-undangan yang ber laku. | 

i 

I Pacitan, 
Yang d iber ikan kuasa, Pemberi kuasa, 

Materei Rp. 6000 



I . FORMAT USUL PERBAIKAN/INFORMASI P E M I L I H 

USUL PERBAIKAN/ INFORMASI P E M I L I H 

Yang bertanda tangan d ibawah i n i : 

Nama : 
A lamat : 
Tempat d a n Tanggal l ah i r : 
NIK : 

Dengan sebenar-benamya menyampaikan u s u l perbaikan/informasi pemi l ih atas 
nama : 

Nama 
A lamat : 
Tempat d a n Tanggal l ah i r 
NIK : 

Sedangkan data yang benar adalah : 
i 

Nama : 
A lamat : 
Tempat dan Tanggal : i 
l ah i r 
NIK : 

Demik ian , k a m i bertanggungjawab atas laporan/informasi yang d iber ikan. 

Pacitan, 

Laporan d i ter ima oleh : Pemberi informasi , 



I 

J . FORMAT LAPORAN B E L U M T E R D A F T A R 

LAPORAN B E L U M T E R D A F T A R 

Yang bertanda tangan d ibawah i n i : 

Nama 
A lamat 
Tempat dan Tanggal l ah i r 
NIK 

Dengan sebenar-benamya menyampaikan bahwa penduduk atas nama : 

Nama 
A lamat 
Tempat dan Tanggal l ah i r 
NIK 

Be lum terdaftar sebagai pemi l ih da lam pemi l ihan kepala Desa.... Kec t a h u n . 
Mohon u n t u k d imasukan da lam daftar pemi l ih t ambahan . 

Demik ian , k a m i ucapkan te r ima kas ih . 

Laporan d i te r ima oleh : 

Pacitan, 

Pemberi in formasi , 



K. FORMAT S U R A T B U K T I PEMUTAKfflRAN DAN VALIDASI 

untuk pemil ih 
PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

D E S A KECAMATAN 
KABUPATEN PACITAN 

Sekre ta r i a t : J l No Telp Kode Pos. 

SURAT BUKTI PEMUTAKHIRAN DAN VALIDASI 
Nomor: RT: 1..RW: 

Panit ia Pemil ihan te lah me lakukan pencocokan dan penel i t ian pemi l ih kepada: 
Nama : \ 
Tempat/Tgl Lahi r : 
Jenis Kelamin : Lak i - lak i / Perempuan 
Alamat : RT RW D u s u n 
yang bersangkutan te lah d inyatakan memenuh i syarat sebagai pemi l ih d a n 
d iber ikan h a k u n t u k menggunakan h a k p i l ihnya da lam pelaksanaan Pemil ihan 
Kepala Desa pada h a r i dan tanggal yang te lah d i te tapkan sesuai dengan 
undangan Pemil ihan Kepala Desa. 

Pemilih, 
, 20. 

Petugas Pemutakhiran 
Data Pemilih, 

untuk petugas 
Gunting disini 

Pemilih, 
, 20.. 

Petugas Pemutakhiran Data 
Pemilih, 



L . l . FORMAT D A F T A R P E M I L I H SEMENTARA 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A I. . . .KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Sekre ta r i a t : J l . . . ! Telp Kode Pos. 

DAFTAR P E M I L I H S E M E N T A R A 
PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

KABUPATEN PACITAN 
D E S A 
KECAMATAN 
KABUPATEN 

Halaman: 
NO 

P E M I L I H 
NAMA T E M P A T 

/ T G L 
L A H I R 

S T A T 
US 

B/K/ 
D / J * 

J E N I S 
K E L A M I 
N L/P* 

ALAMAT K E T NO 
P E M I L I H 

NAMA T E M P A T 
/ T G L 

L A H I R 

S T A T 
US 

B/K/ 
D / J * 

J E N I S 
K E L A M I 
N L/P* DUSUN RW R T 

1 A Pet... B L Barak I 0 1 
2 B Pet... K L I 02 
3 C Pet... B P I 03 
4 D Pet... K P I 04 
5 E Pet... B P I 05 
6 F Pet... K L Cerbon I I 0 1 
7 G Pet... K L I I 02 
8 H Pet... K L I I 03 
9 I Pet D L I I 04 
10 J Pet... J P I I 05 
11 K Pet i P Praneak I I I 0 1 
12 L Pet K L I I I 02 
13 M Pc K P I I I 03 
14 N K P I I I 04 

dst 

Panit ia Pemi l ihan Kepala Desa 

1. Ke tua 
2 . Anggota 
3 . Anggota 

*Keterangan: 
1. B : Be lum Kawin 
2. K : Kawin 
3. D : D u d a 
4. J : J a n d a 
5. L : Lak i - lak i 
6. P : Perempuan 



L , 2 . FORMAT D A F T A R P E M I L I H T E T A P 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
DESA. .KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp....l Kode Pos. 

D A F T A R P E M I L I H T E T A P 
PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

KABUPATEN PACITAN 

D E S A 
KECAMATAN 
KABUPATEN 

Halaman; 
N O 

P E M I L I H 
N A M A T E M P A T 

/ T G L 
L A H I R 

S T A T U S 
B / K / D / J 

* 

J E N I S 
K E L A M I N 

L / P * 

ALA LMAT K E T N O 
P E M I L I H 

N A M A T E M P A T 
/ T G L 

L A H I R 

S T A T U S 
B / K / D / J 

* 

J E N I S 
K E L A M I N 

L / P * D U S U N R W R T 

1 A Pet,,, , B L Barak I 01 

2 
3 
4 
5 

6 F Pet K i Cerbon I I 0 1 

7 
8 
9 
10 

11 K Pet 
j Praneak I I I 01 

12 
13 ! 

14 
ds t 

Panit ia Pemi l ihan Kepala Desa 

1. Ke tua 
2 . Anggota 
3 . Anggota 

*Keterangan: 
1. B : Be lum Kawin 
2. K : Kawin 
3. D : D u d a 
4. J : J a n d a 
5. L : Lak i - lak i 
6. P : Perempuan 



M. F O R M A T D A F T A R P E M I L I H TAMBAHAN 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
DESA. KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Sekretariat : J l Telp....i Kode Pos. 

D A F T A R P E M I L I H TAMBAHAN 
PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

KABUPATEN PACITAN 

D E S A 
KECAMATAN 
KABUPATEN 

Halaman: 
N O N A M A T E M P A T / S T A T U S J E N I S A L A M A T K E 

P E M I L I H T G L B / K / D / J K E L A M I N T 
L A H I R * L / P * D U S U N R W R T 

1 
2 
3 
4 1 
5 
6 
7 i 
8 
9 i 
10 ] 

11 j 
12 i 
13 
14 

ds t 

, 20 . . 
Panit ia Pemi l ihan Kepala Desa 

1. Ke tua 
2 . Anggota 
3. Anggota 

*Keterangan: 
1. B 
2. K 
3. D 
4. J 
5. L 
6. p 

: Be lum Kawin 
: Kawin 
: Duda 
: Janda 
: Lak i - lak i 
: Perempuan 



N. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA K E P A D A TUHAN YANG MAHA 
E S A 

SURAT PERNYATAAN 
BERTAQWA K E P A D A TTHIAN YANG MAHA E S A 

Yang bertanda tangan d i bawah i n i : 

N a m a 
Tempat/Tgl. Lahi r 
Agama 
Jenis Kelamin 
Pekerjaan 
Alamat 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada T u b a n Yang 
Maba Esa. 

Demik ian pemyataan i n i saya b u a t dengan sebenamya d a n apabi la 
t emya ta pemyataan i n i t i dak benar, saya sanggup d i t u n t u t sesuai ke tentuan 
Peraturan perundang-undangan yang berlaku. ' 

20. . 

Yang membuat pemyataan 

Materai 
Rp. 6.000,-



O . F O R M A T S U R A T P E R N Y A T A A N M E M E O A N G T E G U H D A N M E N G A M A L K A N 
P A N C A S I L A , U N D A N G - U N D A N G D A S A R | N E G A R A R E P U B L I K I N D O N E S I A 
T A H U N 1 9 4 5 , M E M P E R T A H A N K A N 
N E G A R A K E S A T U A N R E P U B L I K I N D O N E S I A D A N B H I N N E K A T U N G G A L 
I K A 

S U R A T P E R N Y A T A A N 
M E M E G A N G T E G U H D A N M E N G A M A L K A N P A N C A S I L A , 

U N D A N G - U N D A N G D A S A R N E G A R A R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 1 9 4 5 , 
M E M P E R T A H A N K A N D A N M E M E L I H A R A K E U T U H A N N E G A R A K E S A T U A N 

R E P U B L I K I N D O N E S I A D A N B H I N N E K A T U N G G A L I K A 

Yang bertanda tangan d i bawah i n i : 

N a m a 
Tempat/Tgl. Lahi r 
Agama 
Jenis Kelamin 
Pekerjaan 
A lamat 

menyatakan dengan sesungguhnya, b a h v a saya memegang tegub dan 
mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republ ik Indonesia 
T a b u n 1945, memper tahankan dan meme ibara k e u t u h a n Negara Kesatuan 
Republ ik Indonesia dan Bh inneka Tunggal Ika . 

Demik ian pemyataan i n i saya b u s t dengan sebenamya dan apabi la 
t emya ta pemyataan i n i t idak benar, saya :>anggup d i t u n t u t sesuai ke tentuan 
pera turan perundang-undangan yang ber laku. 

20. . 

Y mg membuat pemyataan 

Materai 
Rp. 6.000,-



p. FORMAT SURAT PERNYATAAN T IDAK PERNAH MENJADI K E P A L A D E S A 
SELAMA 3 (TIGA) K A L I MASA JABATAN 

SURAT PERNYATAAN 
T IDAK PERNAH MENJADI K E P A L A DESA 

JABATAN 
SELAMA 3 (TIGA) K A L I MASA 

Yang bertanda tangan d.i bawah i n i 

N a m a 
Tempat/Tgl. Lahi r 
Agama 
Jenis Kelamin 
Pekerjaan 
A lamat 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa 
Desa selama 3 (tiga) k a l i masa j aba tan . 

saya t i dak p emab menjadi kepala 

Demik ian pemyataan i n i saya buat 
t emya ta pemyataan i n i t i dak benar, saya 
pera turan pemndang-undangan yang ber laku. 

Materai 
Rp. 6.000,-

dengan sebenamya dan apabi la 
sknggup d i t u n t u t sesuai ke tentuan 

.20.. 

Yang m e m b u a t pemyataan 



Q. FORMAT SURAT PERNYATAAN B E R S E DIA MENCALONKAN D IR I MENJADI 
K E P A L A D E S A 

SURAT PERNYATAAN 
B E R S E D I A MENCALONKAN D IR I MENJADI K E P A L A D E S A 

Yang bertanda tangan d i bawah i n i 

N a m a 
Tempat/Tgl. Lah i r 
Agama 
Jenis Ke lamin 
Pekerjaan 
A lamat 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahws 
menjadi kepala desa 

saya bersedia menca lonkan d i r i 

Demik ian pemyataan i n i saya bua.t dengan sebenamya d a n apabi la 
t emya ta pemyataan i n i t i dak benar, saya s;anggup d i t u n t u t sesuai ke tentuan 
pera turan perundang-undangan yang ber laku. 

Materai 
Rp. 6.000,-

Y j n g membuat pemyataan 

.200.. 



R. FORMAT SURAT PERNYATAAN SERSEDIA BERDOMIS IL I ATAU 
B E R T E M P A T TINGGAL 

SURAT PERNYATAAN 
B E R S E D I A BERDOMIS IL I ATAU B E R T E M P A T TINGGAL 

Yang bertanda tangan i l i bawab i n i : 

N a m a 
Tempat/Tgl. Lab ir 
Agama 
Jenis Kelamin 
Pekerjaan 
A lamat 

menyatakan dengan sesunggubnya, babwd saya bersedia berdomisi l i a tau 
bertempat t inggal d i Desa Kecamatap setelab te rp i l ib d a n d i l an t i k 
menjadi Kepala Desa Kecamatan 

Demik ian pemyataan i n i saya b u a 
t emya ta pemyataan i n i t i dak benar, saya 
pera turan pemndang-undangan yang ber laku 

dengan sebenamya dan apabi la 
sjanggup d i t u n t u t sesuai ke tentuan 

Materai 
Rp. 6.000,-

.20.. 

Y e n g membuat pemyataan 



T . FORMAT SURAT PERNYATAAN T IDAK PLRNAH D IBERHENTIKAN DENGAN 
T IDAK HORMAT SEBAGAI K E P A L A DESA, PNS, ATAU ANGGOTA TNI/POLRI 

SURAT PERNYATAAN T IDAK PERNAH D IBERHENTIKAN DENGAN T IDAK 
HORMAT SEBAGAI K E P A L A DESA, PNS ATAU ANGGOTA TNI/POLRI 

Yang bertanda tangan c i bawah i n i : 

N a m a 
Tempat/Tgl. Lahi r 
Agama 
Jenis Ke lamin 
Pekerjaan 
A lamat 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya t idak p emab d iberbent ikan 
dengan t idak bo rma t sebagai Kepala Desa, PNS, a tau anggota TNI/POLRI. 

Demik ian pemyataan i n i saya buat dengan sebenamya d a n apabi la 
t emya ta pemyataan i n i t i dak benar, saya s inggup d i t u n t u t sesuai ke tentuan 
pera turan pemndang-undangein yang ber laku. 

Materai 
Rp. 6.000,-

.20.. 

Yang membuat pemyataan 



U. SURAT PERNYATAAN K E B E N A I ^ DOKUMEN PERSYARATAN 

SURAT PERNYATAAN 
KEBENARAN DOKUMEN PERSYARATAN 

Yang bertanda tangan i i bawah i n i 

N a m a 
Tempat/Tgl. Lah i r 
Agama 
Jenis Kelamin 
Pekerjaan 
A lamat 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa se luruh informasi da lam 
per lengkapan/dokumen persyaratan adminis t ras i pendaftaran baka l calon kepala 
desa yang saya a jukan adalah benar. 

Demik ian pemyataan i n i saya buax dengan sebenamya dan apabi la 
t emyata pemyataan i n i t idak benar, saya s anggup d i t u n t u t sesuai ke tentuan 
pera turan perundang-undangan yang ber laku. 

Materai 
Rp. 6.000,-

.20.. 

Yang membuat pemyataan 



V. FORMAT B E R I T A ACARA PENUTUPAf PENDAFTARAN BAKAL CALON 
K E P A L A D E S A 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PA CITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp...., Kode Pos., 

:ARA 

KECAMATAN 

B E R I T A A C 
PENUTUPAN PENDAFTARAN B A K A L CALON K E P A L A D E S A 

TAHAP K E 
PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

KABUPATEN PACITAN 
Pada h a r i i n i tanggal 

bertempat d i 
Desa, Desa , Kecamatan 
mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran E aka l Calon Kepala Desa, Pemil iban 
Kepala Desa , Kecamatan 
dengan bas i l sebagai b e r i k u t : 

1. Dengan telab be rakh imya w a k t u Pend i f ta ran Baka l Calon Kepala Desa 
Tabap {Pertama/Kedua) yang d i laksanakan m u l a i tanggal 

s/d maka Pepdaftaran Baka l Calon Kepala Desa 
d inyatakan d i t u t u p . 

2. Da lam w a k t u Pendaftaran tersebut te lab 
yang telab mendaf tarkan d i r i y a i t u : 

diperoleb Baka l Calon Kepala Desa 

a. Sdr u m u r t a b u n , pend id ikan 
pekerjaan 

b. Sdr u m u r 
pekerjaan 

c. Sdr u m u r t a b u n , pend id ikan 
pekerjaan 

d. dst . 

3. Selanjutnya Panit ia Pemil iban akan 
persyaratan baka l calon me l i pu t i 
admin is t ras i pencalonan. 

Demik ian Ber i ta Acara Penutupan Pendaftarap 
d ipergunakan sebagaimana mest inya. 

t a b u n , 
, k a m i Panit ia Pemil iban Kepala 

, Kabupaten Pacitan te lah 

Kabupaten Pacitan, 

a lamat 

t a b u n , pend id ikan 
a lamat 

a lamat 

me lakukan penel i t ian terbadap 
kelengkapan dan keabsaban penelft ian 

i n i d i bua t dengan sebenamya d a n 

20. . . 

Panit ia Pemil ihan kepa la Desa 
Desa 

1. Ketua 
2. Anggota 
3. Anggota 

Kabupaten Pa< dtan 

( 
( 

• • • • ( ) 



W. FORMAT PENELIT IAN KELENGKAPAN DikN KEABSAHAN ADMINISTRASI 

PANITIA PEMILIHAN 
D E S A K E C 

KABUPATEN PA 
Sekre ta r i a t : J l Telp 

I P A L A D E S A 
: A N 
:iTAN 

.Kode Pos., 

P E N E L I T I A N K E L E N G K A P A N D A N K I ^ S A H A N A D M I N I S T R A S I 

Nama Baka l Calon : 
A lamat : 

No. U r a i a n Ada T idak Keterangan 

Fotokopi KTP 
sebagai b u k t i 
Indonesia dar i 
daerab yang 

a tau Sura t 
sebagai warga 

pejabat pada 
menangani 

keterangan 
negara 

perangkat 
u n s a n 

kependudukan dan pencatatan s ip i l 
2, 

3! 

Sura t pemyataan bertaqwa kepada Tuban 
Yang Maba Esa 
Sura t pemyataan memegang tegub dan 
mengamalkan Pancasila, Undang-Undang 
Dasar Negara Republ ik Indonesia Te b u n 
1 9 4 5 , memper tabankan dan m e m e l i i a r a 
k e u t u b a n Negara Kesatuan Repijiblik 
Indonesia dan Bb inneka Tunggal I k a 
Fotokopi ijazab pend id ikan formal yang 
d ike luarkan oleb Pemerintab a tau ij izah 
muada lab dar i t ingkat dasar sampai 
dengan ijazab te rakb i r yang dilegalisasi 
oleb pejabat berwenang a tau s u r a t 
pemyataan dar i pejabat yang berwenang 
Fotokopi ak t a ke lah i ran a tau durat 
keterangan kenal lab i r yang dilegalisasi 
oleb pejabat pada perangkat daerab ; ^ang 
menangani u m s a n kependudukan a tau 
pencatatan s ip i l 
Surat pemyataan bersedia menca lbnkan 
d i r i menjadi kepala Desa yang d i b u a : oleb 
yang bersangkutan d i atas kertas sege a tau 
bermeterai c u k u p ; 
Sura t keterangan dar i ke tua pengadi lan 
babwa t i dak pemab d i j a tuh i p idana 
penjara berdasarkan p u t u s a n pengadi lan 
yang te lab mempunya i kekuatan b u k u m 
tetap karena me lakukan t i ndak p idana 
yang d iancam dengan p idana pe r j a ra 
pa l ing s ingkat 5 (lima) t a b u n a tau lebi 1 

8. Surat keterangan dar i ke tua pengadi lan 
negeri babwa t i dak sedang d icabut b a k 
p i l ihnya sesuai dengan p u t u s a n 
pengadi lan yang telab mempunya i b u k u m 
tetap 



9. Surat keterangan berbadan sebat 
bebas dar i penyalabgunaan Narkotike 
obat ter larang la innya dar i r u m a h 
u m u m daerab 

d a n 
. dan 
sakit 

1 

10. Surat keterangan da r i Camat babwa 
bersangkutan t idak p emab me 
kepala Desa selama 3 (tiga) k a l i i 
jabatan 

yang 
i j ad i 
nasa 

11 . Sura t pemyataan dar i yang bersangk 
babwa t i dak p emab menjadi kepala 
selama 3 (tiga) k a l i masa j aba tan 

u t a n 
Desa 

12, Sura t pemyataan t idak pe 
d iberbent ikan dengan t idak bo 
sebagai Kepala Desa, PNS, a tau an; 
TNI/POLRI yang d ibua t oleb 
bersangkutan d i atas kertas segel 
bemiatere i c u k u p 

m a b 
rmat 
^ o t a 
yang 
a tau 

13. Sura t pemyataan bersedia berdoi 
a tau bertempat t inggal d i desa sete 
setelab terp i l ib dan d i l an t ik me 
kepala desa, yang d ibua t oleb 
bersangkutan d i atas kertas segel 
bermaterei c u k u p 

nisi l i 
npa t 
i j a d i 
yang 
a tau 

14. Sura t Pemyata n Kebenaran Do l 
Persyaratan; 

u m e n 

15. Pas Foto d i r i u k u r a n 4x6 [4 Lembar) 

Has i l penel i t ian : memenuhi syarat / tidfik memenuhi syarat. 

20. . , 

Desa 

1. Ketua 
2. Anggota 
3. Anggota 

Panit ia Pemil ihan Kepala Desa 
Kecamatan 

Kabupaten Pac i tan 

( 



X . FORMAT B E R I T A ACARA PENELIT IAN CELENGKAPAN DAN KEABSAHAN 
ADMINISTRASI BAKAL CALON K E P A L A D E S A 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp L. . .Kode Pos. 

, t a h u n , 
berdasarkan penel i t ian terbadap 

B E R I T A ACARA 
PENELIT IAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI 

BAKAL CALON K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Pada b a r i i n i tanggal 

bertempat d i 
kelengkapan dan keabsaban berkas Admin is t ras i Baka l Calon Kepala Desa, 
Pemil iban Kepala Desa , Kecajmatan , Kabupaten 
Pacitan, dengan bas i l adalab sebagai be r ikut : 
1 . Baka l Calon Kepala Desa se jumlah 
2. Baka l Calon Kepala Desa yang memen 

menjadi Calon Kepala Desa se jumlah .. 
a. Sdr 

pekerjaan 

( ) orang. 
i b i persyaratan u n t u k d i te tapkan 

( ) orang, y a i t u : 
i m u r ......... t a b u n , pend id ikan 

a lamat 

b. Sdr. 

c. Sdr. 

pekerjaan 

pekerjaan 

i m u r t a b u n , pend id ikan 
a lamat 

i m u r t a b u n , pend id ikan 
a lamat 

d. Sdr. 
pekerjaan 

j m u r t a b u n , pendid ikan 
a lamat 

e. dst. 
3. Baka l Calon Kepala Desa yang t ida i memenuh i persyaratan u n t u k 

d i te tapkan menjadi Calon Kepala Desa 
orang, ya i tu : 
a. Sdr 

pekerjaan 
j m u r t a b u n , pend id ikan 

a lamat 

b. Sdr. 
pekerjaan 

c dst. 
4. Baka l Calon Kepala Desa yang mengundUjrkan d i r i se jumlah 

orang, y a i t u : 
a. Sdr 

pekerjaan 

b. Sdr i m u r t a b u n , pend id ikan 

c. c. 

pekerjaan 

dst . 

se jumlah ( ) 

i m u r t a b u n , pend id ikan 
a lamat 

( ) 

i m u r t a b u n , pendid ikan 
a lamat 

a lamat 



Demik ian Ber i ta Acara i n i d i bua t 
d ipergunakan seperlunya. 

dengan sebenamya d a n dapat 

20. . . 

Desa 
Panit ia Pemil ihan K spala Desa 

Kecamatan 
Kabupaten Pacitan 

1 . Ketua 
2. Anggota 
3. Anggota 



Y. FORMAT PENGUMUMAN HASIL PENEL IT IAN K E L E N G K A P A N DAN 
KEABSAHAN ADMINISTRASI BAKAL C A .ON K E P A L A D E S A 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN P A : iTAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp ....Kode Pos., 

PENGUMUMiLN 
HASIL PENELIT IAN 

KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI BAKAL CALON K E P A L A 
D E S A 

Berdasarkan ber i ta acara penel i t ian kelengkapan dan keabsaban 
persyaratan administas i , k a m i u m u m k a n las i l penel i t ian kelengkapan dan 
keabsaban persyaratan adminis tas i Baka l C f l o n Kepeda Desa pemi l iban kepala 
desa.... Kecamatan adalab sebagaimana ter lampir . 

Selanjutnya k a m i barapkan m a s u k a i da r i masyarakat apabi la ada 
keterangan/data yang t idak sesuai dengan ssmestinya, m a s u k a n tersebut agar 
d isampaikan kepada Panit ia Pemil iban pal ing ambat tanggal 

Bagi baka l calon kepala desa yang persyaratannya mas ib be lum lengkap, 
agar segera melengkapi persyaratan pal ing lambat sampai dengan tanggal. 

Demik ian , atas perbat ian Saudara, k a m | sampaikan te r ima kas ib . 

Pacitan, 

PAN] T IA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Ketua , 



Z. FORMAT LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL PENEL IT IAN KELENGKAPAN 
DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI BAKAL CALON K E P A L A D E S A 

LAMPIRAN PENGUMUMAN 
HASIL PENELIT IAN 

KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI BAKAL CALON K E P A L A 
D E S A 

DAFTAR BAKAL CALON K E P A L A DESA.. . . K E C . 

No Nama Agama Alamat Tempat/ 
Tgl l ah i r 

Pel i d id ikan Pekerjaan Ket. 

1. a. ! 

b . i 

c. ; 

>D : ... 
l u l u s 
t a b u n 

5LTP: 
. . . lu lus 
t a h u n 

Dst. 

Sudab 
memenuh i 

syarat / 
kekurangan 
syarat 

2. 
Dst . 

Pacitan, 

PANITIA 

DESA. . 

PEMILIHAN K E P A L A 
D E S A 

KECAMATAN 
KABUPATEN PACITAN 

Ketua , 



AA. FORMAT B E R I T A ACARA HASIL S E L E K S I TAMBAHAN B A K A L CALON 
K E P A L A D E S A 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMA TAN 

KABUPATEN PACITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp Kode Pos. 

5 ^ A 
: A M B . 

B E R I T A A C 
HASIL S E L E K S I TAjMBAHAN 

BAKAL CALON K E P J L L A D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
h a r i i n i tanggal Pada 

bertempat d i 
terhadap Baka l Calon Kepala Desa, 
Kecamatan , Kabupaten Pacithn, dengan bas i l 
d i m u l a i dengan baka l calon yang memperoleb l i l a i pa l ing t inggi 

Pern 

No Nama Alamat Ni la i 
Pembobotan 

Nik 
Selel 
Tertu 

i 
:si 
l is 

Total 
Ni lai 

Keterangan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Dst 

Demik ian Ber i ta Acara i n i d i bua t 
d ipergunakan seperlunya. 

, t a b u n , 
berdasarkan seleksi t ambaban 

l i h a n Kepala Desa , 
sebagai be r iku t 

dengan sebenamya dan dapat 

20. . . 
Panit ia Pemil ihan Kepala Desa 

Desa Kecamatan 
Kabupaten Pac [tan 

1. Ketua 
2. Anggota 
3. Anggota 



BB. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN 
CALON K E P A L A D E S A 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp. .Kode Pos. 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 

NOMOR: T ^ U N : 

TENTANG 

PENETAPAN CALON K E P A L A D E S A 

PANITIA PEMILIHAN KISPALA D E S A 
D E S A *•• K E C 

Menimbang : bahwa sebubungan te lan d i laksanakannya penel i t ian 
Kelengkapan dan Keabsaban 
Desa / Hasi l Seleksi Tamba[ban, 

Kecamatan ... 

Mengingat 1. 
2. Undang-Undang Nomor 23 

Admin is t ras i Baka l Calon Kepala 
Pemil iban Kepala Desa 

Kabupaten Pacitan, per lu 
menetapkan Keputusan Panitfa Pemil iban kepala Desa tentang 
Penetapan Calon Kepala Desa 

Undang-Undang Nomor 6 ' ( 'abun 2014 tentang Desa ; 
T a b u n 2014 tentang Pemerintahan 

terakb i r 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Daerab sebagaimana telab beberapa ka l i d iubah 
dengan Undang-Undang N6mor 9 T a b u n 2015; 
Peraturan Pemerintab ^ omor 43 T a b u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undi ing-Undang Nomor 6 T a b u n 2014 
tentang Desa sebagaimana telab d iubab dengan Peraturan 
Pemerintab Nomor 47 Tab i n 2015; 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 112 T a b u n 2014 
tentang Pemil iban Kepala I )esa; 
Peraturan Menter i Da lan Negeri Nomor 82 T a b u n 2015 
tentang Pengangkatan d a n Pemberbentian Kepala Desa ; 
Peraturan Daerab Kabupaten Pacitan Nomor 9 t a b u n 2016 
tentang Pemil iban Kepala E >esa; 
Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 20 T a b u n 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerab Nomor 9 T a b u n 
2016 Tentang Pemil iban Kt pala Desa ; 

MEMU 

Menetapkan 

K E S A T U : 

K E D U A a i n a n a 

Menetapkan Calon Kepala 
Kabupaten Pac i t to 

Calon Kepala Desa sebag 
"KESATU" Keputusan i n i adalab 
a. Sdr 

pekerjaan 

USKAN : 

Desa Kecamatan 

d imaksud pada D i k t u m 

. u m u r t a b u n , pend id ikan 
alaunat 

» 



b. Sdr. 

c. Sdr. 

d : Sdr. 

pekerjaan 

pekerjaan 

pekerjaan 

e. Sdr. 

K E T I G A 

pekerjaan 

Keputusan i n i m u l a i ber laku pajda tanggal d i te tapkan. 

Ditet i 

PANI 
DESA. . 

u m u r t a h u n , pend id ikan 
a lamat 

u m u r t a h u n , pend id ikan 
a lamat 

u m u r t a h u n , pend id ikan 
a lamat 

u m u r t a h u n , pend id ikan 
a lamat 

p k a n d i 
Pada Bnggal 

Tembusan keputusan i n i d isampaikan kepada 
Y tb . 1 . B u p a t i Pacitan d i Pacitan ; 

2. Sdr. Camat : 
3. Sdr. Ketua BPD Desa 
4. Sdr. Calon Kepala Desa yang bers£ n g k u t a n . 

lA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Ke tua 

Kecamatan. 



C C . FORMAT B E R I T A ACARA PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT 

PANITIA PEMILIHAN KJSPALA D E S A 
D E S A KECAMA PAN 

KABUPATEN PACITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp l....Kode Pos. 

Pada 
bertempat d i 

B E R I T A ACARA 
PENETAPAN dan PENGUNDIAN NOMOR URUT 

D E S A KECAMATAN 
KABUPATEN PACITAN 

b a r i i n i tanggal 

Pemil iban Nomor tentang Penetapan Calc n Kepala Desa, Pemil iban Kepala 
Desa Kecamatan 
d i l akukan pengundian nomor u r u t bagi calon 
b e r i k u t : 

1 . Sdr a lamat 
2 . Sdr a lamat 
3 . Sdr a lamat 
4 . Sdr a lamat 
5 . Sdr a lamat 

Demik ian Ber i ta Acara i n i d ibua t dengan seb|enamya dan dapat d ipergunakan 
seperlunya. 

t a b u n , 
berdasarkan Keputusan Panit ia 

, Kabupaten Pacitan, se lanjutnya 
kepala desa, dengan bas i l sebagai 

nomor u r u t 1 (satu) 
nomor u r u t 2 (dua) 
nomor u r u t 3 (tiga) 
nomor u r u t 4 (empat) 
nomor u r u t 5 (lima) 

20. . . 
Panit ia Pemil ihan K spala Desa 

Desa Kecamatan 
Kabupaten Pacitan 

1 . Ketua 
2 . Anggota 
3 . Anggota 

Calon Kepala Desa I iecamatan 

1 . Nomor u r u t 1 (satu) 
2 . Nomor u r u t 2 (dua) 
3 . Nomor u r u t 3 (tiga) 
4 . Nomor u r u t 4 (empat) 
5 . Nomor u r u t 5 (lima) 

• ( 
( 
( 

( ) 
( • ) 

( 

( 

) 



DD. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILI HAN TENTANG PENETAPAN DAN 
PENGUNDIAN NOMOR URUT 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMA TAN. 

KABUPATEN PACITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp l....Kode Pos. 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 

NOMOR : TAHUN 

TENTANG 

PENETAPAN DAN PENGUND AN NOMOR URUT 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A DESA, D E S A 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa sebubungan telab 
Pengundian Nomor U r u t , per 
Pemil iban tentang Penetapan 

l i l aksanakannya Penetapan dan 
u menetapkan Keputusan Panit ia 
dan Pengundian Nomor u r u t ; 

1. Undang-Undang Nomor 6 T a b u n 2014 tentang Desa ; 
2. Undeing-Undang Nomor 23 T a b u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerab sebagaimana telab beberapa k a l i 
d iubab te rakb i r dengan Undang-Undang Nomor 9 T a b u n 
2015; 

3. Peraturan Pemerintab k omor 43 T a b u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 
tentang Desa sebagaimana telab d iubab dengan Peraturan 
Pemerintab Nomor 47 Tab m 2015; 

4. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 112 T a b u n 2014 
tentang Pemil iban Kepala '. Desa; 

5. Peraturan Menter i Da lan . Negeri Nomor 82 T a h u n - 2 0 1 5 
tentang Pengangkatan dan Pemberbentian Kepala Desa ; 

6. Peraturan Daerab Kabupf ten Pacitan Nomor 9 t a b u n 2016 
tentang Pemil iban Kepala i Desa; 

7. Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 20 T a b u n 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerab Nomor 9 Tabun 
2016 Tentang Pemil iban K spala Desa ; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 
K E S A T U : Menetapkan Nomor U r u t Ck lon Kepala Desa 

Kecamatan Kabupaten Pacitan. 
KEDUA : Nomor U r u t Calon Kepala D j s a sebagaimana d imaksud pada 

D i k t u m "KESATU" Keputusan iAi adalab : 
a. Sdr. 

b. Sdr. 

pekerjaan 

pekerjaan 

u m u r t a b u n , pend id ikan 
a lamat 

nomor u r u t 1 (satu ), 
u m u r t a b u n , pend id ikan 

a lamat 
nomor u r u t 2 (dua),, 



d. Sdr. 

e. Sdr. 

pekerjaan 

pekerjaan 

pekerjaan 

K B T I G A 

pada 

c. Sdr u m u r t a h u n , pend id ikan 
a lamat 

nomor u r u t 3 (tiga),, 
u m u r t a h u n , pend id ikan 

a lamat 
,. nomor u r u t 4 (empat ) , 
u m u r t a h u n , pend id ikan 

a lamat 
nomor u r u t 5 ( l ima ). 

Keputusain i n i m u l a i ber laku pdda tanggal d i te tapkan. 

Ditet£ p k a n d i 
anggal 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
DESA. 

Tembusan keputusan i n i d isampaikan kepada 
Ytb . 1. B u p a t i Pacitan d i Pacitan ; 

2. Sdr. Camat ; 
3. Sdr. Ketua BPD Desa Kecamatan. 
4. Sdr. Calon Kepala Desa yang bers£ n g k u t a n . 

KECAMATAN 
KABUPATEN PACITAN 

Ketua 



E E . FORMAT PENGUMUMAN PENETAPAN C a O N K E P A L A D E S A 

PANITIA PEMILIHAN KBPALA D E S A 
D E S A KECAMA TAN 

KABUPATEN PACITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp Kode Pos., 

PENGUMUMAN PENETAPAN C a O N K E P A L A D E S A 

Berdasarkan Keputusan Panit ia Pemil ihan 
Penetapan Calon dan Pengundian Nomor 
nama Calon Kepala Desa beserta nomor u r u t 

1. Sdr a lamat 
2. Sdr a lamat 
3. Sdr a lamat 
4. Sdr a lamat 
5. Sdr a lamat 

Kepala Desa Nomor:.... tentang 
U r u t , se lanjutnya Kami u m u m k a n 
cfalon kepala desa sebagai b e r i k u t : 

nomor u r u t 1 (satu) 
nomor u r u t 2 (dua) 
nomor u r u t 3 (tiga) 
nomor u r u t 4 (empat) 
nomor u r u t 5 (lima) 

Demik ian , u n t u k selanjutnya akan d i laksanakan tabapan ber ikutnya 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A 
D E S A 

D E S A KECAMATAN 
KABUPATEN PACITAN 

Ketua , 



F F . FORMAT SURAT SUARA PEMILIHAN K I PALA D E S A 

SURAT SUARA 
PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

Sura t Suara menggunakan kertas dengan u k i j r a n m i n i m a l V-i (setengah) folio 
1. Ha laman da lam berisi : 

- Setengah ha laman bagian atas u n t u k t u isan : SURAT SUARA 
- Setengah ha laman u n t u k bagian bawab : Nomor, Foto dan Nama Calon 

S U R A T S U A R A 
PEMILIHAN KEPAI^A D E S A 

D E S A KECAMATAN 
KABUPATEN PACITAN 

F O T O C A L O N 

NAMA CALON 

F O T O C A L O N 

NAMA CALON 

F O T O C A L O N 

NAMA CALON 

2. Ha laman lua r beris i : 
aSepertiga da r i setengah ha laman 

bagian atas k i r i u n t u k tu l i san 
bSeper t iga da r i setengah ha laman 

bagian atas tengab u n t u k tu l i san 

SURAT SUARA 
PEMILIHAN K E P A L A 

D E S A 
D E S A 

KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 

hi 

PANITIA P 

SURAT SUARA 

PANITIA PEMILIHAN 

MILIHAN 
K E P A L A D E S A 
D E S A 

KECAMATiU>r 
KABUPATE !! PACITAl^ 

K E T U A I 'ANITIA 
PEMUNGU1 AN SUARA 

Stempel dltc ndatangaxii) 



GG. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN 
JADWAL, TEMPAT, DAN BENTUK K\MPANYE PEMILIHAN K E P A L A 
D E S A 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMA TAN. 

KABUPATEN PACITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp I....Kode Pos. 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 

NOMOR: 

TENTANG 

PENETAPAN JADWAL, TEMl »AT, DAN BENTUK 
KAMPANYE PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A DESA, D E S A 

Menimbang bahwa berdasarkan ke tentuan 
Pacitan Nomor 20 Tabun 20 
m a k a per lu menetapkan 
Penetapan Jadua l , tempat 
Pemil iban Kepala Desa 

Pasal 36 ayat (4) Peraturan B u p a t i 
L7 tentang Pemil iban Kepala Desa, 

Keputusan Panit ia Pemil iban tentang 
b e n t u k pelaksanaan Kampanye 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa ; 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerab sebagaimana telab beberapa k a l i 
d iubab terakbir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a b u n 
2015; 

3. Peraturan Pemerintab ^omor 43 T a b u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 
tentang Desa sebagaimana telab d iubab dengan Peraturan 
Pemerintab Nomor 47 Tab i n 2015; 

4. Peraturan Menter i DalamI Negeri Nomor 112 T a b u n 2014 

5. 

6. 

tentang Pemil iban Kepala '. Desa; 
Peraturan Menter i Da lan ; 
tentang Pengangkatan dan 
Peraturan Daerab Kabup 
tentang Pemil iban Kepala Desa; 

7. Peraturan B u p a t i Pacitan 

Menetapkan 
K E S A T U 

K E D U A 

Menetapkan jadwa l , tempat 
Kepala Desa 
Pacitan. 

Negeri Nomor 82 Tabun 2015 
Pemberbentian Kepala Desa ; 
ten Pacitan Nomor 9 t a b u n 2016 

Nomor 20 T a b u n 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pejraturan Daerab Nomor 9 Tabun 
2016 Tentang Pemil iban Kepala Desa ; 

MEMUirUSKAN : 

d a n b e n t u k kampanye Pemil iban 
Kecamatan Kabupaten 

Jadwal , tempat, dan b e n t u k kampanye adalab sebagaimana 
d imaksud pada d i k t u m "KE3ATU" Keputusan i n i sebagaimana 
t e r can tum da lam Lampiran Keputusan i n i . 



K E T I G A Keputusan i n i m u l a i ber laku pada tanggal d i te tapkan. 

D i te tapkan d i 
pada anggal 

PANI I IA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
DESA... ] KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Ketua 

TEMBUSAN keputusan i n i d isampaikan kepadja: 
Y tb . 1 . Bupa t i Pacitan d i Pacitan ; 

2. Sdr. Camat ; 
3. Sdr. Ketua BPD Desa Kecamatan. 
4. Sdr. Calon Kepala Desa yang bersangkutan. 



L A M P I R A N : K E P U T U S A N P A N I T I A P E M I L I H A N 
K E P A L A D E S A 

[ O M O R : 
[ G O A L : 

K E P j 
N O M 
T A N < 

J A D U A L . T E M P A T , D A N B E N T U K K A M P A N Y E C A L O N K E P A L A D E S A 

N O . 
H A R I & 

T A N G G A L 
A A A A V ^ A ^ A A A A V 

N A M A C A L O N J iLM T E M P A T 
B E N T U K 

K A M P A N Y E 
A A A A A T A A A A A V A A A 

1 
1. 

o 

o 
o 

dst 

V 

20.. . 

Panit ia Pemi l ihan Kepala Desa 
Dc sa Kecamatan 

Kabupaten Pac i tan 
Ke tua 



HH. FORMAT SURAT UNDANGAN/PANGGILAN P E M I L I H PEMILIHAN K E P A L A 
D E S A 

SURAT UNDANGAN/PANGGILAN P E M I L I H 
PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

Sura t Undangan/panggi lan pemi l ih u n t u k menggunakan Hak Pi l ihnya 
menggunakan kertas dengan u k u r a n V-z (setengah) folio. 
Contoh sura t undangan sebagai b e r i k u t : 

Untuk Pemilili 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMA ' 

KABUPATEN PAOITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp... 

'AN. 
*A 
Kode Pos. 

Nomor : 
Sifat : 
Lampiran : 
Perihal : UNDANGAN/PANGGILAN PEMILIH d i 

K € p a d a 
Pei|iting Y th . Sdr 

- No. u r u t da lam DPT 

Mengharap kehad i ran Saudara, u n t u k menggunakan h a k 
p i l ihnya pada Pemil ihan Kepala Desa 
Kecamatan bejsok pada : 

Har i 
Tanggal 
W a k t u 
Tempat 
Catatan 

s/d WIB 

Undangan harus d ib iwa d a n undangan t i dak boleh 
d iwak i l kan \̂ 

Demik ian u n t u k menjad ikah m a k l u m . 
• 

Panit ia Pemi l ihan Kepala Desa 
Desa ... Kecamatan 

Kabupaten Pacitan 
K e t u a 

- . - 5 C -GimtiHg-di h j h -

T A N D A T E R I M A 

Untuk Petugas 

Telah disampaikan dan diterima surat undang|m untuk menggunakan hak pilih pada 
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan 

Nama 
No. DPT 
Alamat 

yang menenma 



I I . DENAH LOKAS I PEMUNGUTAN SUAR/. 
PEMUNGUTAN SUARA 

1. DENAH L O K A S I PEMUNGUTAN SUARA* 

DAN RINCIAN TUGAS PANITIA 

T E M P A T TUNGGU 

M A S U K 

Keterangan 
1. Nomor 1 
2. Nomor 2 
3. Nomor 3 
4. Nomor 4 
5. Nomor 5 
6. Nomor 6 
7. Nomor 7 
8. Nomor 8 

Ketua (tanda tangan dan mejnber ikan sura t suara) 
Anggota (membantu ketua) 
Anggota (petugas pencocok 
Anggota (Petugas pengatur 
Anggota ( Petugas d i Kotak 
Petugas keamanan p i n t u majsuk 
Petugas keamanan p i n t u ke lpar 
Calon/Saksi/Undangan 

B I L I K SUARA 

K E L U A R 

K O T A K 
S U A R A 

undangan / panggilan) 
Lempat tunggu dan bi l ik) 

5 ua ra d a n t i n t a p em i l i h ) 

*) pan i t i a dapat menjo isun denah tempat pemungutan suara sesuai dengan 
kondis i TPS 



Langkah 3 

Langkah 4 

Langkah 5 

Langkah 6 

d u d u k di tempat yang te lah 
Anggota Panit ia Nomor 4 

RINCIAN TUGAS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA ACARA 
PEMUNGUTAN SUARA 
Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomojr 6 mengatur keter t iban an t r i an 

pemi l ih yang akan m e i c o c o k a n sura t undangan dan 
memasuk i Tempat Pemungutan Suara. 

Langkah 2 : Anggota Panit ia Nomor 3 mener ima pemi l ih yang datang akan 
* menggunakan h a k p i l i h , memin ta sura t undangan dan 

mencocokkan dengan Da i tar Pemil ih Tetap, mengecek j a r i 
tangan pemi l ih apakah ada t i n t a a tau t idak, apabi la te lah 
sesuai, kemud ian member ikan nomor u r u t pada undangan 
sesuau nomor u r u t k e h a l i r a n d a n menyerahkan kembal i 
undangan , mengisi daftar 1 adir , se lanjutnya mempers i lahkan 

disediakan. 
mengatur pemi l ih d i tempat yang 

te lah disediakan u n t u k m£nunggu / a n t r i menggunakan h a k 
p i l i h . 
Anggota Nomor 2 memanggi l pemi l ih ke mejanya, memin ta 
dan menel i t i undangan serta member ikan tanda, 
mengarahkan ke Ketua Nor lor 1 u n t u k d iber ikan Sura t Suara. 
Ketua Nomor 1 menandatangani d a n member ikan sa tu lembar 
Surat Suara kepada Pemil ih. 
Anggota Nomor 4 mengarahkan pemi l ih menu ju B i l i k yang 
kosong u n t u k menggunaka i h a k p i l ihnya . 
Anggota Nomor 4 : - h a i u s memast ikan bahwa t idak ada 

seorangpun berada d i b i l i k kecua l i 
seorang pemi l ih yang akan 
me: i ggunakan h a k p i l ihnya . 

- dapat memban tu pemi l ih yang cacat 
aps b i la d im in ta . 

Langkah 7 : Anggota Nomor 5 memast ikan bahwa Sura t Suara yang te lah 
dicoblos te lah d i l ipat kembal i dengan benar dan tanda tangan 
Ketua Panit ia dapat ter l ihat serta pemi l ih memasukkan sura t 
suara kedalam suara. Kemud ian memin ta pemi l ih u n t u k 
mence lupkan j a r i n y a pada l i n t a yang d is iapkan pani t ia . 

Langkah 8 : Petugas Keamanan Nomor 7 mengawasi dan mengarahkan 
pemi l ih yang telah menggj inakan h a k p i l ihnya ke luar area 
Pemungutan suara. 



J J . DENAH L O K A S I PENGHITUNGAN 
PEMILIHAN 

SVAIA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA 

1. DENAH L O K A S I PENGHITUNGAN SUARA 

PAPAN PENGHITUNGAN 

T E M P A T MASYARAKAT 

K O T A K 
S U A R A 

Keterangan 
1. Nomor 1 
2. Nomor 2 
3. Nomor 3 
4. Nomor 4 
5 . Nomor 5 
6. Nomor 6 

7. Nomor 7 
S.Nomor 8 

ungan suara) 
Ketua 
Anggota ( m e m b a n t u penghi 
Anggota ( membantu anggo t i nomor 2 ) 
Anggota ( mencatat penghi tungan sua ra ) 
Anggota ( memban tu anggota nomor 4 ) 
Petugas keamanan p i n t u masuk (menjaga keter t iban dan 
keamanan) 
Petugas keamanan p i n t u kelqar. 
Calon/Saksi. 

*) pan i t i a dapat menyusun denah tempat penghi tungan suara sesuai dengan 
kondis i TPS 



RINCIAN TUGAS PANITIA 
PENGHITUNGAN SUARA 

PEMUNGUTAN SUARA PADA ACARA 

Langkah 1 Ketua Panit ia membuka 
persatu sura t suara dan 
suara, d i b a n t u anggota 

Langkah 2 

Langkah 3 

Langkah 4 

Kotak Suara, menge luarkan satu 
mengh i tung sah t idaknya sura t 

pomor 2, d isaks ikan oleh Calon 
Kepala Desa yang berhak d ip i l i h dan/atau Saksi serta 
pemi l ih . 
Anggota nomor 3 memi lah sura t sueira sah u n t u k masing-
masing calon d a n sura t s i ara t i dak sah, setelah sura t suara 
d i h i t u n g oleh Ketua Panitia. 
Anggota Panit ia Nomor 5 mencatat perolehan suara sesuai 
yang te lah d i h i t u n g o l ; h Ketua Panit ia pada papan 
penghi tungan. 
Anggota nomor 4 mencatat perolehan suara sesuai yang te lah 
d i h i t u n g oleh Ketua Panitia pada b lanko penghi tungan. 



K K . GAMBAR B I L I K SUARA 

1. Contoh I { bi l ik tertutup \ 

Tampak Depan 

2. Contoh I I { bi l ik terbuka > 

Tampak Samping 

Tampak Depan Tampak Samping 



L L . CONTOH K O T A K SUARA DAN ALAT C O B L O S 

1. Perlengkapan Pencoblosan 

A. Alas coblos ( Bantalan 

B. Alat coblos ( Paku dan t a l i ) 

2 . Kotak Suara: 

• Catatan; Ukun in Bi l ik suara. Alat Pencoblosan, dan kotak suara 
menyesuaikan (ditentukan Panitia Pemilihan) 



MM. FORMAT B E R I T A ACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA 
PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 
PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

D E S A KECAMATAN 
KABUPATEN PACITAN 

Sekre ta r i a t : J l Telp. .Kode Pos. 

B E R I T A ACARA 
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

D E S A KECAMATAN 
KABUPATEN PACITAN 

Pada h a r i i n i tanggal 
d i , Kecamatan 
te lah d i laksanakan Pemungutan Suara Pemil ihan 

Setelah mengadakan pemungutan suara dengan d isaks ikan oleh para 

t a h u n bertempat 
, Kabupaten Pacitan 

Kepala Desa. 

Galon Kepala Desa Yang Berhak D ip i l i h 
Pemungutan Suara Pemil ihan Kepala Des£. menyatakan bahwa 
Pemungutan Suara Pemil ihan Kepala Desa , Kecamatan 
Kabupaten Pacitan yang d i laksanakan m u l i i da r i j a m s/d j a m 

te lah berjalan dengan aman, ter t ib , lancar, dan sesuai dengan 
ke tentuan perundang-undangan yang ber laku, dengan has i l sebagai b e r i k u t : 

dan/a tau Saksi, m a k a Panit ia 

1. J u m l a h Pemil ih da lam Daftar Pemil ih Telap 
2. J u m l a h Pemil ih yang menggunakan h a k p i l ih 
3. J u m l a h Pemil ih yang t idak menggunakap h a k p i l i h 
4. J u m l a h pemi l ih da lam DPTB 
5. J u m l a h Surat Suara 
6. J u m l a h Sura t Suara yang terpakai 
7. J u m l a h Surat Suara yang cacat a tau r u s ^ 
8. J u m l a h Sura t Suara yang salah coblos 

Demik ian Ber i ta Acara i n i dibuajt dengan 
d ipergunakan seperlunya. 

Panit ia Pemungutdn Suara 
Desa Kecamatan 

Kabupaten Pac: tan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Ketua 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 

Calon Kepala Desa Yang Berhak 
Dipi l ih : 

1. 
2. 
3. 
4. 

( ) 1. 
2. 
3. 
4. 

.... pemi l ih . 

.... pemi l ih . 

.... pemi l ih . 

... pemi l ih . 
lembar. 
lembar. 
lembar. 

lembar. 
sebenamya dan 

20.. . 

dapat 

( 

S a k s i 



/ 



o o . FORMAT_CATATAN PENGHITUNGAN S UARA DI T P S DALAM PEMILIHAN 
K E P A L A D E S A S E R E N T A K 

CATATAN PENGHITUNGA i SUARA DI T P S 
DALAM PEMILIHAN K E P A L / D E S A S E R E N T A K 

DESA.. . . K E C . . . . TAHUN.... 

T P S NO ; 

Nama 
Calon 

Rincian Perolehan Suara J u m l a h 
Tiap 
baris 

J u m l a h Nama 
Calon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

J u m l a h 
Tiap 
baris 

J u m l a h 

1 
xxxx 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
huruf) 

1 
xxxx 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
huruf) 

1 
xxxx 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
huruf) 

1 
xxxx 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
huruf) 

1 
xxxx 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
huruf) 

2 
xxxxx 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
huruf) 

2 
xxxxx 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
huruf) 

2 
xxxxx 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
huruf) 

2 
xxxxx 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
huruf) 

2 
xxxxx 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
huruf) 

3 
xxxx 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
huruf) 

3 
xxxx 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
huruf) 

3 
xxxx 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
huruf) 

3 
xxxx 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
huruf) 

3 
xxxx 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
huruf) 

J u m l a h (ditulis 
se luruh dengan 
suara angka dan 
sah humf) 

J u m l a h 
suara 
t i dak 
sah 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
humf) 

J u m l a h 
suara 
t i dak 
sah 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
humf) 

J u m l a h 
suara 
t i dak 
sah 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
humf) 

J u m l a h 
suara 
t i dak 
sah 

(ditulis 
dengan 
angka dan 
humf) 

J u m l a h se lu ruh suara sah (ditulis dengan humf) 

J u m l a h suara t i dak sah (ditulis dengan humO 

J u m l a h suara sah dan 
t i dak sah 

(ditulis dengan humf) 

Panit ia Pemungutan Suara 
Desa Kecamatan . . . . 

Kabupaten Pac i tan 
Ketua 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 

Calon Kepala Desa Yang Berhak 
Dipi l ih : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 

( ) 1. 
2. 
3. 
4. 

S a k s i 



PP.FORMAT B E R I T A ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN K E P A L A 
D E S A 

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 
PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

D E S A KECAMA' rAN. 
KABUPATEN PACJTAN 

Sekre ta r i a t : J l Telp I...Kode Pos. 

B E R I T A ACARA 
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

D E S A KECAM^^TAN 
KABUPATEN PACITAN 

Pada h a r i i n i tanggal 
bertempat d i TPS Desa 

t a h u n 
, Kecamatan 

, Kabupaten Pacitan te lah d i laksanakan Penghitungan Suara 
Pemil ihan Kepala Desa secara t e rbuka u n t u c u m u m , dar i p u k u l WIB 
s.d. p u k u l WIB, yang d ihad i r i oleh masyarakat , calon dan/atau saksi. 

Da r i j u m l a h pemi l ih yang 
had i r da lam pemi l ihan i n i pemi l ih d a n 

t a h u n , pend id ikan 
a lamat 

t a h u n , pend id ikan 
a lamat 

Calon Kepala Desa Yang Berhak Hjipilih yang meng iku t i Pemil ihan 
Kepala Desa adalah : 
1. Sdr u n l u r 

pekerjaan 
, dengdm nomor u r u t 

2. Sdr u m u r 
pekerjaan 

., dengdn nomor u r u t 
3. Sdr u m u r 

pekerjaan 
, deng 

4. Sdr 
pekerjaan 

, d e n g ^ nomor u r u t 
5 dst. 

terdaftar da lam DPT d a n DPTB, 
pemi l ih t idak hadir . 

t a h u n , pend id ikan 
a lamat 

n g i n 
u m u 

Panit ia Pemungutan Suara 
Desa , Kecamatan ... 
oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak 
mengadakan penel i t ian terhadap : 

1. Kotak Suara dan Sura t Suara da lam konUisi 
2. J u m l a h Sura t Suara 
3. J u m l a h Sura t Suara yang d igunakan 
4. J u m l a h Suara yang d inya takan sah 
5. J u m l a h Suara yang d inya takan t idak sah 

Berdasarkan has i l penghi tungan 
masing-masing Calon memperoleh : 
1. Sdr , memperoleh ( ) 
2. Sdr , memperoleh ( ) 
3. Sdr , memperoleh ( ) 
4. Sdr , memperoleh ( ) 

J u m l a h ( ) 

nomor u r u t 
u r t a h u n , pend id ikan 

a lamat 

Pemil ihan Kepala Desa, 
dengan d isaks ikan 

D ip i l i h dan / a tau Saksi, te lah 

ba ik dan memenuh i syarat. 
lembar. 
lembar. 
suara. 
suara. 

suara yang d inyatakan sah, 

suara. 
suara. 
suara. 
suara. 

suara 



Demik ian Ber i ta Acara i n i dibuajt dengan sebenamya d a n dapat 
d ipergunakan seperlunya. 

Desa 
Panit ia Pemungut 

Kecam; 
Kabupaten Pac 

e n 
Kecamatan 

20. . . 

1. Ketua 
2. Anggota 
3. Anggota 
4. Anggota 
5 . Anggota 

• • • • ( • • 
( • 
( 
( 
( 

Calon Kepala Desa Yang Berhak 
Dipi l ih : 

1. ( . . . . . . ) 1. 
2 . . . . ( ) 2. 
3 ( ) 3 . 
4. . . ( ) 4. 

Suara 
n . . • . 

tan 

S a k s i : 



QQ. FORMAT B E R I T A ACARA R E K A P I T U L A S I PENGHITUNGAN SUARA 
PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMAi^AN 

KABUPATEN PAC ITAN 
Sekretariat : J l Telp ...Kode Pos., 

B E R I T A ACARA 
R E K A P I T U L A S I PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

D E S A KECAMj\TAN 
KABUPATEN PACITAN 

t a h u n 
Kecamatan 

Pada h a r i i n i tanggal 
bertempat d i Desa 

, Kabupaten Pacitan te lab d i laksanakan Rekapitulas i 
Penghitungan Suara Pemil iban Kepala Des a. secara t e rbuka u n t u k u m u m , 
dar i j a m WIB s/d j a m VTB, yang d ihad i r i oleb Panit ia 
Pemungutan Suara, masyarakat, calon dan/atau saksi . 

Calon Kepala Desa Yang Berhak E ip i l i b yang meng iku t i Pemil iban 
Kepala Desa adalab ; 

1. Sdr u n . u r t a b u n , pend id ikan 
pekerjaan a lamat 

, dengan nomor u r u t 
2. Sdr u n j u r t a b u n , 

pekerjaan 
, d e n g i n nomor u r u t 

3. Sdr u n j u r t a b u n , pend id ikan 
pekerjaan 

dengan nomor u r u t 
4. Sdr unjiur t a b u n , pend id ikan 

pekerjaan 
, d e n g ^ nomor u r u t 

5 dst . 

pend id ikan 
a lamat 

a lamat 

a lamat 

Berdasarkan bas i l penghi tungan s i a ra d i TPS-TPS d i se lurub desa, 
maka diperoleb bas i l secara kese luruban ads Jab sebagai b e r i k u t : 

TPS I : 
dusun . . . 

TPS 1 
d u s u n 

I : dst J u m l a b Total 

J u m l a b Pemil ih da lam 
DPT 
J u m l a b Pemil ih da lam 
DPTB 
J u m l a b Pemil ih yang 
menggunakan b a k 
p i l i b 
J u m l a b Pemil ih yang 
t idak menggunakan 
bak p i l ib 
J u m l a b sura t suara 
se lurubnya 
J u m l a b Surat Suara 
yang d i gunakan 



J u m l a h sura t suara 
yang t i dak 
d i gunakan/rusak 
J u m l a h sura t suara 
sah 
J u m l a h sura t suara 
t idak sah 
J u m l a h perolehan 
suara Calon No U r u t I . 
J u m l a h perolehan 
suara Calon No U r u t I I . 
Dst. 

Berdasarkan rekapi tu las i penghi tungan suara tersebut, diperoleb 
bas i l babwa calon kepala desa yang mem jeroleb suara terbanyak adalab 
Sdr dengan perolehan suara sebanyak suara. 

Demik ian Ber i ta Acara i n i dibua,t dengan sebenamya dan dapat 
d ipergunakan seperlunya. 

Desa 
Panit ia Pemil ihan 

Keca 
Kabupaten Pac 

Kepala Desa 
Kecamatan 

tan 

1. Ketua 
2. Anggota 
3. Anggota 

Calon Kepala Desa Yang Berhak 
Dlpl l lh : 

1 ( ) !• 
2 ( ) 2. 
3 ( ) 3. 
4 ( ) 4. 

20. . . 

S a k s i : 



R R . FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A TENTANG 
PENETAPAN CALON K E P A L A D E S A T E R P I L I H 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp ...Kode Pos. 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 

NOMOR: T/^HUN:, 

TENTANG 

PENETAPAN CALON K E P A L A D E S A T E R P I L I H 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 
K E S A T U : 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A DESA, DESA. . . . 

bahwa sebubungan dengan telab d i laksanakannya 
Rekapitulasi Has i l Pengbitujngan Suara Pemil iban Kepala 

pe r lu menetapkan Keputusan 
Panit ia Pemil iban Kepala rj)esa t entang Penetapan Calon 
Kepala Desa Terpi l ib 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Undang-Undang Nomor 6 
Undang-Undang Nomor 

T a b u n 2014 tentang Desa ; 
23 T a b u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerab sebagaimana telab beberapa ka l i 
d iubab t e rakb i r dengan I fndang-Undang Nomor 9 T a b u n 
2015; 
Peraturan Pemerintab Nomor 43 T a b u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 T a b u n 
2014 tentang Desa seba gaimana telab d iubab dengan 
Peraturan Pemerintab Nomor 47 T a b u n 2015; 
Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 112 T a b u n 2014 
tentang Pemil iban Kepala Desa; 
Peraturan Menter i Da lan Negeri Nomor 82 T a b u n 2015 
tentang Pengangkatan da i Pemberbentian Kepala Desa ; 
Peraturan Daerab Kabu; la ten Pacitan Nomor 9 t a b u n 
2016 tentang Pemil iban Kepala Desa; 
Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 20 T a b u n 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerab Nomor 9 T a b u n 
2016 Tentang Pemil iban Kepala Desa ; 

MEMUTUSKAB 

Menetapkan Calon Kepala 
Kepala Desa Desa 
Kabupaten Pacitan. 

Desa Terpi l ib bas i l pemi l iban 
Kecamatan 



KEDUA 

K E T I G A 

sebagaimana 
: n i adalab : 

Calon Kepala Desa Terpi l ib 
D i k t u m "KESATU" Keputusan 
Nomor U r u t 
Nama 
Tempat / Tanggal Labir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan 
Agama 
Alamat 

Keputusan i n i m u l a i ber laku p i d a tanggal d i te tapkan 

Tembusan keputusan i n i d isampaikan kepad^: 
Ytb . 1. B u p a t i Pacitan d i Pacitan ; 

2. Sdr. Camat ; 
3. Sdr. Ketua BPD Desa 

d imaksud pada 

Di te tapkan d i 
Pada] tanggal . 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Ketua 

Kecamatan. 
4. Sdr. Calon Kepala Desa yang bersangkutan. 



S S . FORMAT LAPORAN HASIL PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMAI AN. 

KABUPATEN PAC ITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp l...Kode Pos. 

No 
Sifat 
Lamp. 
Perihal 

141 / 
Penting 

/xxxx/xxxx 
Pacitan, 
Kepada : 

Laporan Hasil Pemilihan Kepala 
Desa 

Y th . Ketua BPD Desa. 

PACITAN 

Berdasarkan has i l p emungutan dan penghi tungan suara 
Pemil ihan Kepala Desa Kec yang d i laksanakan pada 
tanggal , k a m i laporkan pemi l ihan kepala desa te lah 
d i laksanakan sesuai dengan ke t en tuan pera turan perundang-
undangEin yang ber laku. 

Selanjutnya k a m i sampaikan data nama calon kepala desa 
terp i l ib adalab sebagai b e r i k u t : 

Nomor U r u t 
Nama 
Tempat / Tgl Lab ir 
Jenis Ke lamin 
Pendidikan 
Agama 
Alamat 
Dengan i n i k a m i l amp i f kan pu l a Keputusan Panit ia 

Pemil iban Kepala Desa Nomor tentang Penetapan Calon Kepala 
Desa Terpi l ib . 

Demik ian , atas perbat ian ^audara, k a m i sampaikan ter ima 
kas ib . 

P A N I T I A P E M I L I H A N K E P A L A D E S A 
D E S A K E C A M A T A N 

K A B U P A T E N P A C I T A N 
Ketua , 



T T . FORMAT SURAT P E R I H A L DATA CALON K E P A L A D E S A T E R P I L I H 
HASIL PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 
D E S A KECAMAI AN. 

KABUPATEN PACITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp |...Kode Pos. 

No 
Sifat 
Lamp. 
Perihal 

141 / 
Penting 

/xxxx/xxxx 
Pacitan, 
Kepada : 

Y th . 

d i 

B u p a t i Pacitan 
Me la lu i Camat., 

PACITAN 

Data Calon Kepala Desa 
Terpi l ih Hasi l Pemil ihan 
Kepala Desa t a h u n .... 

Berdasarkan Laporan da r i Panit ia Pemil ihan Kepala Desa 
tanggal Nomor tentang H i s i l Pemil ihan Kepala Desa, k a m i 
sampaikan Data Calon Kepala Desa Terpi l ih Hasi l Pemi l ihan 
Kepala Desa t a h u n .... sebagai b e i j i ku t : 
Nomor U r u t 
Nama 
Tempat / Tgl Labir 
Jenis Kelamin 
Pendidikan 
Agama 
A lamat 

Selanjutnya k a m i mobon perkenan Bapak Bupa t i u n t u k 
menetapkan pengesahan dan pe i gangka tan serta me lant ik yang 
bersangkutan da lam j aba t an Kepala Desa sesuai dengan 
ke tentuan perundang-undangan yang ber laku. 

Demik ian beberapa b a l yang per lu k a m i sampaikan, atas 
perbat ian Bapak, k a m i ucapkan t i r i m a kas ib . 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 
D E S A .. .KECAMATAN... 
KABUPATEN PACITAN 

Ketua 

Tembusan : 
1. Kepala Desa/Penjabat Kepala Des a.... 



UU. FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG 
CALON K E P A L A D E S A T E R P I L I H 

PEMBATALAN PENETAPAN 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp. .Kode Pos. 

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 

NOMOR : TAH JN 

TENTANG 

PEMBATALAN PENETAPAN CALON KEPALA D E S A T E R P I L I H 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA , D E S A 

Menimbang : a. bahwa berdasarkgin Pemeriksaan a t au berdasarkan 
keputusan Pengadilan yang te lab berkekuatan b u k u m 
tetap, calon kepala desa terp i l ib d inya takan secara sab 
bersalab a tau berakibat C lalon Kepala Desa terp i l ib t idak 
memenuh i persyaratan; 

b. babwa berdasarkan pasal 65 ayat (2) Peraturan B u p a t i 
Ta : iun 2017 tentang Petunjuk 

Daerab Nomor 9 T a b u n 2016 
Desa, m a k a per lu menetapkan 
Pembatalan Penetapan Calon 

Pacitan Nomor 20 
Pelaksanaan Peraturan 
Tentang Pemil iban Kepal 
Keputusan BPD tentang 
Kepala Desa Terpi l ib 

Mengingat 1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Undang-Undang Nomor 6 
Undang-Undang Nomoi 

T a b u n 2014 tentang Desa ; 
23 T a b u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerab sebagaimana telab beberapa k a l i 
d iubab t e rakb i r dengan (Jndang-Undang Nomor 9 Tabun 
2015; 
Peraturan Pemerintab Nomor 43 T a b u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 T a b u n 
2014 tentang Desa seb iga imana telab d iubab dengan 
Peraturan Pemerintab No: nor 47 T a b u n 2015; 
Peraturan Menter i Da lan Negeri Nomor 112 T a b u n 2014 
tentang Pemil iban Kepala Desa; 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 82 T a b u n 2015 
tentang Pengangkatan da i Pemberbentian Kepala Desa ; 
Peraturan Daerab Kabupaten Pacitan Nomor 9 t a b u n 2016 
tentang Pemil iban Kepala Desa; 
Peraturan Bupa t i Pacitar Nomor 20 T a b u n 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerab Nomor 9 Tabun 
2016 Tentang Pemil iban Kepala Desa ; 



Menetapkan 
K E S A T U 

Kepala Desa, 

melanggar 
undangan . 

ke tentuan 

Desa 
Kabup^ 

MEMUTUSKAN : 

Membata lkan Calon Kepals Desa te rp i l ih da lam Pemil ihan 
, Kecamatan 

ten Pacitan kerana t e r b u k t i 
da lam pera turan perundang-

K E D U A yang d iba ta lkan sebagaimana 
KESATU" Keputusan i n i , adalah : 

K E T I G A 

K E E M P A T 

Calon Kepala Desa t e rp i l i l . 
d imaksud pada D i k t u m 
Nama 
Tempat / Tgl Lahi r 
Jenis Kelamin 
Pendidikan 
Agama 
Alamat 

Dengan ber lakunya keputusan i n i m a k a Keputusan BPD 
Nomor t a h u n tentang Penetapan Calon Kepala Desa 
te rp i l ih d icabut dan d inyata can tidaik ber laku lagi. 

Keputusan i n i m u l a i ber laku pada tanggal d i te tapkan. 
Ditetap 
pada t a igga l 

can d i 

BADAN ]>ERMUSYAWARATAN D E S A 
D E S A KECAMATAN 

KjABUPATEN PACITAN 
Ketua 

Tembusan Keputusan i n i d isampaikan kepad 
Y th . 1. B u p a t i Pacitan d i Pacitan ; 

2. Sdr. Camat ; 
3. Sdr Panit ia Pemil ihan Kepala De^a 

Kecamatan ; 
4. Yang bersangkutan u n t i k 

d ike tahu i . 



W . FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBATALAN K E S E L U R U H A N 
ATAU SEBAGIAN DARI TAHAPAN PEMI] JHAN K E P A L A D E S A 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 
D E S A KECAMATAN. 

KABUPATEN PACITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp i...Kode Pos. 

KEPUTUSAN BADAN PERMUSl^AWARATAN D E S A 
D E S A KECAMA 

KABUPATEN PACITAN 

NOMOR: TAHJN: . . , . 

TENTANG 

PEMBATALAN K E S E L U R U H A N ATAU 
PEMILIHAN K E P A L A 

AN 

SEBAGIAN DARI TAHAPAN 
D E S A 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA , D E S A 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 
K E S A T U 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

a. bahwa berdasarkan Peiheriksaan t e r b u k t i te lah ter jadi 
pelanggaran-pelanggaran daleun proses pemi l ihan Kepala 
Desa. 

b. bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (2) Peraturan B u p a t i 
Pacitan Nomor 20 T a i u n 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2016 
Tentang Pemil ihan Kepal£ Desa, maka per lu menetapkan 
Keputusan BPD tentang 
Sebagian dar i Tahapan P( m i l i h a n Kepala Desa. 

Undang-Undang Nomor 6 
Undang-Undang Nomoi 
Pemerintahan Daerah 

Pembatalan Kese luruban a tau 

T a h u n 2014 tentang Desa ; 
23 T a h u n 2014 tentang 

sebagaimana te lah beberapa ka l i 
d i u b a h t e rakh i r dengan j jndang -Undang Nomor 9 T a h u n 
2015; 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 
2014 tentang Desa seb iga imana te lah d i u b a h dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 T a h u n 2015; 
Peraturan Menter i Da l an Negeri Nomor 112 T a h u n 2014 
tentang Pemil ihan Kepala Desa; 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 82 T a h u n 2015 
tentang Pengangkatan da i Pemberhentian Kepala Desa ; 
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 t a h u n 2016 
tentang Pemil ihan Kepala Desa; 
Peraturan Bupa t i Pacitar Nomor 20 T a h u n 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 
2016 Tentang Pemil ihan Kepala Desa ; 

MEMI TUSKAN : 

Membata lkan se lurubnya 
Pemil ihan Kepala Desa, 
kabupaten pac i tan. 

a tau sebagian dar i tahapan 
Desa Kecamatan , 



K E D U A Dengan pembatalan 
"KESATU" Keputusan i n i , 
Desa d iu lang dar i 
tahap sampai tahap 

sebag l i m a n a 

K E T I G A Keputusan i n i m u l a i ber laku pada tanggal d i te tapkan. 

Ditetap 

d imaksud pada d i k t u m 
^ a k a tahapan Pemil ihan Kepala 

awal a tau d iu lang dar i 

can d i 
pada tanggal 

BADAN 
D E S A . 

'ERMUSYAWARATAN D E S A 
KECAMATAN 

KABUPATEN PACITAN 
Ke tua 

Tembusan keputusan i n i d i sampa ikan kepad 
Y th . 1. B u p a t i Pacitan d i Pacitan ; 

2. Sdr. Camat ; 
3. Sdr Panit ia Pemil ihan Kepala D e ^ 

Kecamatan ; 
4. Yang bersangkutan u n t u k 

d ike tahu i . 



WW. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMI] JHAN TENTANG FEMBATALAN 
PENETAPAN CALON K E P A L A D E S A 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMA*] ^AN 

KABUPATEN PAC ITAN 
Sekre ta r i a t : J l Telp [...Kode Pos. 

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN K E P A L A D E S A 
D E S A KECAMAYAN 

KABUPATEN PAC ITAN 

NOMOR: TAHUN: 

TENTANG 

PEMBATALAN PENETAPAN C A . O N K E P A L A D E S A 

PANITIA PEMILIHAN K E P A L A DESA, DESA.. . . 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Psmeriksaan a t au berdasarkan 
keputusan Pengadilan yang te lah berkekuatan b u k u m 
tetap, calon kepala desa t e rp i l ih d inya takan secara sah 
bersalah a tau berakibE t Calon Kepala Desa t idak 
memenuh i persyaratan; 

b. bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (2) Peraturan B u p a t i 
Pacitan Nomor 20 Ta l u n 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2016 
Tentang Pemil ihan Kepala Desa, maka per lu u n t u k 
menetapkan Keputusan Panitia Pemi l ihan Kepala Desa 
tentang Pembatalan Pene a p a n Calon Kepala Desa. 

Mengingat L 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Undang-Undang Nomor 6 
Undang-Undang Nomoi* 

T a h u n 2014 tentang Desa ; 
2 3 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah s ebagaimana te lah beberapa ka l i 
d i u b a h te rakh i r dengan [Jndang-Undang Nomor 9 T a h u n 
2015; 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana U: idang-Undang Nomor 6 T a h u n 
2014 tentang Desa sebagaimana te lah d i u b a h dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 T a h u n 2015; 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 112 T a h u n 2014 
tentang Pemil ihan Kepals Desa; 
Peraturan Menter i D a l a n Negeri Nomor 82 T a h u n 2015 
tentang Pengangkatan dsn Pemberhentian Kepala Desa ; 
Peraturan Daerah Kab i paten Pacitan Nomor 9 t a h u n 
2016 tentang Pemil ihan Kepala Desa; 
Peraturan Bupa t i Pacitafi Nomor 20 T a h u n 2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan P ; r a tu ran Daerah Nomor 9 T a h u n 
2016 Tentang Pemil ihan kepala Desa ; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan 
K E S A T U Kepal Membata lkan Calon 

Desa, Desa 
Kabupaten Pacitan kerana 
da lam pera turan perundang 

I Desa da lam Pemil ihan Kepala 
Kecamatan 
t e r b u k t i melanggar ke tentuan 

rundangan . 



K E D U A d i i a t a l k a n sebagaimana d imaksud 
Keputusan i n i , adalah : 

K E T I G A 

K E E M P A T 

Calon Kepala Desa yang 
pada D i k t u m "KESATU" 
Nama : 
Tempat / Tanggal Lahi r 
Jenis Kelamin 
Pendidikan 
Agama 
Alamat 

Dengan ber lakunya keputusan i n i m a k a Keputusan Panit ia 
Pemil ihan Kepala Des i Nomor t a h u n tentang 
Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak d ip i l i h d icabut 
dan d inya takan t idak ber la l :u lagi. 

Keputusan i n i m u l a i berlaki i pada tanggal d i te tapkan. 

Ditetap can d i 
pada tanggal 

P A N I T I A P E M I L I H A N K E P A L A D E S A 
D E S A K E C A M A T A N 

K J A B U P A T E N P A C I T A N 
Ketua 

Tembusan keputusan i n i d isampaikan kepad^ 
Y th . 1.Bupati Pacitan d i Paci lan ; 

2. Sdr. Camat 
3. Sdr Ketua BPD 

Kecamatan ; 
4. Yang bersangkutan 

d ike tahu i . 
u n t i k 



X X FORMAT B E R I T A ACARA S E R A H TERINLA JABATAN 

ACAItA B E R I T A 
S E R A H T E R I M A JABATAN 

Pada h a r i i n i tanggal , 
d i , te lah d i l akukan serah 
memor i serah ter ima j aba tan Kepala Desa... 

t a h u n bertempat 
ter ima j aba t an dan penyerahan 

Kecamatan dar i : 

1. Sdr Kepala Desa... Kec... Periode. 

Kepada: 

.2. Sdr Kepala Desa... Kec... Periode. 

Demik ian ber i ta acara i n i d ibua t dan 
mewu judkan ter t ib adminis t ras i pelaksanaan 

Yang mener ima, 

d i tandatangani da lam rangka 
penyenggaraan pemer in tah desa. 

D ibua t d i : 
Tanggal : 

Yang menyerahkan, 

Disaks ikan ole i : 
Camat Ketua BPD Desa. 

Kec. . . 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 


